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ABSTARCT

Implementation Policy Of Bank BRI to Open Branch Unit and terrace of BRLin
District of Sintang and Melawi — West Kalimantan province

Yohanes PS
yohanpespsO2@gmail.com
Universitas Terbuka

Keyword: Bank of BRI, District of Sintang and Melawi

This study motivated by the implementation of law No 13/27/PBI/2011 on the
openings of Branch Office Unit and terrace of Bank BRL It is intended to improve
access of people in remote arcas the banking services. This study aims to factors that
determine with the establishment of Branch offices unit and terrace of BRI in the area
under study and identify abstacles in its implementation. Qualitative research
approach was implemented in the area of Sintang Regency- the Province of West
Kalimantan, it is the operational area under the coordination of Bank BRI Branch
Office in Sintang. The data collection was held for 6 months, between the months
September 2012 to maret 2013. through observation, interviews-and documentary
study. Research Subyek is client and employees of BRI Unit and Terrace;Core of BRI
in Region Office Of Branch of Sintang. Research Subyék/is client and employees of
BRI Unit and Terrace,Core of BRI in. Region Offic€ Of Branch of Sintang. The area
of research is Sintang Regency in West Kalimantan/Province, The Collection of data
and information focusedon the issue of implémentdtionof Law No. 13/27/PBl/2011
surounding policies related the opening of Branch Offices Unit and terrace in the
region of Sintang, and the factors that affect the implementation of the policy.

The results revealed that \the¢  implementation of the policy on the
establishment of the Branch Office Unit and Terrace of Bank BRI in Sintang region is
based on guidelines of the impleméntation policy used by Bank BRI which is based
on law No 7 of 1992, Médium communications factor, human resource and supporter
resource (facilities and “basic facilities in area), disposition/ executor attitude,
bureaucracy structiire, Tésource kapabilitas and organization become related/relevant
dominant issue€tof-extension of bank operational. Observation result indicate that
informatiomabout the BRI Branch Office aims still not right on target yet due to
information delivery systems that still use iraditional methods, the unavailability of
professional human resources in remote areas and poor infrastructure available in the
region (district of Sintang and Melawi ),
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Please conclude that in the effort to fulfili requirement of society service
activities of peripheral although banking of law about service of banking for
cloistered region have made available, but communications suppori, resource,
disposition / executor attitude still relative not yet is adequate, bureaucracy structure
which not vet is fully run and human resource kapabilitas and organization which still
require to be improved.

i
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ABSTRAK

Implementasi Kebijalian Banlc BRI Cabang Sintang Untuk Membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi

KmKumi:BankBRLKnbupamnSinmagdanMetawi
Penelitian ini dilatarbelakangi pemberlakuan U Ne.13/27/PBI2011 tentang
pembyicnan kemtor BRI Uit dan Teras BRI dalem wpaya meningkation akses
masyamkatdxdmahkrpencddxb&dmgpelaymmmbmkw Penelitian ini
bertajuanr  mendeskripsikan  kebijakan publik yang menentukan dalam rangka
p&nbukmkanmrﬂmtjmtdmhxwmaimm%dmﬁm
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitisn dengan pendekatan kualitatif
ini dilaksanakan di wilayah Eabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi Kalimaotan
Barat, yaitn wilayah operasional Bank BRI di bawah koordinasi BRI Cabang Sintang,
Pengumpulan data dun informasi dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu antara
bulan. september 2012 /d maret 2013 melalui teknik observasi, wawancara dan studi
dokumen. [strumen penelitizn adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalni
sumber yang beragam termasuk dokumen, arsip, intervin, dan obsérvasi Subyek
penclitian adalah karvawan dan nasabsh BRI Unit dan Teras BRI di Wilayah Kantor
Cabang Sintang. Wilaysh penelitian adalah Kabupaien Sintamg dan Kabupaten
Melawi Kalimantan Barat. Pengumpulan data dan infotmaci difokuskan pada isu
tentang. implementasi UU No 13/27/PB12011, yeitn kebijakan tenteng pembulaen
KamorBRIUmtdanTmsBRIdiwﬂayahKabupatanmmngdeabupam

: balrwa implementasi keblsakan
pembukamBRIUnﬁéanTemsBRId;wﬂayahKahupatenSmmgdan
Kabupaten Melawi di landesi UU Nomor-7 Tahun 1992, Faktor sarana komunikasi,
sumber days manusia dan sumber dsyapmhrhmg(wdmmm:ﬁd&mh},
disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi, kapabilitas sumber daya dan organisasi
menjadi isu dominan terkaif “perluasan operasional bank. Secara spesifik hasil
observasi menunjukkan bdhwva-informasi temtang pembukaan Kantor BRI Unit dan
Teras BRI masih belwn tepst sasaraan akibat sistim penyampaian informasi yang
masih menggunakan caravCara tradisional, belum tersedianys sumber deya manusia
yang profesional .di, wilayah baru, serte masih sederhananya sarana dan prasarana
yangmedmdxmhyahpcmhﬁm(ﬁabupathMdmhbumMchm}.

igiputicsn babwa dalam upaye unfisk memesnld kebutuban masyarakat
akanpclayannn;mperbankanwdaammpmangkatnndang-&mdmgwmmg
pelayanan perbankan untuk wilayah terpencil telah tersedis, tetapi dukungan
komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana masih relatif belum memadaj,
struktur birokrasi yang belum scpenuhnya dijalankan dan kapabilitas sumber daya
manusia dan organisasi yang masih pertu ditingkatkan.
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BAB . TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Hakikat Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu clemen datarm kebijakan pabtik adalah implementasi kebijakan
yang merupakan aspek yang sangat panting dari keseluruhan: proses kebijakan.
Wahab {2002:59) miengemukakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan
tersimpan dalam arsip-apabila tidak diimple ikan: Meskioun imol .
kebijaksanaan §tu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini saja

Menurut Nugroho (2004:158), implementasi kebijakant pads prinsipnya
adalah cara: agar sebush kebijakan dapat mencapai tujunannya: (tidak lebibh dan
tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2084:158) mengemukakan bahwa
perencanasn stay- scbuah- kebijaken yang baik/dkan berperan menentukan hasil
yang baik. Konsep (yang didukung data dasf informasi masa depan} kontribusinya
mencapai proporsi sekitar 60 persén terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan:
proporsi sekitar 40 persen-terhadap impiementasi yang haros konsisten dengan
konsep.

Memurut; Hartono (2002 14), implementasi kebijakan diartikan sebagai
penyedisan-sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan
dampal’ ferhadap sesvatu. Hal ini sesnai dengan pendapat Friedrich (dalam
Wahab 2002:21) bahwa implementasi kebijakan merupakan "sustu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang divsulkar oleh sesorang, kelompok, atau pemerintah

10
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datam lingkungan tertentu; schubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertenty  seraya mepcari  peluang-peluang untuk mencapai  tujuan  atay
mewujudkan sasaran yang diinginkan”,

Kebanyakan pembusat kebijakan sering beranggapan . bahwa  setelah
kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan it
akan dapat dilsksanskan den basilnya akan mendekati- seperti yang diharapkan.
Memmut Islamy (2001; 26-27) sifat kebijakan i#u kompleks dan saling
tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat Self-execating,
yaitu setelash  diromusken kebijakan ite  denpan  sendirinya  dapat

tasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat non sel-fexecuting

artinya kebijalean negara periu disosialisesikan sehingga dapat- diwujudian dan:
dilaksanakan oleh berbagai pihak schingga mempunyai dampak yang diharapkan.
Implementasi kebijakan puoblik merapakan salahsatu aktivitas dari
kegiatan yang dilakukan oleh unifamit administratif ataw unit-unit birokratik pada

W:mmmmmmwmmmmm
proses kebtjakan publik, Frank irl (dafam Tachian, 2006: 63).

hubungan antara keébijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan
(policy outcome). Untuk ini perla diciptakan suatu sistem yang dibarapkan
menterjemahkan tujuan kebijakan yang luas tersebut ke dalam program-program
kegiatan' yang mengarah pada fercapainya tujuan kebijaksanasn. Dengan
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demikian unfuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam
program yang kemudian dikembangkan menjadi proyek-proyck yang harus
dilaksanakan.

Dalam implementasi sebuah kebijakan sering ditemukan implementasi.
kebijakan tersebut tidak berjalan efektif, menurat Edward 1 (dalem Winamo,
kebijakan. Faktor-faktor: atau- variabel-variabel tersebut adalah: komunikast;
dan organisasi,

informasi- dari si pengirim kepada si peperima informast. Informast yang
diterima: oleh si penerima diharapkan samma demgan Anformasi. yang
disampatkan. Faktor ‘komunikasi (communications);, dimana komunikasi
-merupakan salah satu -variabel yang mencptuliin efektivitas implementasi
kebijakan atau  program. Kommmikssi © merapakan  sarana  uniuk
menycbarluaskan (iransmisi) informast, baik dart atas ke bawah  maupun
dari bawah ke atas. Untuk menghindari  terjadinys distorsi informasi yang
‘disampaikan stacan kepada bawshan, perlu adanya ketepatan wekiu
pentyampaian- inforfmasi,/ ist informast yang disampailan &ams jelas, dan
memertukan, “\ketelitian dan  konsistensi - dalam penyampaian pesan
Keberhasilan wnplementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di
wilayah Kantor Cabang Sintang, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi olch
pendistribusian  pesan-pesan kepada - seluruh masyarakat (sosializasi) yang
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Jjuga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah dipshami olch
masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus konsisten atau
sama dari waktu-ke waktu atan diantara para implementor. Proses informasi
aturan/keputusan-keputusan yang dibuat serta upaya untuk mempengaruhi dan

b. Faktor sumber daya {resonrrey), merapakan: faktor yang berpengaruh secara:
pun telzh dircmuskan secara baik, didokung oleh perangkat hukum atza
-peraturan ‘yang kust, pamun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber
daya yang memadai, baik berupa dama, perslatan, teknologi, sarums dan
prasarana - lainnys: termasuk sumber daya manusia akin salit untuk
dilaksanakan. Sesmai pendapat Winamo (2002 :132) perintah-perintah
 implementasi mungkin diteruskan secara cermat! jclss dan konsisten, tetapi
jika para pelaksana kekurangan sumberssuinber yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

c. Faktor disposisi atay sikap ficlaksana, merupakan faktor yang mempunyai
konsekuensi penting bagi impiementasi kebijakan. Dalam proses impiementasi
kebijakan perlu dukungan pelaksana. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik
terhadap sunptu/kebijaksanaan tertentu, kemungkinan: besar pelaksana akan
melaksanakan Sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan
awal.\Tetapi bila tingkah laku stau perspektif pars pelaksana berbeda dengan
para pembuat keputusan, proses pelaksanaan suatu kebijakan akan semakin
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sulit. Menurut Edward yang dimaksud dengan sikap pelaksana adalah
kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan,

d. Faktor struktur birokrasi; yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
Edward {(dalem Winarao, 2002:151), Stendar Operating Procedwr (SOP) dan
merupakan tanggapan internal terhadap waktu yang- terbatas dan sumber--
sedangkan frakmentasi merupakan tekanan-tekanan dari luar.

. -Kapabilitas sumber .daya manusia dan organisasi, terdapat pads semua

isasi baik isesi lembaga. publile maupus ;
bisnis. Memiliki. ciri-ciri organisasi yang sama yaite sasta benink kerja sama .
mamisia untuk mencapai tujuan tertentu. Terdiri atas tnsur-msur individu,
kelompok dan struktur organisasi, vang berbeda Hanvd pada tujuan organisasi
yang ingin- dicapai. Deri unsur menugisnys baik pimpinan, staf pekerja,
semuanya diperiukan  persyaratan adanya kemampuan kerja  (abilities,
capabilities, skills) untuk kifietja-(performance) bidang-bidang tugas yang
dilatarbelakangi oich mintmnya kemampuan sember daya manusia yang
terlibat didalamivya, baik aspek manajerial maupun pada aspek operasional.
Tuntutan upayd peningkatan kemampuan sumber daya manusia sangat mutfak
tingkat efisienst dan efektifitas yang tinggi scbagai wahana untuk mencapai
berbagai tujuan yang ingin dicapai. Meourut Stephen P Robbins ~Timothy
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AJudge ( 2008: 57-61), kemampuan keseluruhan seorang individu pada
dasamya terdiri atas dus kelompok yaitu faktor inteiekiual dan faktor fisik.
Kemampuan intelektual (intellectual ability) adaish kemampuan yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berpikir, menalar dan-
memecahkan masalah. Kemampuan fisik (physichal abilities) adslah
kemampuan -melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan,
kekuatan, dan karakteristik serapa. Hubungan individu dan tempat kerja dapat
yang .dibutubkan untuk melakukan pekerjoan dengan memadai bergantung
pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan tersebut

Struktur orgsnisasi. yang bertugns mengimplementasiin  kebijakon

memiliki peagaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Gambar 2.1. Teori Implementasi Kebijakan Mepurst Edward HI

Komunikasi «

F O ¥
[—¢ Sutabér Pays

L .

Implendentasi I

bi i
Sturktur Birokrasl ¢« 4

Sumber : Subarsono (2005:91)
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Mencermati beberapa teori implementasi kebijakan, ada beberapa faktor
dominan yang mempengaruhi suatn implementasi kebijakan. Faktor-fakior
tersebut dapat dilihat dalam matriks taksonomi berikut ini :

Gambar 2.2, Taksonomi Teori Implementasi Kebijakan

George C.
Edward I

Merilee S-Grindle

Van Meter &
Van Horn

Komunikasi

Isi Kebijakan :

- Kepentingan Kelompok
Sasaran

Tipe Manfaat

- Derajat Perubahan yang
Diinginkan

Letak

Keputusan

- Pelaksana Program
Sumber Daya

Program |

Komunikasi antar |
Organisasi dan
Penguatan Aktifitas

‘Sumber Daya

Disposisi

Struktur Organisasi

Swmbeer's Olshar pereliti

Dari pemaparan pada gambar 2.2, dapat dilibat bahwa Teori George C.
Edward Il lebih menckankan pada aspek kelembagaan, artinya kesuksesan

program tergantung dari lembaga tersebut, baik lembaga pemerinteh maupun
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lembaga penyelenggara program, seperti personil dan kepemimpinannya serta
begaimana srakeholder menyiapksn sumberdaya pendukung termasuk sumber
daya menusia (menan resources). Pada Teori Grindle lebih memfokuskan pada
sisi manajemen, artinya fujuan yang realistis harus mampu dicapai. Pada Teori
Van Meter dan Van Homn sendiri fokusnya lebih kompleks, artinya teori ini
memfokuskan baik pada lembaga (organisasi) maupun mansjemennys dan
disebut sebagai mode! proses implementasi.

Dalam penelitian ini penulis cenderung mengacu pada teori implementasi
dari George C. Edward IH karena tujuan dari penelitian ini adaish mengkaji
implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sintang
dalam membuka kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang
Sintang dengan fokus kepada variabel komunikasi, sumber dayz, disposisi/ sikap
dan struktur birokrasi. Berdasarkan perbandingkan ketiga teori diatas maka dapat
difashami bahwa Teori George C. Edward Il Jebih séderhana dibandingkan Teori
Van Meter dan Van Hom.
bermacam-macam ukuran. Canibsll-dzn Steer dalam Sumaryadi (2005 : 10)
mengatskan "wkuran efektivitas' adalah kualitas, efisiensi, perturnbuhan,
pemanfaatan lingkurigan,inotivasi, kepuasan, dan penilaian oleh pihak luar':
Sedangkan Gibson {dalam Sumaryadi 2005:15) mengatskan "Ukuras atan
manakals suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana,
namus mengingat kondisi eksternal temyata tidsk menguntungkan {misalnya
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tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kckuasaan, bencana alam dan sebagainya)
kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir
yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko entuk gagal itu
discbabkan oleh beberapa fakior antara lain : pelaksanaannya jelek (bad
execution), kebijakannya sendiri jelck (bad policy) steu kebijakan ity memang
bernasib jelek (bad luck).

Berdasarkan sudut pandang pelaksana program/kebijakan di lapangan
maka kajian implementasi akan terfokus pada tindakan atan perilaku
instansi/pelaksana kebijakan di lapangen dalam upayenys untuk menanggulangi
masalah yang mimgmmmmwmmmm
kebijakan. Implementasi dapat juga dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran:
(target group), pemahaman yang mendalam terhadep persepsi kKelompok sasaran
sangat penting artinya bagi policy mokers dan implementators, karena
pemahaman semacam itn akan memungkinkan ivercka untuk mengantisipasi
umpan balik yang akan dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan dan perbaikan
setiap program kebijakan.

Sedangkan menurat Nawawi (2005 : 445), sumber kegagalan yang lain
pada umumnya terletak pada sumber daya material dan finansial. Demikian juga
tidak tersedianya ataw, tidak cukup tersedia sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas, atad sumber daya informasi yang terlalu sedikit dan tidak texsedianya
teknologiyang diperiukan untok melaksanakan tugas pokoknya secara produktif.

Program yang memiliki tujuan yang sangat baik, dilengkapi dengan
fasilitas sarana dan prasarana yang canggih, akan tetapi tanpa sumber daya

manusia yang baik maka kemungkinan besar sulit mencapai. tujuan yang telah
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ditetapkan. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber
pada poiensi manusia yang ada dalam organsasi, dan merupakan modal dasar
organisasi untuk melakukan aktifitas dalam mencapai tujuan. Pada prinsipnya
sumber daya manusia adalab saty-satunya sumber daya yang sangat menentukan
organisasi (Ambar 2009 :11).

Sumber dayas manusia sangat diperlukan sekali kcheradasnnya di dalam
organisasi, jika menginginkan organisasi tersebut dapat bersaing dengan
organisasi-organisasi lain, bahkan agar tetap eksis. Hanya dengan melalui.
tindakan sumber daya manusia organisasi dapat meningkatkan nilainya di masa-
masa mendatang. Karena sumber daya manusia faktor sentral yang mampu
mengolah faktor-faktor produksi- dari bahan mentah menjadi produk dalam proses
sampai. menjadi produk jadi. Sumber daya manusia adalah penggerak roda
organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tmjuan serts sasaran yang telah
ditetapkan organisasi.

Sesoai pendapat Winamo (2002 1132) ‘perintah-perintah- implementasi
mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan Konsisten, tetapi jika para pelaksana
kekuramgan sember-sumber yang, diperinkan nnotuk melaksanakan kebijakan,
maka implementasi cenderung tidak efektif. Begitu juga dalam impelementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang delam-
membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang .
Sember daya menausia dipahami sebagai keknatan dan merupakan modal dasar

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut salah satunya ditentukan
oleh sumber daya manusia (human resowrces) yang berkualitas.. )i dalam
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organisasi, manusia selain sumber days sckaligus juga berperan scbagai
pelaksana dari berbagai aktifitas yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Dalam
perannya sebagai pelaksana inilah sumber daya manusia memiliki kontribusi
yang sangat besar bagi perkembangan organisasi yang bersangkutan. Tidak ada
satupun fungsi dalam organisasi yang dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya
dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Dari pengertian tentang kebijakan publik terscbut distas maka dapat
yang hendak dicapai. Begitu pula kebijakan yang dibuat oleh pemerimah dalam
ikan kebijakan bidang perbankan di Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Melawi melalui implementasi kebijakan pembukaan Kantor BRI Unit
dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang yang mérvpakan amanat
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tabun 1992 tenting perbankan.

2, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitaskebijakan

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas
implementasi kebijekan dan program. Komunikasi merupakan sarana unfuk
menyebaﬁaaskaninﬁnmasi,baikdmiamskemah maupun dari bawsh ke
atas. Menwrut Edward I(1980:39-118), untuk  menghindari terjadinya distorsi
informasi yang disampaikan atasan kepada bawaban, perlu adanya ketcpatan
waktu penyamipaiar informasi, isi informasi yang disampatkan harus jelas, dan
memeriukan ketelition dan konsistensi dalam penyampaian pesan.

Efektivitas suatu kebijakan terhadap pelaksanaan suaty program menurut
Mazmainan dan Sabatier (Wahab, 1997:81-108), dapat dianslisa dari aspek-
aspek berikut: a). Keluaran kebijakan implementor yaitu uniuk menguatkan
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kejelasan dan ketegasan tujuan kebijakan, b). Kepatuhan forger group dan
masyarakat sasaran ferhadap kebijakan, yakni diterimanya dan tidak adanya
penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat
sasaran, ¢). Dampak nyaia kebijaken, yakni dampek dan  konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan.

Dampsk keluaran kebijakan, yakni persepsi dan pandangesn masyarakat
sasaran bshwa: (1) dampak sejalan dengan tujuan kebijakan, (2) keberadaan
kebijakan publik sebagai alat yang:sah dan (3) tidek mempermasaiahka
dan validitas data yang menyangkut dampak tersebut. Lebih lanjut menurut
Nugroho (2003:179) bahwa efektivitas implementasi kebijakan mengandung
‘prinsip 4 (cmpat) tepat yaitu : (a) apakah kebijakan sendiri sudah tepat (b)
apakah tepat pelaksanaannya () apakah tepat sasarannya (U) apaksh tepat
lingkangannya. Dengan demikian dapat dikataken bahwa efektivitas suatu

implementasi program dan kebijakan sangat ditesitukan oleh pelaku birokrasi
pelaksanaannya dan perilaku akan dipengarahi olel lingkungan dimana kebijakan
itu dilaksanakan.

Menurut Ripley dan Frenklin(dalam Winarno, 2002:14) ada 3 (tiga) cara
kebijakan yaitu: (2) keberhasilan suaty implementasi kebijakan dapat diuker
dengan tingkat' kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokmasi di
atasnys, {b) keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan lancamya

rutinitas © fungsi dan fidak adanya masalah-masalah yang dihadapi, dan (c)
keberhasilan implementasi kebijakan mengacu pada implementasi dap dampak

kebijakan yang dihendaki dari sasaran-sasaran program yang ada.
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Pendapat di atas mempertihatkan bahwa efektifas suatu kebijakan yang
dibuat, dapat dilihat dari pencrapannya dalam masyarakat Semakin banyak
pelanggaran atas kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif
berlakunya- di- masyarakat, sehingga diperiukan tindakan sosialisasi terlebih
dahulu atas kebijakan tersebut. Ini diperkuat oleh Winamo (2002:155) yang
-mengatakan -bshwa faktor yang -mempengaruhi efektifitas kebijakan adalah
komunikasi (communications), sumber daya (resources), disposisi (dispotition)
dan struktor birokrasi.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas
menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawsh maupun dari bawah ke
atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disompaikan stasan
kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktn peniyampaian informasi, isi
konsistensi dalam penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi kebijakan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero} Thk, Cabang Sintang dalam membuka kantor
BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang, sckurang-kurangnya
akan dipengaruhi oleh pendistribusian pesap-pesan kepada selurub masyarakat
dan sosialisasi yang, )juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah
konsisten dan Sera dari waktu-ke waktu dan diantara para implementor.

Bumber daya (resources), merupakan faktor yang memegang penting
dalanmi implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif

bila mana sumber-sumber yang dibutshkan tidak memadai dan tidak relevan.
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Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah (a) staf yang relatif cukup
jumishnya dan mempunyai keshlian dan ketrampilan untuk melaksanakan
kebijaksanaan, (b) informasi yang memadai dan relevan untuk keperluan
implementasi, (¢} sadanva dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan
implementasi kebijakan, dan (d) adenya wewenang yang dimiliki oleh
implementor untuk melaksanekan program kebijakan publik.

Disposisi dan sikap (dispotition), dalam hal ini yang terpenting adalah
sikap- mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan:
Artinya, para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalems rangka
melaksanakan kebijakan, justra sangat tergantung sejash mana wewenang yang
ads padanya. Sikap implementor melibatkan tiga faktor yang saling terkait, yaitu:
efek sikap, staf  birokrasi, dan insentif. Pada dasamnyn. - sikap  seorang
implementor kebijakan dan program sangat dipengarubi oleh pandangannya
mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebifakan terhadap organisasi dan
kepentingan anggofa-anggotanya. Sehubingan' dengan itn, suatu kebijakan
dimmmuskan hendaknya dimanipulasi sedemsikan ripa sehingga sesuai dengan
lingkungan kerja implementor Dan” sekaligus sejauh mungkin meredusir
kelcluasaannya untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan keluaran
kebijakan yang ingin dicapai (Edward HI, 1980:89-118).

Dalam ‘struktue birokrasi, suate kebijakan seringkali melibatkan beberapa
lembaga ‘dan organisasi. Koordiansi yang efektif sangat diperlukan sehingga
implementasi suatu kebijakan akan berhasil dengan baik. Ketergantungan
terhadap struktur birokrasi dapat juga menyebabkan terjadinya kendala dan
bahlon kegagalan. Dalam bal ini, frapmentasi dan perpecaban- organisasi dapat
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menghalangi terciptanya koordinasi yang dibutohkan untuk keberhasilan
itasi suatu kebijakan yang kompieks yang membutuhkan kerjasama dari
sejumlah orang dan lembaga. Sementara prosedur tetap (standard operating

procedhres) yang didesain untuk suatu kebijakan yang sedang berjalan boleh jadi
tidak tepat bagi kebijakan yang sama sekali baru dan menjadi rintangan yang
tidak diinginkan. Karena itu, stender prosedur-tetap (protap) dinilai lebih sebagsi
kendala dari pada sebagai penunjang suatu implementasi (Edward 111, 1980:11).
Kantor Cabang yang membawahi BRI unit keria merupakan wunit
pelayanan bank terdepan yang langsung berhubumgan dengan para nasabah. Oleh
karena itu -berkembangnye unit BRI yang profitabel akan sangat -membantu
penghasilan operasional bank. Untuk meningkatkan jaringan pelayanan kepada
nasabah, bank harus memperbanyak pelayanan umit kerja yang clayani nasabah
secara langsung. yaitu seperi Kantor BRI Unit.dan Teras BRI. Dalam
‘mendirikan BRI Unit dan Teras BRI harus melihat berbagai segi <an aspek
sehingga pendirian tersebut memenuhi kelayakan pada umunya yaitu: (1) mampu
hidup dan berkembang, (2) mampu menvtup biaya yang dikeluarkan bahkan
memberikan kenntungan ysngowajar, dan (3) bermanfaat bagi masyarakat dan
mmmmkm randano-undanoan

3. Landasan Hakom pembukaan BRI Unit dan Teras BRI

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7
tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubsh
menjadi perscroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan
Pemerintah Republik Indopesia. Pada tshun 2003, Pemerintzh Indonesia
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memutuskan untuk menjual 30% ssham bank ini, schingga menjadi perusahaan
publik dengan nama resmi Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Terbuka, yang masih digunakan sampai dengan sdat ini.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. mendukung kesinambungan
dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam memenuhi kebutuhan
Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang, mengadakan penyesnaian agar mampu
menampung tuntutan pengembangan jusa perbankan dengan memperiuas jaringan
kerja dengan cara membuka kantor BRI Unit dan Teras BRL

Sejek dinndangkannys Undang-undang 7 tahun 1992 bank pemerintah
termasuk BRI mulai mempersiapkan diri guna menyesnaikan bentuk hukumnys
menjadi perusahsan yang berstatus PT ( Persero). Dengan Peraiuran Pemerintah
Nomor 21 tahun 1992 tangga! 29 April 1992 tentang Penyesvaian Badan Hukum
Bank Rakyat Indonesia, secara resmi BRI telah bérubah statusnya menjadi PT
{Persero). Memasuki era persero komitmén, BRY tetap konsisten yaitu scbhagai
Bark Umum yang berperan aktif dalamt pembangunan nasional dengan
menyediakan jasa perbankan bagi selurih lapisan masyarakat melalui pelayanan
mengutamakan vsaha kecil dan menengah, tanpa melupakan usaha berskala besar

Menyaaari dalam pengembangan usahanya BRI akan menghadapi
kendala, ‘maka untuk itu BRIl menetapkan strategi baru di bidang usaha untuk
memperkokoh ketahanan bank dalam jangka panjang ( long term survival).
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Sehingga BRI dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ada yang kesemuanya itu
tercantum dalam corporate pion bank BRI

Bank BRI memiliki jaringan online terluas dan terscbar discluruh
Indonesia, memiliki lebih dari 35 juta nasabah, dan menawarkan produk dan
layanan perbankan yang lengkap dan berkualitas. Dengan pengalaman lebih dari
melayani seluruh lapisan masyarakat Indonseiz

Bank BRI senantiasa meningkatkan kuslites dan kusntitas delivery
chanel balk konvensional maupun elektronik uniuk meningkatkan jangkauan
layanan. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan dan pembukaan jaringan
kerja unit beru, berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai pokok perusahaan.

Visi BRI adalah menjadi bank komersial terkenwika yang sclale
mengutamakan kepuasan nasabah. Misi BRI adalah (1) mélakukan kegiatan
perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro,
kecil dan menengah untuk memumjeng peningkatan ekonomi -masyarakat, (2)
memberikan pelayanan prima kepada nassbah melalui jaringan kerja yang

melaksanakan praktek good\corporate governance, dan {3) memberikan
kowntungan dan mapfast yeng optimad kepada pihek-pihak yang berkepentingan.
Budays kérjia BRI merupakan cerminan dari ciri perilaku pekerja BR1,
dalam menerapken nilai-nilm perusabaan yang menjadi landasan berpikir,
betindak, ‘serta berperilaku setiap insan bank BRI schingga menjadi budaya kerja

perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai-nilai pokok perusshsan tersebut
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tertuang pada Budaya kerja bank BRI adalah integritas, profesionalisine,
kepuasan nasabsh, keteladanan, penghargaan sumber days manusia.

Nilai-nilai budaya kerja bank BRI telah diimplementasikan oleh selurub
jajaran yang merupakan nilei-nilai untuk membangun kode etik bank BRI,
schingga dalam berpikir dan bertindak mempunyai acvan yang jelas dan terukur.
Pemenuhan nilai-nilai budaya kerja bank BRI sclanjutnya dapat -mengantarkan
bank BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Gmd Corporate Governance.
Bagan 2.1 %MWBMKW%MW Indonesia (Perserc)

Yisi BRI
Meniadi bank komersial terkemuka vang selalu mengutamakan kepuasan nasabah

!

Misi BRI
1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengen \macnguimmakan
pelayanan kepada ussha mikro, kecil dan menengab-uniik menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat,
2. Memberikan pelsyanan prima kepads nasslah ‘mélalui jaringan kerja
vang terschar luas dan didukung oleh-sumber daya manusia yang
profesional dengan  melaksanakan ©_pmakiek good corporate

governance,dan
3, Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak
yeng berkepentingan.
Budaya kerja BRI
1. Integritas
2. Profesionalisme
3. pasabah
4. Keteladanan
5. Penghargaan sumber daya manusia

Sumber: PE. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk, Cabang Sintang, 2013.

\Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 1992 tentang

Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan
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Perseroan (Persero) pada bab Il Pasal 2 maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan
{Persero) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk menyelenggarakan

usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-lnasnya.

Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBV2011 tentang perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia No.11/1/2009 tentang Bank Umum Pasal 34a. Sebagai
Bank Umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan
menyediakan jasa perbankan bagi selurub lapisan masyarakat melalui pelayanan
yang bermutu salsh satmya dengan memperiuas jaringan kerja dengan
melakukan pembukasn BRI Unit dan Teras BRI di daersh-daersh yang strategis
dan potensial bagi bank . Untuk pembukaan tersebut tidaklah dengan serta merta,
hal ini menyangkut pertimbangan apa saja schingga dilakukaniiya pembukaan
Kantor BRI Unit dan Teras BRI tersebut.

tetapi tentunya telah mendapatkar

Tabel 2.1. Sebaran Jaringan Kerja PT. Bank Rakyst JIndonesia (Persero) Tbk.

di Seluruh Indonesia dan Luar Nepeni
NO. UNIT KERJA JUMLAH
01 { Kantor Pusat BRI L]
(2 | Kantor Wilayah 12
03 | Kantor Inspeksi/SPI 12
04 | Kantor Cabang (Dalam Negeri ) 308
05 | Kantor Cabang Fembantu 145
06 | Kantor Cabang Khusus 1
07 | New York/Agency 1
08 | Caymand Islaid Agency 1
09 | KantorPerwakilan Hongkong 1
10 | Kentor Kas Bayar 40
11 {\Kaator Mobil Bank 6
12\ | Payment Point 193
13 | Kantor BRI Unit 3.705
14 | Pos Pelayanan Desa 357
15 | Teras BRI 1.807

Sumber: PT. Bank Rakyat Indopesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang, 2013.
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Dasar pertimbangan Pimpinan Cabang tersebut meliputi 3 hal yaitu: (a)
kemampuan dari Kantor BR1 Unit dan Teras BRI tersebut untuk berkembang, (b)
kemampuan menutup biaya yang dikeluarkan dan bahkan memberikan
keuntungan yang wajar dan (c) bermamfaat bagi masyarakat dan tidak
bertentangan dengan keputusan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui apakah suatu daerah telah memenuhi syarat unmtuk
pendirian sebuah unit kerja baru, perlu diadakan penelitian yang mendalam.
Syarat-syarat pendirian tersebut meliputi : Potensi ekonomi wilayah, analisis
persaingan, analisis peluang pasar, sarana dan prasarana, struktur organisasi,
sumber daya manusia, aspek keuangan, analisis kelayakan usaha.

Yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam ~membuka dan
memperluas BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Melawi adalah teori yang dikemukakan oieli George C. Edwards II1.
Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi‘abstrak dan sebuah pertanyaan
tentang apakah syarat agar implementasi\kebijakan dapat berhasil, menurut
George C. Edwards III ada empat.variabel dalam kebijakan publik yaitu
komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions dan
aititudes) dan struktur-birokrasi ( structure).

Ke empat faktor tersebut di atas harus dilaksanakan secara simultan
karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya
adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan, Dengan cara
membreakdown dan diturunkan melalui eksplanasi implementasi kedalam

komponen prinsip. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan merupakan
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suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor dan sub kategori dari
faktor-faktor mendasar yang harus diperhitungkan, sehingga dapat diketahui

pengarchnya terhadap implementasi.

Bagan 2.2. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Dalam Implementasi

KOMUNIKASI

4r t
SUMBER DAYA T~

11 IMPLEMENTASI

DISPOSISY SIKAP

1]

STRUKTUR BIROKRASI

Sumber: Edward Il (1980:148)

Edward Il mengajukan pendekatan’ masalah implementasi dengan
terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (1) faktor apa yang
mendukung keherhasifﬁn implemientasikebijakan? dan (2) faktor aspa yang
menghambat  keberhasilan\ implémentasi  kebijakan? Berdasarkan kedua
pertanyaan tersebut ditumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama
keberhasilan prose$ implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap
pelaksana dan stroktur birokrasi.
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B. Kerangks Berpikir

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur tentang
pendirian sebuah bank. Dengan Undang-Undang ini, maka setiap institusi
perbankan yang ingin membentuk lembaga kenangan perbankan wajib mengikuti
sturan ini. Setelah sekian lama scbuah bank beridri dan dibentuk, maka bank ini
pasti akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bank yang
bersangkutan pasti akan membuka dan mendirikan tempat-tempat pelayanan
perbankan di beberapa wilayah kerja bank fersebut,

' Untuk mengantisipasi perkembangan perbankan, mazka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1327/PB172011 tentang proses dan
prosedur pendirian dan pembukaan cabang-cabang dan unit-imit dari sebush
bank. Maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dajam membuka
dan memperluas BRI Unit dan teras BRI yang bare mengacu pada Peraturan
Bank Indomesia No. 13R27/PBI2011, dengin, tujuan meningkatkan,
mengoptimalkan dan mendekatkan kualita$ pelayanan perbankan kepada
masyarakat dan nasabah.

Adapun faktor-faktor yahg dapat mempengarohi implementasi kebijakan
PT. Baok Rakyst Indonesia (Persero) Tok. Cabang Sintang dalam membuka
Kantor BRI Unit dan Teras’ BRI adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya ,
faktor disposisi/sikap/dan faktor struktur birokrasi. Pembukaan Kantor BRI Unit
dan Teras"BRI sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Pimpinan
Wilaysh, Pimpinan Cabang dan Kepala Unit hanya melaksanakan sesuai dengan
undang-undang perbankan yang berlaku. Penclitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendckatan kualitatif, dengan alat untuk mengumpulkan data
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adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan

dianalisis secara kualitatif,
Proses kerangka berpikir dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagan 2.3. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

)

AR S A AU RSN NN AR AT ST ER R R YN N NN U NPT TR RN R R SRR TER AN RN

AERRSESTEERRBENE _ERR

—

Undang-Undang Perbankan
No 7 Tahun 1992

Peraturan Bank Indopesia
No. 1327/PBIN2OU

Faktor
Komunikas

Faktor
Sumber Daya Disposisi/Sikap

Fl \aktor

Struktur Biroktasi

Implementasi Kebijakan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Sintang Dalam Membuka
Kantor BRI Unit Dan Teras BRUDI
Wilaysh Kantor Cabaog Sinfang

-

:'u-wucanuuu-usgu*

OUTPUT :
Meningkatriva dan optimalnya
kualitas pelayanan oleh Persercan
Terbatas Bank Rakyat Indonesia
(Perseto) Terbuka Cabang Sintang
bagi masyarakat

C. Profil PT. Bazk Rakyat Indonesia (Persera) Thk. Kantor Cabang

.

Sintang

Sumber Daya Alam

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat

dan diantara 105° Lintang Utara, serta 121° Lintang Selatan dan 110 50° Bujur
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Timur serta 113 20° Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten
Sintang adalzh sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan
Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur,
sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah, scbelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Sanggau.

Gambar 2.3 Peta Wilayah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintsng

Sumber: Data Publikasi Provinsi Kaiimantén Barat, 2012,

Faktor geografis mencakup antafa lain aspek keadaan alam dan sumber
daya alam (SDA) jelas merupakan faktor yang menunjang perbankan baik secara
langsung manpun tidak langsing. Keadaan geografis yang tidak menguntungkan
antara lain keadaan perfukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil.
Keadsan seperti int\merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan
perbankan.

Kabupaten Sintang dengan lsas 22392 Km2 , memiliki sumber daya
alam {S1DA) yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan
jasa perbankan dalam mengelola sumber daya alam tersebut. Sumnber daya alam
sektor perkebunan rakyat terdiri dari jenis komoditi karet, kelapa sawit dan lain-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41603
34

lain, luas areal keseluruhan 117346 hektar. Sumber daya alam sektor
pertambangan sebagian besar adalah pertambangan tradisional, dan sumber daya
alam hutan (BPS Kabupaten Sintang, 2011). Kabupaten Melawi dengan luas
10.644 km2, memiliki sumber daya alam sektor perkebunan rakyat terdiri dari
perkebunan karet, kelapa sewit dan lain-lain (BPS Kabupaten Melawi, 2012).
besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, dimana Sungai Kapuas melewati
daerah Sepauk, Tempunak, Sintang, Ketungau, sedangkan Sungai Melawi
melewati kota Sintang, Dedai sampai Ambalau ke propinsi Kalimantan Timur, Di
Kabupaten Sintang terdapat berbagai SDA, diantaranya yang menjadikan andalan
adalah (a) SDA pada sektor perkebunan rakyat dengan berbagai jenis komoditi
karet, kelapa sawit, dan lain-lain dengan luas areal keseluruhan adalah 117346,
16 hektar, (b) SDA pada bahan tambang yang schagian’ besar dengan cara
tambang tradisional, {c) SDA hutan. (BPS Kabupater Sintang, 2012).

SDA berupa pertanian sawsh, padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan
buah-buahan belum dapat menjadi andalan, Rencana tata ruang di Kabupaten
Sintang yang berwawasan ramah, lingkengan hidup dan pemanfaatan SDA,
sumber daya manusia {SDM) dan sumber daya buatan dapat dilakukan secara
tepat guna, berdays gundserta berhasil guna secara berkelanjutan. (BPS
Kabupaten Sintang, 2012).

Kabupaten Meiawi terletak di bagian Timur Propinsi Kalimantan Barat
di mana, posisinya terletak pada 0°67 - 1°21' Lintang Selatan serta 111°07" -
112°27 Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Melawi
adalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Tempunak, Sei.Tebelian dan
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2. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sintang
mulai beroperasi pada tahun 1980, dengan alamat jalan Adusucipto No.1 Sintang,
Pemimpin cabang yang pertama Bapak Sofia Susanto. Peresmian gedung Kantor
Bank Rakyat Indonesia Cabang Sintang dilakukan pada tanggal 12 Juli 1980 oleh
Guberayr Kalimantan Bamst pada saat itu Bapak Soedjiman, Setelah beroperasi
kurang lebil tiga belas tahun, pada tahun 1993 dilakukan pembangurmm kantor
baru pada lokasi yang sama. Peresmian bersama kantor baru di lakukan pada
tangpal 20 juni 1993 di Manado oleh Direktur Utstma Bank Rekyst Indonesia
Bapak Iwan R. Prawiranata. Pada hari yang sama dilakukan syukuran di BRI
Cabang Sintang atas nrofai digunakar kantor baro. Permbukaan BRI Unit bara
Sintang Kota, yang berdokasi di Pasar Sungai Durian, di toka pada tahun 1982,
dan merupakan BRI Unit Pertama vang dibuka di Ksbupaten Sintang. Perluasan
dengan pembukaan unit kerja barn dilakuka® Jagi dengan nama BRI Unit Nanga
Pinoh yang dibuka pada tabun 1986, merupakan BRI Unit pertama yang dibuka
di Kabupaten Melawi. Sampai detigan-Tahun 2012, Kantor Cabang BRI Sintang,
yang melayani untuk 2 {dua) kaebupaten yaitu : Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Melawi, tétdiri-dan : 1 {satu) Kantor Cabang, 2 (dua) Kantor Cabang
Pembantu, 9 (Sembilan) Eantor BRI Unit, 2 (dua) Teras BRI dan | (satn) Teras
Keliling BRI, Sampai dengan tshun 2012 semua unit kerja di BRI Cabang
Sintang lelph terhubung sccara onlipe keseluruh unit kerja vang ada di selursh

Indonesia dan luar negeri. Dalam tahun 2013 iclah direncanakan untuk membuka
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unit kerja: baru- yang- terdiri- dari : 1 { satn) BRI Unit Nanga Mav darr T {satu)
Teras BR1 Pasar Seroja di Kabupaten Sintang

Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia tidak terlepas dari adanya
beberapa kali pergantian. nama. sebelum: menjadi Bank Rakyat Indongsia. itu
sendiri. Sejarah tersebut dimulai ketika pada tanggal 16 desember 1895, Raden
Wirisatmadja dan kawan-kawan mendirikan “De Poerwokeriosche Hulp-en
Spaarbank der Inlandsche Hoofden” (Bank Penolong dan Tabungan bagi
Priyayi Poerwokerto) dan. disingkat menjadi “Bank Priyayi Poerwokerto®,
dengan akta otentik yang dibuat oleh E. Sicburgh Asisten Residen. Kemudian
whun 1896, W.P.D de Wolff van Westerrode Asisten Poerwokerto yang
menggantikan E. Sieburgh bersama Al. Schifi mendirikan “De Peerwokerfosche
Hulp-en Spoarbank de Inlandsche Hoofden ( PT. Bank Rakvat Indonesia
(Persero) Thk, 2011:4)

Pada tahun 1898, dengan bantuan dari pemerintah Hindia Belanda,
didirikaniah Volksbanken dan Bank Rakyaf. Daersh kerjanya meliputi wilaya-h
administrasi Kabupaten dan Afdeling, sehibgga kemundian Volksbanken disebut
pula sebagai Afdelingbank. Ternyats Volkshanken mengalami kesulitan saat itu,
sehingga perperintzh Hindia Belands turut campur tangan dengan mendirikan
Dienst der Volkscredieiwesérn (Dinas Perkreditan Rakyat) pada tahun 1904 yvang
membantu  Volkebonkén sacara materiil maupun inmateriil dengan tambahan
modal bimbingar, pembinaan dan pengawasan (PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tok, 201 1:4).

Pada tahun 1912, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga
berbadan hukoam dengan nama Centrale Kas yang berfimgsi sebagai Bank Sentral
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bagt Volksheorken termasuk juga Bank Desa. Scbagai akibat resest dunia pada
tahun 1929-1932, banyak Folksbanken yang tidak dapat berjalan dengan baik.
Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1934 didirikan Algemeene
Volkscredietbank (AVB} yang berstatus. Badan Hukum Erops. Modal pertama
berasal dari hasil likuidasi Cemrale Kas ditambsh dengan kekayaan bersih dari
Volksharken (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk, 2011:4).

Pada zaman pendudukan Jepang AVB di Pulau Jawa diganti namanyn
menjadi Syeomin Ginke (Bank Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39
tanggal 3 Oktober 1942. Setelah Proklemasi Kemerdekaan R1 tanggal 17 Agustus
1945, dengan Peraturan Pemerintsh Nomor ! Tahun 1946, maka ditetapkan
berdirinya Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pemerintah yang semula
berturut-turut bernama dlgemeene Volkseredietbank (AVB) dav Sycomin Ginko.
Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik- Indonesia Serikat
dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Negara Rl dijadikan Negara
Kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscredietbank baru dibubarkan pada tanggal
29 Agustus 1951 berdasarkankan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 (PT.
Bank Rskyat Indonesia (Persero) Thk,-2011:5).

Sdﬁnim?mn?mer&mhﬁmimlwdjmm
dengan Peraturan Pemerinish Nomor 25 tabun 1951 tanggal 20 April 1951
dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada Undang-
Undang \Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaran
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Negara nomor 128-1 560 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang
disingkat dengan BKTN.

Dalam Bank itu seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan:

a. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU Nomor 42 tahup 1960 tanggal
26 Oktober 1960.

b. Perseroan Terbatas Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 tshun
1960 tanggal 26 Okiober 1960.

¢. Nederlondsche Hondel Mij (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 261206/BUM 11 tanggal 30 November 1960
diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Namun sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua
Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres Nomor 8
tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 disatukan dengan-Bank Indonesia, scbagai suatu
langkah kebijakasanaan Pemerintah menuju‘pembentukan Bank Tunggal. BKTN
diintergrasikan pula ke datam Bank. Indodesia dengan nama Bank Indonesia
Urusan Koperasi, Tani dan Nelayaii ‘berdasarkan Penpres Nomor 9 tahun
1965 dan Surat Menteri Bank Sentral Nomor 42 tabun 1965 dan Nomor 47 tahun
1965.

Ketika (Pepres tersebut baru berjalan satu bulan, kelnarlah Penpres
Nomor 17tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank
Negara indonesia, dan Bank Indonesia Urnusan Koperasi, Tani dan Nelayan (ex.
BKTN) diintergrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 1I. Pada

akhimya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 8. 67-DIR/12/1982
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tanggat 2 Desember 1982 Direksi Bank Indonesia menetapkan, batwa Hark Jadi -
. Bank Rakynt indonesia adainh tanggal 16 Desember 1895,

PT. Bank Rakyt Indomesis  (Perserc) Tok: Kantor Cabang Sintang
bentuk. organisasinys adaloh fungsional dan staff, jeniang kasier pars anggota

orgmisesi ik teriket padn fingkst pragker dn jsbetan Struktural yang

> &

Tabe! 2.2. Dafinr Nama-Nema Pemimpin BRI Cabaing Siatang

1. } Sofia Susanto Tahun 19805983
2. | Endang Socbarna F Fabun 19831988
3. | Mustanna Nawi Tabun 1988-1991
4.11]. Suramto Talamn 1991-1994
3. ' Wehyuti Maharsi 1 Tehon 1904-1997
6. | Bonor Sinaga Talnm 1997-1999
7. | Sugiharto Talun 1999-2002
&. | Farid Hanafi Tahun 2002-2005
9. | Hendra widjanarko Tahun 2005-2005
10, | Budi Tri Nugroho Tahun 2005-2008
11. | Nurchelis | Tahun 2008-2010
12. | Cendria TJ. Tasdik Tahun 2010-2012.
13, ; Wahyu Widyotoma Tahem 2012-2013
14. | Aristo Hanali Tahun 2013-

Sumber: PT. Bank Rakyat Jadoncsia (Persero} Thk. Cabang Sintang, 2013,

Reneans kégiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)} Thk. Kantor
1. Implementssi Teknologi Informasi. Bank BRI mengerti benar pengaruh
teknologi informasi terhadap bisnis dan pelanggan dalam ora inforesusi yang
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syarat -dengan perubshan yang cepat. Oleh karena itu, BRI bertekad
yang up to duate. Semua it direncanakan secara hati-hati dan matang melalui
FF-Flan BRY.
2. Melaksanakan manajemen SDM ‘berbasis kompetensi datam hat penietapan
3. Dalass memenohi fimtatan nasabah, menjamin fleksibilitas pelayanan nasabah
mesigembangkan e-Outlet berupa Anjungan Tanai Mandiri (ATM), Phone
Barking, Point Of Sales, Internet Banking dan Mobile Banking.

Fabet 2.3. Daftar Rencana Pembukaan BRI Unit dan Teras BRI DI Wilayah

Kantor Cabang Sintang Tabun 2013
1. | BRIUnit Nanga Man Kecamatan Nanga Mau
2. Teras BRI Seroja BRI Unit Pasar Inpres | Pasar Impres Sintang

Sumber: PT. Bank Rakyat mm}m Cabang Sintang, 2012.

Tabel 2.4, Daftar Rencana Peribukasn BRI Unit dan Teras BRI Di Wilayah

Kantor Cabang Sintang Tahun 2014
Lokasi
NO. | NAMA
2. |. Teras BRI Pandan Kecamatan Tebelian

Sumber, 2T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. Cabang Sintang, 2013,

PT. Bank Rakyati Indomesia (Persero) Tok. Kantor Cabang Sintang

merspakon perusaboan yang bergemak di bidang perbankon, khususnya yang
melayani pemberian modal. Peranan BRI dalam melayani pemberian modal,
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lebily memprioritaskan kepada pengusaha kecil. Pesgusabo kecil disint adalalr-
peralatan yang digunakan sederhana serta memiliki prospek yang dapat

Kesadaran akan nilai-nilai perusshasn (Cooporate ¥Value) menjadi
kekustan filosofi bisnis BRI, dan menjadi hudaya keria pesusahean yang solid
dan berkarakter: Budaya kerja ini-mendorong BRI untuk selale mengedepankan
Stakeholders, dengan mewujudkan bentuk taia kelola perusshasn sebegai bérikut:
dari selursh unit kerja, (b) mengintensifkan peningkatan kualitss pelayanan di
selucub: Uit -ketja dan: (¢) wenjalankan dan memonisor setigp ¥emajuan. yang
dicapai perusshaan, kedalam rencana tindakan yang, terukur dan dapat

- dipertanggung jawabkan oleh setiap unit kerja.

Pads dasarnya bank merupakan suar’ lembags keuangan yang
welakukan kegiaten lebih lengkap jike dibandingkan dengan kegiatan lembaga:
keusngan lainnya. Kegiatan sebuiah bank dapat berupa menghimpun dana dari
masyarakal meayalurkannya pinisman dalam beatuk kredit kepada debiturnya.
Sebagai salsh satu bank.térbesar dengan jaringan kerja yang luas, bank BRI
jasa bank, dah jasa bank lainnya.
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Tabel-2.5. Jenis-Jenis Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Perserc) Tok. Cabang

Sintang,

1. | Usgha simpanan BRI

- GIROBRI, dalam Rupiah dan Valas.
- BritAma.
- BritAuna Dollar:

- Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia
{EPOBRI) dalem Rupinh dar Valas. Jangks
wakta: 1,2, 3,6, 12, 18 dan 24 bulan.

- Deposito On Call (DOC).
- Sertiiikat Deposito Berjangka Bank Rakyat

Valas. Jangka wakw: 1,2, 3, 6, 12, 18 dan 24
‘bulan.

| - Tabumgan Haji BRL

- Simpedes.
- Giro BRY Rupiah.

- Giro BRI Valas.

2. | Usaha pinjaman

- Kredit Program.
- Kredit Xonversial,
~ Kredit Konsusntif,

3. | Usalia jasa bank

- Transfer/Pengiriman vang dalam fiegeri,

| . Safe Deposit Box (SDBY.

- Cek Perjalanan BRI,
- ATM BRL
- ATM HIMBARA {Lirlk).

- - ATM Bersama,

-ATM BCA.

- Phone Banking/Calf BRI (021-5798400).
- Jasa Remittance/Transfer (Western Union
- BRIPAST Transfer).

4 | Jasa bank lainnya

- Penerimaan Setoran.
- Ferrvaluran Dana.

Sumber: PT. Bank Rakvai\Indonesia (Perscro) Thk. Cabang Sintang, 2013.
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BAB IIL. METODE PENELITIAN

A. -Desain Penelitian
Penclitian ini mengounskan metode kualitatif deskritif, artinya
Cabang Simtang untok mencapai Rencans Kerja Fahunan: Yaitu ' mengambarkan-

sebagaimana adanya (Mawawi, 1983:63).

B. Subyek Pexelitian

(Persero) Tbk. Cabeng Sintang, BRI Unit dbn ‘Teras BRI i wilayah Kantor
Cabang Sintang, meliputi: | Pimpinan Cabapg, 9 Kepala BRI Unit, 3 Mantri
Teras, dan 22 Mantri- Uit den 30 orang’ nasabah BRI Unit dan Teras BRE di
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TFabel 3.1, Sebaran Pimpinan Cabang, Kepala Unit dan Teras BRI di Wilayah
Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang.

" No. Kabupaten / Kecamatan
1. | Pimpinan BRI Cabang Sintang Simtang/Sintang
' Z | Kepala BRI Unit Sintang Kota | Sintang / Sintang -
3. | Kepals BRI Unit Nanga Pinoh Melawi / Pinoh Utara
4. | Xepala BRI Unit Sepauk Sintang {/ Sepaunk
5.1 Kepata BRI Unit Pasar Toypres 1 Savtung / Shtung
6. | Kepala BRI Unit Kelam Permai Sintang / Kelam Permai
7. | Kepala BRI Uit Tebeltan Sintang / Tebelian
8. [ Kepala BRI Dnit Batu Buil ~ m&mii?’ Belmbing
9. | Kepala BRI Unit Simpang Lima Sintang / Sintang
10. | Kepaia BRI Unit Manis Raya Sintang / Sepank
11. } ‘Teras Sei.Durian BRI Unit Sintang Kota Sintang / Sintang
12. | Teras Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh Melawi / Pinoh Utara
13. | Teras Keliling BRI Unit Tebelian Sintang / Tebelisn -

‘Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang, 2013.

C. Teknik Pesgumpuian Dats.
Pengnmpulan data menggimakan teknik wawancars, observasi dan studi

L

- Wawapeara yaitu penulis mengajukan -peringysen secars Jangsung kepada

Pimpinan BR1 Cabang Sintung, Asidten Monager Bisnis Mikro, Supervisor

Bamah“ifm Kepala Unit, “Mantfi Unit, Mantri Teras dan Petugas

Administrasi Unit, nasabéh BRI Unit dan Terss BRI tentang kebijekan

ukaan. Kantor BRI Unit dan Teras BRI, dan dijawab-secars lanpsung

pula oleh informan terscbut tentang hal- hat yang ditanyskan danm. akan

dikembesgken ~dilapspgan. Memunt Arikumto (1993:243) wawancara
adalah proses memperolch keterangan untuk tujuan penelitian dengen cara
tanyd jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara deagan
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penjawab/resporiden dengarr alat yany dinamakan interview guide atau
pamctuan wawancara (Lampiran 4).

2. Observes yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan
1992:136). Pedoman obscrvasi yaitu penulis meiskukan pengamatan sccara
di wilaysh kerja BRI Cabang Sintang (laporan. atau, arsip. perkembangan
bank).
brosur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan masalah penelitian. (UU no. 7 tabun 1992 dan Peraturan, BL no.
13/27/PBI2011).

D. Instromen Penclitian Teknik Pengampulan Daia

Adalah penclifi sendiri. dengan mengauiakan pedoman wawancara dan.
observasi. Scbapgei pelengkap dilskuken poin stodi  dokumentasi. Tehnik
pengumpulan data dilakssnakan melolii)3 cara yaity wawancara, observasi, dan
studi dokmnen.

1. Wasancars yaitu dengan melakukan komunikasi secara- tatnp muka dengan.
(Pimpinasr-Cabang PT. Bank Rakyat Indopesia (Persero) Tbk, Cabang
Sintang, Asisten Manoger Bisnis Mikro, Supervisor Operasional, Kepals
Umit, Mantri Lipit, Mantri Teras dan Petugas Administrasi Unit) dan informan
pokok yaitu nassbah BRI Uit dan Teras BRI agar mempetoleh data dan
informasi yang relevan dengan topik pesnclitian,
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2. ©Observasi yaitu melakukan penpamatan langsung yang diakukan olch
mrelalui wawancara sekaligus mengecek kebenaran informasi dari responden
secara cermat atas. variabel-variabel yang menjadi topik dalam penelitian ini..

Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, meksudnya
dari datz yang dikempulkan teriebily dobwle dilakokaw klarifikssi, verifikasi,
interprestasi. data, dianalisis sampai pada pembahasan hingga  dipercieh
Sesungguhnya analisis suatu data telah berlangsung)seiak  proses pertama kali
dilakukan, setiap. imforman yang akan ditelitt’ Barus melaloi swatu proses
pestimbangan dan di dalamnya sudah mesigandihyg aktivitas analisis.

Data diznalisis -menggunakad teknik  analisa taksonomi. Teknik ind
mengpunakan pendekatan -pon kontas antara clemen, dimans terfokus pada
domain-domam (aspek) tertnty, kenrmadian memilih domain tersebut menjadi sab-
Tumpun yang etilki kesamaan, {Bongin, 2603:90).

Andlisa data ditakukan melstui beberapa tahapan, yaitu : partama, data
yang Uerhasil dikumpuofkan kemudian dilakukan pemisahan-pemisahan,
-pengkategorian dan pengklasifikasian, sehingga memudahkan peneliti melakukan
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pemeriksann kesimpulan. Kegiatan analis data meliputi; reduksi dain, penyajian
data dan penarikan kesimpulan, setelah.dianalisis selanjutnya diabstraks: umtuk
mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian. (Miles, 2000:16).

Bogdan dan Biklen dalam Moleong ( 2001:93), méngmmpkapkan batwa

interview, catamnlapwn dan. bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan.

fenomena) ‘dan membarnity umuk mempresentasikan temuan penelitian kepata
-orang -lain. Pendapat tersebut mepunjukkan babwa dalam apalisic data

Data primer menjadi prioritas didafam analisis pada penelitian ini dan
diambil dan dikumputkan dari lapangan kémodian diklasifikasi sesuai dengan.
pada tahap skhir akan dianatisis dénganmemberikan deskripsi dan penafsiran data
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpuian
Berdasarkan temuan hasil penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
imipementasi Peraturan Bank Indonesiz No. 13/27/PBI/2011 di wilayah PT.
Kantor BRI Unit dan Teras BRE.
2. Sumber daya yang ada di wilayah kerja PT. Bank Rekyat Indonesia.
Tahun 2012 dalam mombuka Kantor BRI Linit dan Teras BRI
3. Disposisi/sikap ' dari pimpinan dam pelsksana pengsmbilan keputusan

BRI Unit dan Teras BRI untuk tercpainya Rencana Kerja Aniggaran 2012,
4. Srtukiur birokresi menentukan terlalisananya persturan Bank ladonesia
No.13727/PBL2011 dalam membiuka Kentor BRI Unit dan teras BRY datam
mencapai target Rencana Kérja Anggaran 2012,
5. Kapebilitas sumber (days “dan organisasi pada PT, Bank Rakyat
Tok. Cabang Sintang menontukan tercapainya Target
Rencana Anggarsn 2012

B. Saran

1. Komunikasi yang disampaikan harus melalui media komunikasi yang mudah

43
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di radio, iklan di surat kabar dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI
ager target Rencana Kerja Anggaran torcapai. :

2. Sumber daya harus dapat dikelola dengan baik dalsm membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI agar target Rencana Kerja Anggaran tercapai.

3. Disposisi/sikap pimpinan dan pelaksana pengambilan keputusan harus cepat,
tepat dan tanggap dalam merespon tercapainya Rencana Kerja Anggaran.
target Reancana Kesja Anggaran tercapai.

{Porsero) Tok, Sintang harus dikembangkan dun ditingkatkan wntuk
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Lampirsn 1. Undang-Undang Republik. Indonesia No.. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan

UNDANG-UNDANG REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANICAN:
SEBAGAIMANA TELAH DHUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
DENGAN RAHMAT *mm YA‘NG MAHA ESA

%
it
é
il

Menimbang

pmmM i
bmmskmkekekmrgaanhmuiablhmmpeﬂmﬁkankcsmm
keselarasan,  dan . keseimbangan  wnsur-unsur- . Trilogi:
Pembanpanan;

pelaksansan pembanglmnn naslmml,daiammngkammngka&m
pemerataan: pembangunsn  dan Hasibhsilnya, pertumbuhan
ekonomi, dan stabilitas masionsl, ke Srab peninpkatan taraf hidup
rakyat banyak;

<. behws perkembangan  (petckosomisn  sasionsl  msupun
intermasional yang senaditiass bergerak cepat disertai dengan
tantangan-tantangan yang setakin luas, harus selalu diikuti secera
tanggap oleh-perbarkasn nasional: dalam: menjnalankan: fungsi dan:
innggmg jawabnys begadn masyarnkat,

d. babhwa Ilndimp-andang Nomor 14 Tabun 1967 tenitang
perbanka® lxinvya yang berlaku sampat saat ini, sidah tidak dapat
mengikuti ~perkembangan.  perekonomian.  nasional maupun
imdrnacional;,

e. \bohwa untuk mencapai maksud di atas, perln disusun
undangundang bary tentang perbankan,

Mengingai-+-3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1962 tentang Perusahaan Dacrah
{Lembaran Negara Tahun 1962 Nomoyr 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2387);
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3. Undang-undang Nomeor 12 Tehum 1967 tentang Pokok-pokok .
‘Perkoperasian (Lembaran Negara Tahen 1967 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

4. Undang-undang Nowmor 13 Tabun 1968 tentang Bank Sentral
(Lembaran Negara Tabum 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2865);

5. Undang-updang Nemor 9 Tabun 1969  tentsng. Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara
Tabun 1969 Namor 16, Tambehan Lombezan Negara Naswor
2890} menjadi Undang-undang (Lembarar Negara Fabom 1968

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2604);

Dengan persetajuan
DEWANPERWAK]LAN RAK‘&{AT
W 4

2. UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 1998

yang. bmimﬁmbu@m datam mmk: masyarakat.
Mm.zm;mgadddaambemm Pancasila dan
Undang-Undang Daser 1945;

b .bobwa dolom menghadopi /perkembangon - perekonomian
nasional ymg senantiaxa bergeraok cepat, kompetitif dan
Lerintegrasi dengan totangon yomg semakin -kompleks sevta
sistem kewamgar: yong Sewakin’ majw, diperlukon penyesucian
kebijakan di bideng ekonomi, termasuk perbankan;

e. balewa dolem. memsinni era globalisasi dam dengem. telch
perdagangon bareng dan jasa, diperiuken penyesuaion terhodap
peraturan ~ perundang-undangan i bidang perckomomion,
Khususmya Sebior perbankan,

d. bahwi berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b,
damfmngf ¢ di-atas, dipandang periu menguboh Undangundeng
Nomor 7 Takun 1992 tentang Perbombkom  dengon wndarg-
wundang;

Mengingat I Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 oy (1), Pasal 23, dan Pasal
33Undang- Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bk Sentral
{Lembaran Negara Tabum. 1968 Nomor 63, Tambahon Lensboran:
Negara Nomor 25863);

3. Undong-undang Nomor 7 Tahun 1992 teniang Perbankan
{Lembaran Negeoa Tahun 1992 Nomaor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3472);
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"DEWAN PERWAKITAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menstaphan: ;. UNDANG-UNDANG- TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG.-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.

- Pavell
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahm 1992 tentang:
Perbankan sebagai berikut :

BAB1
Pasal 1

Dalam: Undeng-undang ini yong dimuakyad dengan -

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyanghut tentang bank. mencokup.
kegiatan usahanyn;

2. Bank adalak badan mmmmmmmm
Dentuk simpoman dan mempalurkannya keyada masycrakal dolam hentk kradit
dauambm&mﬁlmwddmnrwghmmngﬁzﬂnnwwm
baryak;
konvensional dan atau berdusarkan Prinsip Syariuh yang dalam kegiatarmya
_memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaros;

-4, -Bank Perimeditan RBolpont adalab hauk yag welaksmakear kegiatars wsaba
secara konvensionat atow  berdasarkiam’ Prinsip Syarick yang dalam
kegiatarmya tidak memberikan jasa dalam lois Iintas pembayaran;

5.Simpanan: adalah. dana yang - dmmm&hmmm
berdasarken perjargion penyimpaiim daona dolom bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungon dow flau bentuk loimnyn mgﬁpemm
dengan itu;

6. Giro: adalah simpuanar ying percerikanryn dopat: diladukan setiap scot dengon
mengzmnakan oek, bilves, giro, sarana perintah pembayarcn Iainnva, atau
dengon-pemindahbnducy

7. Deposito adaloh simpanan yang penarikarmya hanya dapat dilakukan pada
wezktu terteniu Mr@mﬁmyj@m&wﬁﬂﬁg@mm hank;

9. ?abma&dakxmmmwmwmdmm
memaid syarat. tertentu yang disepakati, tetapi. tidak dapat ditarik dengon cek,
bibet giro, dan.atow alat ieirmya yang dipersamakan dengom itu;

10 Swat Berhorga adalah surat pengokuan wong, wesel, saham, pbligasi,
pasar modead dan pasar wemg;
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d. pihak yang menurut. penilaian Bank Indonesia. turut serta mempengoruhi
pengelofaan bank, antara lain pemegang sahom dan kefuarganya, keluarga
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

23. Agunan adalah jaminan tambahen yang diserabkan Nasabah Debitur kepada

Prinsip Syariah;

kegictan penjaminan atas simpanan Nusabah Penyimpan welalui 3kim

WI, dmamwa, atau skim lainnya;

mmmmwﬁmmmmmmm

laimnya dengem atau tarpa melikvidasi;

mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersetwt dengan atau

tanpa melikuidasi;

27. Akudsisi adalah pengambilalihan kepemilikan suats bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berlndnngan dengan keterangan
mengenal nasabak penyimpan dan simpananmya.

BABII
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2.

Perbaakan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan-devackrasi ekonomi
B 2521 5L E m&m’m

Pasal 3
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah schagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat,

Pasal 4
Perbankan Indonesia bertujuan menunjsng pelaksansan pembangunan nasional

rangka meningkatkan pemerdinan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahiernan skynt hamyak.

BAB Il
JENIS DAN USAHA BANK
Jenis Bank
Pasal 5
{1) Megun jenisnya, bank terdiri dari ©
a, Bank Umum;
b. Benk Perkreditan Rakyat.
(2) Bank Umum-dapat mengkhususkan. diri vntuk melaksanakan kegintan tertentu.
atan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.
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Bagian Kedua..
‘Usaha Bank Umum
Pasal 6
Ussha Bank Umnm meliputi
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bemtuk simpanan berupa giro,
dsposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan: dengan, ity
b. memberikan kredit;
¢. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d.-membeli, menjual sta menjsmin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan
dan atas perintah nasabahiya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa
berlakunya- tidak. lebih: lama: daripada kebinsaan: dalam: pendagangan. surat-—:
surat dimaksud;

2. surat pengakuan hutsng dan kertas dagang lainnys yang masa berlakunya
- tidak lebik lama dari kobiassan dalam pesdagangan sucat-suzat dimaksad;

3 kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonegia (SBI) ;

5. obligasi

6. surat dagang berjangka waktn sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (sam)

€. WWWMMWMMWMW

hmic lam, ba‘k dr:ngan menggumakan surat, sarana te?ekmmmkas\ haupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnys;
. & mencrima pembayamn dari tagihan ates ‘sirsi<berharga dan melskukan
perhitungan dengan atan antar pihak ketiga;,
h mmyedmkm&mp&mkmmmgm surntbarhnfga,
ktmtmk
j- melakukan penempatan dana \diri nassbsh kepada nasabsh lainnys dalam
k. dikapus
I. melakukan kegintan anjel piutang, useha kartn kredit dan kegiatan wali amanat;
{:rm Syarinh, , sesuai dengan Ketentuon yang ditetaphkan oleh Bank
n. melskukardkegiatan lain yang lazim dilaknkan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan. dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.

Pasal 7
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalar Pasal 6, Bank
Umum dapat pula :
a. melakukan kegiatan dalamy vahitta asing dengan memenubhi ketertusn yang.
ditetapkan oleh Bank Indonesia;
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b. mefakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan fain di
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,
asuransi, serta lembaga kiiring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinslp Syariak,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengnn memenubi
Aetentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. bertindak secbagni pendiri dana pensiun dan pengurus dena pensiun sesuai

Pusal®

{1) Dalam memberikan kredit atan pembigyaon berdasarkan Prinsip Syariah,
bank Umm wajld mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
. mendalaw atey iktkad dan kemowpuen serie Aesanggipaw Naschak
" Deditur antuk melunasi stangnys atau mengembalikan pembigysan
dimaksud sesual demgan yang diperjanjikan.

(2 Bank Umim: woith memiliki darn menerapkan pedoman perkreditan dan
pembisyaan bevdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengon Keterntuan yang
ditetapkan olek Bank Indonesio.

Pasal &

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan” scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggumg jawah uniuk menyimpan harta
milik penitip, dan memenuhi kewajiban Iain sesuaidengad konirak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicstat secard tersendiri.
tersebut tidak dimasukkan dalam harta Kepailitan dan wajib dikembaltkan
kepada penitip yang bersangkutan.

Fasal)l0
Bank Umum dilarang :
a. melakukan penyertann modal, kecvali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
horuf b dan harof ¢
b. melakukan ussha perasiransian;
& melakukan usaha lain di-fuar kegiatan wseha schagaimana. dimaksod. dalam
Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11
(1) Bank Indonesia menetapkan Kketemtuan mengenai botas maksimum
pembevian kredit atou pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariak, pemberian
Jjaminan, penempatan investosi surat berhorgn atan hal lain yang servupe,
yang-dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok
mmmmummmm
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(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi
30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketemtuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(3) Bank Indonesia menetapkon ketentuan mengenal bates maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkarn Prinsip Syariak, pemberian
Jjaminan, penempatan investasi surat berkarga, atan hal lain yang serupa
yang dapat dilakukan oleh bonk kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 18 % (sepuluk perseratus) atan lebih

dari modal disetor bank;

A anggota Dewan Komisaris;

. anggota Direksi;

d. keluarga dari pikak sebagaimana dimaksud dalom kuraf a, hursf b, dan

buruf c;.
e. pejabuat bank lainnyo; dan
[ perasahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingon dari
pihakpikak sebagaimana dimaksud dalam huraf o, huruf b, huruf c,
© huruf d, dan hurif e

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi
10%a. (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesin.

{4A) Dalam memberikan kredit atau pembiaynan berdasarkan Prinsip
Syariak, bank dilarang melompaui batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaarn berdasarkan Prinsip Syariak sebagoimgna diatur
dalam ayat (1), ayat (3), ayai (3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentusn. sebagaimana dimaksud dalam ‘ayet (1) dan ayat (3)

‘'wajib dilaporkan sesvai dengen ketentuan yang “ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Pasal 12
{1) Untuk menunjang pelaksanaan pragram peningkatan tovaf hidup rakyaot
banyak melalui pemberdayaan -hoperasi, usaha kecil dan menengah,
Pemerintuh bersama Bank Indunésin dapat melakukan kerjasama dengan
Bank Umine
(2} Ketentuan mengenai lLerjaswan dengan Benk Umuon sebagaimana
dimaksud datany ayat (1) diatar lebik lonjut dengan Peraturan Pemerintoh.
Pasal 12A
{1} Bank umum. dapat menibeli sebagian mau selurub agunan, baik melalui
pelelangan muwpyn & Inor pelelangan berdasarkan penyerahan secara
sukarela olsh periilik agunan otau berdasarkanm kuosa untuk menjusl di
Amar lelang. darl pemilik .agunon dalam hal Nasabak Debitur tidak
memenikl kewajibannya kepada bank, dengan ketemtuan agunan yang
dibeli terselbut wajih dicairkan secepatnya.
{2} Eetewtuan  mengenai tata cara pembelion agunan dan pencoirannys
sebggaimana dimaksud datam ayut (1) diatur lebih lanjut dengan Perataran
Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

a. menghimpm dana dari masyarakat dalum bentuk siropanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. meynberikan kredit;

c. menyediakan pemdbiayean dan penempatan dana berdasarkan Prinsip
Spariah, sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. menempatkan dananya dalam beatuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito

Pasal 14
'Bank Perkreditan Rakyat dilarang:
8. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalem lalu lintas pembayaran;
b. melakukan kegiatan nsaha dalam vahuta asing;
¢. melakukan penyertaan modal; »

&. melakukan usaha perasoransian;
e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13.

Pasal 15
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § dan Pasal 11 berlaku juga bagi-
Bank
Perkreditan Rakyat.

BABIV

PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIKAN
Bagian Pertams
Perizinan
Pasal 16

(1) Setlap pikak yang melakukar kegiactan menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan wajld teriebih dakulu memperoleh izin usaha
sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank
Indonesia, kecuall apobile kegiolan menghimpun dama darli masyarakat
dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

(2} Untuk memperoiel iZin usahc Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
sebagaimane  dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyarnian
sekurangkurangiya tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;
b. permodalan;

¢, kepensilikan;

d keaklian di bidang Perbankan;

& kelgyakan rencana kerja

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam
ayut (2} diterapkan oleh Bank Indonesia.
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Bagian Ketiga
Kepemilikan
Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
b. Warpa negara Indonesia dan atow badan hukire Indonesia dengan
warga negara asing dan otau badan hukum osing secara kemitraan.
{2) Ketemtuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenubl pihak-
pikak sebagaimana dimaksud dolam apat (1) ditetophan oleh Bank
Indanesia.

Pasal 23
Bank Perkreditan Rakyat hanys dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara
Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikmya warga negara
Indonesia, pemerintah daerah, atan dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Pasal 24
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi,
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentban dalam undang-tmdang tentang
perkoperasian yang berlaku,

Pasal 25
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hwuiim perseroan
terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham.atas nama.

Pasal 26

(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melaiui bursa efek.

(2). Warga negara Indonexia, warga negara asing/ badan kakum Indonesia, dan.
atak badan hukum asing dapat mentbeli scham Bank Umum, secara
langsung dan alau melalul dbursa efek.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebik
lanjut dengant Peraturan Pemerintah,

Pasal 27
Perubakan kepemilikan bank wajib:
a. memenihi ketentuan sebugeimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Paso!
‘22, Pasal 23, Pasal 24, Prsal 25, dan Pasal 26; dan
b. dilaporkan kepada Bank Indonesia,

Pasal 28
(1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wafib terlebih dahufu mendapat izin
Pimpinus-Bank Indonesia.
{2) Ketentiarn' mengenai merger, onsolidasi, dan akmisisi ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
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BABY
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan plek Bank Indonesia.

{2} Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesual dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-an dengan usaha
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaho sesuai dengan prinsip kehati-
Aatian.

{3) Dalon: memberikan kredit atau pembiayoan berdasorkan Prinsip Syariah
dars melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuk cara-cara
yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yong
mempercayakan dananya kepada bank..

(4} Untuk kepentingan nasabah, bank wajlb menyediakan informasi mengenai
kemunghkinan timbulnya risiko kerugian sehubungam demgan transaksi
. nasabak yang dilakukan melalul bonk.

(5) Ketentuan yang wajid dipenubl olek bank sebagaimana dimaksud dalam
ayet (2), ayat (3), dan ayat (4) diteiapkan olek Bank Indonesia, A

Pasal 30
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segals keterangan, dan
ﬁ&&sﬁugggggggggg
Indonesia,
ﬁvwﬁw»ﬁuﬁﬁgggg?gggg
pemerikspan. buku-bukn dan. b cas, yang, ada, jib

Au gﬁhgmgwﬁmﬁg_gggg scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifit rahasia,

Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pesseriisaun terbadap Bank, baik secora berkala

Pasal 314
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntax Publik antuk dan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebegaimana dimaksed
dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus
Pasal 33
«yhgamgﬁag%ggﬁggmﬁg.
Pasal 314 bersifat rahasia.

«w»gg?gg%%gagg%ﬁ&
31dan Pasal 314 ditetaphan oleh Bank Indonesia.
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Pasal 34
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan
laba/rugi tahunan seria penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam
waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
{2) Neraca serta perhitumgan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akunian publik.
(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35
Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/ragi dalam wakiu dan
bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36
Bank Indomesia dapat menetapkan pengecuslian dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalomi kesulitan yang membabkayakan
a. pemegang saham menambak modal;
A pemsegang saham menggantl Dewan Komisaris dan atay Direksi bank;
nmmwmmmmhmmm
Mnmdda;:”g macet dan memperhitungkan kerugian /bunk dengaon
4. bunk melakukan merger atau konsolidasi dengarn bank ldain;
¢. bank dijual kepada pembeli yang bersedii \merngambil alik seluruh

kewafiban;

S bank menyevakkan pengelolaan selurui. dina sebagian kegiatan bank
kepada pikak lain;

8 Bank menjual sebagian atan seliruh Forta dan wtau kewajiban bank

(2) Apabila:

a. tindekan sebagaimana dissskswd dalam ayal (1) belwm cukup untuk
mengatasi kesulitan yarg dikadapi bank; dan atan

b menurut penilaianBank’  Indonesia keadaan swatu bank dopat
membahayakan sisterm Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat
mencabut iln/waks bank don memerintabkan Direksi bank sostsuk
segera mepyeiénggarakan Rapat Umum Pemegang Sakam guna
membubarkan bodon huknm bank dan membentuk tim likuidasi.

(3} Dalgm. hal Direksi bank tidak menyelengparakan Rapat Umues
Pemégang Saham sebogaimana dimaksud dalom aywt (2), Pimpinan
Bank ~indonesia meminta kepada pengadiion wmtuk mengeluarkan
likuidast, dan perintak pelaksanaan liksidasi sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.
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Pasal 37A

(1) Apabila menarig penilaian Bank Indonesia terjadi kesuliton Perbankan
yangmembahayakan perekonomion nasional, atas perminican Bank
Indonesia, Pemerintah seteloh berkonsultasi hepada Dewan Perwokilon
Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat
sementara dalum rangka penyehatan Perbankan.

(2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan progrom
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserakkar oleh Bank
Indonesia kepada badan dimaksud.

@?k%»ﬁ%gsggggg

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyal wewenang
%ggam?g 7 ayat (1) serta wewenang lain yaitu :
a. mengombil alik dan menjolankan segola hak dan wewenang pemegang
saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
P§§E§§§EE§§

c m.«;wu&@ a&ﬁu&w dan melokukan tindakan kepemilikan atas
kekayaan milik otan yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank
yang berada pada plkak manopsn, baik di dalam maupun di Iner negerl;.

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atan mengubah kontrak
yang mengikat bank dengan pikak ketiga, yang menwrut pertimbangan
badon khusus merugikan bank ;

e. (menjual ataw mengalikkan kekayaan bank, Dircksl, Komisarls, dan
pemeging saham terteniu di dalam negeri staupun di Inar negeri, baik
ggg%%%ﬁ?

ggg»g@ngg kekayaan dan alau manajemen bank kepada
pikak lain;

%iﬁ&%ﬁgx%gg us menjadi penyertaan
modal pada bank;
%EEEEE%%

J. melakukan pengosongan atas tanahk dan\alan bungunan mitik atau yong
menjadi hak bank yang dikuasal oiel pisak loin, baik sendivi moupun
dengan bantuan alat negara pencgak hukyn pang berwenang;

ﬁu&_ katan, dan pikak manapsn £%§ panst &&.@t&l&ﬁ
atou mengetohui kegiatan yang merugikan bani /dslam program

L menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program
penyehaton dan membebankan Kerugion tersebut kepada modal bank
yangbersanghkuton, dan bilamana Aerugian lersebut terjadi karena
kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham,
maka kerugian tersebut akan didbebankan kepada yang bersangkutan;
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m. menetapkan jumiah tambahan modal yang wajih disetor oleh pemegang
sakam bank dalam program penyehatan;

n. melakukan findakan lain yang diperliukan untuk menunjang
pelaksanaan wewenang sebapaimana dimoksud dalam hursf a sampai
dengan huryf m.

(4} Tindakan pemychatan Perbankan oleh badam khusus sebagaimane
dimaksud dalam ayat (3} adalah sak berdasarkan undang-undang inl.
(S)Ammmmmmmmwmma),

pemeriksaan bukubuku dan berkas yang ada padanya, dan wajid
memberikan  bantuarn yang diperiukan delom rangka memperoieh

(6) Plhak-pikak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hursf k wajib
memberikan keterangan dan penjelasan yang diminte oleh badan khusus.

(7) Badan khusus sebapaimana dimaksud dolom ayat (1) wajib menyaempaikan
laporan kegiatan kepada Menteri Kenangan.

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintak, badan khusus telah menyelesaikan

(9) Ketentuan yang diperiukan bagi pelaksanaan Pasal inl diatur lebik lanjst
dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 37 B

(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyorakat yany disimpen peda bank
yong bersanghkutan.

(2) Untuk menjamin simpanan masyarakaot pada bink schagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjandn Simparen.

(3) Lembaga Penjomin Simponan sebagairacrs -Jdimaksud dalom ayat (2)
berbentuk badan hukum Indonesia.

{4) Ketentuan mengenai penjaminan dane masyarakat dan Lembaga Penjomin
Simpanan, diatur lebih lanjui dengan Peraturan Pemerintak.

RAB VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKS!
DAN TENAGA ASING
Pasal 38
(1) Pengangkatan keanggoisan dewan komisaris dan direksi bank, wajib
memenvhi keteatudn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayst (6) dan
Pasal 17.
(2) Perubahan. keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia .

Pasal 39
(1) Dalazy menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenagn asing.
(2) Persyaratan mengenai penggunaan tensga asing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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BABVII
RAHASIA BANK
Pasal 40
(1) Bank wajib merakasiakan keferangan mengenai Nasabak Penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebageimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 41A, Pasol 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 444,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalom ayat (1) beriaku pula bagi Pikak
Terafiliasi.

Pasal 41
(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintacn

sxrat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan teréentu
Kepada pejabal pajak. -

(2) Perintah tertulis scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan
nama pejabat pejsk dan nama nassbsh wajib pejsk yang dikehendaki
keterangannya,

Pasal 41A

(1) Untuk penyclesalan piutang bank yang sudak diserahkan képada Radan
- Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusin-Pidtang Negara,
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urnsan
Plutang dan Lelang Negara/Paonmitia Urwsari ) Fiuinng Negara untuk
memperoleh keterangan darl bank mengenai simparnn Nasobak Debitur.

(2) Lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas
permintoan iertulls dari Kepala Bodon/ Uvasan Piutang dan Lelang

(3) Permintaon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} harus menyebutkan
nama dan jabatan pejabat Badew Urasan Plstang dan Lelang Negara/
Ponitla Urusan Pintang ‘Negara, nomae Nosabak Debitur yang
bersangkutan, dan olasan diperiukannya keterangan.

Pasal 42

(1) Untuk kepentingin peradilon dolom perkaras pidama, Plngpinan Bank
Indonesia dapei mémberikan izin kepada polisl, jaksa, atan hakim wwink
memperolek heierangan dori bank mengenal simpanan tersangha atan
terdakwa pada bank,

2) Itin sebagaimena dimaksud dolom ayat (1) diberikan secara tertulis otas
perminican tervulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa
Aguang, atau Ketwae Makkamak Agung.

{3) Permintaan sebageimana dimaksud delam ayat (1) harus menyebuthan
nama dan jabatan polisi, jaksa, atan hakim, nama tersangka atau terdakwa,
alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterongan yang diperinkan.
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Pasal 42A
Bank wajlb memberikan Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal
414, dan Pasal 42.

Pasal 43
Dalam perkara perdata antara bank dengan pasabahnys, direksi bank yang
relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44
(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat
memberitahukan keadaan kenangan nasabahnya kepada bank lain.
{(2) Ketentuan mengenai tokar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatar lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

(1) Atas permintaan, persetujuan atan knasa darl Nasabak Penyimpan yang
dibuat secara tertulls, bank wajib memberikan keterongan mengenal
simpanan Nosaboh Penyimpan pada bunk yang bersangkutari kepada pikak
yang ditunjuk oleh Nasubak Penyimpan tersebut.

(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telak meninggal dunia, akli waris yang sak
dari Nasabahk Penyimpan vang bersanghkwion  berhak memperoleh.
keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimipan tersebut.

Pasal 45
Pihak yang merasa dirugikan oleh keferangdn yang diberikan oleh bank
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42,-Passl 43, dan Pasal 44, berhak untuk

mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulen jika terdapat
kesalshan dalam keterangan yang diberikan.

BABVIII
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKS] ADMINISTRATIF
_ Pasal 46
{1) Barang sicpa mernghimpun dana darl masyarakat dalars bentuk simpanan
tanpa Fin\usaka dari Pimpinan Bank indonesia sebaggimana dimaksud
dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5
(lima) taksn don paling lama 15 (lima belas) tahun serta dendn sekurang-
Kkursngnya Rpl10.000.000.000,00 (sepulub miliar rupiak) dan paling bansyak
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Dalam hal kegiatan scbagaimapa dimaksud dalam ayst (1) diiakukan oleh
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, vayasan atau
koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik
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terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan im atau yang.
bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
Pasal 47

(1) Barang sigpa tanpa membawa perintak tertulis atau izin dari Pimpinan
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 414, dan
Pasal 42, dengan sengajn memakse bank ataw Pikak Terafiliasi wntuk
memberikan keterangan sebagaimona dimaksud delam Pasal 48, diancam
dengan pldann penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama
4 (empat) tabun seria denda sekurang-kurangnya Rpl0.000.000.000,00
{sepuluk miliar rupiak) don_paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dux
rafus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pikak Tercfiliasi
lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wailh
dirahasiakan mensrut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 2 (dug) tnhun dan paling lama 4 (empat) tokun serta denda
Sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (cmpat mitiar rupish) don paling

banyak Rp8,000.000.600,00 (delapan miliar rupiak).

Pasal 47 A
Angpota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawal bank yang dengan sengaja
tidok memberikan heterangan yong wajib dipennki sebogubnana dimoksud
kurangnya 2 (dua) tokun dan paling loma 7 (tujuh) takws serta demda
sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat millar ysupick) dan peling
banyak RpI5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiak),

Pasal 48

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksl ataw pegawei bank yang dengan sengajo
tidak memberikan Keterangan yang walib dipenihi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2} danPasal 34 gyat (1) dan ayat (2),
diancam dengan pidana penjara_sekurang-kurangnye 2 (dua) tukun dan
paling lama 10 (sepuluk) tabun serta dendn sekurang-kurangnya
Rp5.060.000.000,00 (Tima (milisr’ rupiah) dan paling banyak
Rpl100.000.006.000,00 (serdtus wiliar rupiak).

(2) Angpotea Dewan Komisaris, Dirveksi, atau pegawai bank yang lalai
memberikan keterangar yang wifid dipenuhld sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dap ay#t (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancem
dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) takun dan paling
fama 2 (dug)  tehun dan otae denda sekurang-kurangnya
EplL000.024.090,60 (satu miliar rupich) dan paling bamyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rapiah).

Pasal 49
(1) Amggrin Dewan Komisaris, Diveksl, atan pegawal bank yang dengan
sengaja :

a. membuat atai menyebabkan adanya pencatatan palsk dalam pembuksuan

atou dalam laporan, maupun daiem dokwmen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atan rekening suatu bank;
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b, menghilanghkan atan tidak memasukkan atan menyebabkan tidak
dilakukannya pencotatan dalam pembukuan ataw dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan keglatan usaha, laporan transaksi
.atan rekening suatsu bank;

¢ mengubak, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, alau
menghilangkan adanya suaiu pencatatan dalam pembukuen atau dolam
iaporan, maupun dalom dokumen atan laporan kegiatan usaka, laporan
transaksi atan rekening suatn bank, atan dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilongkan, menyembunyikan atau merusak catatan
kurangrya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuiuh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp200.000.000.608,00 (dua rotus millar rupioh).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksl atou pegawal bank yang demgaonm
sengajr:

2. meminta atau menerima, mengitinkan aian menyetujui wntuk -menerima
suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang aien barang
berharga, untuk keuntungan pribadinya atan unink Keuntungan
keluarganya, dalam ranghka mendapatkan atau bevusaha mendapatkan
bagi orang lain dalam memperoleh wang muka, bank garansi, sian
Jasilitas kredit dari bank, aovan dolam rangka pembelion atan
kertas dagong atan buktl kewgjiban lainnys, ateupun dalam rangke
memberikan persetujnan bagi orang lain unink meloksanckan penarikan
dana yang melebiki batas krediinya pada bank;

b.  tidak melaksanakan langhkoh-langkah yang  diperiukan untuk
memastikan ketoatan bank terkadap ketentiin dalam undang-undang
ini dan ketentuan peraturan persmdong-sndangan lainnpa yang berloki
bagi bank, diancam dengan pidana penjora sckurang-kurangnya 3 (tiga)
fahun dan paling lama 8 (delgpan) iohun seria denda sehurang-
kurangnya Rp3.000.000.000,00 (lima wmiliar rupiak) dan paling banyak
Rp160.000.000.000,00 (seratus miliar rupiok).

Pasal 59
Pihak Terafiliasi yang dengan sengoja tidak melaksanakan langkah-langhak

yang

diperinkan untuk mewmastilan Kketaatan bank terbadap ketentuan dalam
Undang-Undang ini do# peraturan perundang-undangan lainnya yang berigku
bagi bank,

diancam dengan pldara penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga} takun dan paling
lama8 (delapan) takun serta denda sekurang-kurangnya RpS.000.000.000,00
{lima milisr rapiak) dan paling banyak Rp1060.600.600.008,06 (seratus miliar
rupiak).

Pasal 50A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruk Dewan Komisaris, Direksi,
mengakibatkan bank tidak melaksanaken langhak-langkah yang diperiukan
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untuk memastikan Ketaatan bank terhadap ketemtuan dalam undang-undang
ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang beriaku bagi bonk,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh} tohun dan
paling lama 15 (lima belas) takun serta denda sekurang-Kurangnya
Rp10.000.000.000,08 (sepuluh miliar rupioh) dan paling banyek
Rp200.000.000.006,00 (dua ratus millar rapiak).

Pasal 51
{1} Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 474,
Puasaol 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 504 ndalak kejahatan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat {(2) adalah

pelanggaran.

Pasal 52

(1) Dengan tidak mengurangl ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47, Pasal 424, Paxgl 48, Posal 49, don Pasal 504, Bank Indonesia
dapat menctapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenulsi
kewajibannya sebagaimana ditentukon dalom undang-urmdang ini, atau
Pimpinan Bank Indonesio dapat mencabut izin usaha bank yang
bersangkidan.

(2) Sanksi administrailf sebagaimang dimaksud delam ayast {1), amtare loin
adalak:

a. denda uang;

& teguran tevtulis;

. pensirunan tingkat kesehatan bank;

d. larongan untuk turus serta delam kegiatan kiving,;

e, pembeknan kegiatan usaha tertentu, balk umiuk kantor cabang tertentu
maupun untuk bank secara keseluruhan;

F  pemberhentian pengurus bank daw selanfutnys menunjuk dan
mengangkat penggponii sementars, sanipal Rapat Umum Pemegang
Saham otau Rapot Anggota Koperast mengangkat penggenti yang tetap
dengan persetujuan Bank Indowesia;

2. pencantuman anggota pengiras; pegawal bank, pemegang sanam dalam
daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebik lanjit mengenal sanksi administratif ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Pasal 53
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50, Bank Indonesiadapat menctapkan sanksi administratif kepads Pihak
Terafiliasi yang tidak memenuhi kewsjibannya scbagaimana ditentukan dalam
undang-ufidang ini stau menyampaikan pertimbengan kepada instansi yang
berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960
tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 65, Tembahan 1.embaran Negara Nomor 1996);

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentosn Pokok
Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;

¢. Undang-mdang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia
1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambsahan Lembaran
Negara Nomor 2870} ;

d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
{(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2871 );

e. Undang-undang Nomor 19 Taehun 1968 tentang Bank Bumi Daya
(Lembaran Negara Tehun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara -
Nomor 2872) ;

f Undang-mdang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negars
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2873);

g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tenteng Bank Rekyat Indonesia
(Lembaran Negaraz Tahm 1968 Nomor 74, Tambehan Lembaran Negara
Nomor 2874);

h. Undang-undang Nomor 22 Tehun 1962 ieniang Baok Ekspor Impor
Indonesia (Lembaran Negara Tahin/ 1968 MNomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2875); dinyatakan tetap berlaku untuk jangka
wnkhzseka:mlam&aya 1 (satw) tahun seiak mulei berlakunya undang-

undang ini

&}Eahmgangknwaktusebagmmamdunakmddaizmayat(l),bmky&ng
didirikan berdasarkan undegyg-undang sebagaimana dimaksud dalem ayat (1)
wajib memennhi ketentuan dalam undang-undang ini.

(3) Dalam hal bank sebagaimans dimaksud dalam ayat (2) telah menyesvaikan
dengan ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal deri jangka wakm
sebagaimana diveakSud dalam ayat (1), maka undsng-undang sebagaimana

dimaksud dalarnayst (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55
Bank yang-iclak memiliki izin usaha pada saat undong-undang inl mulai
berioku, dinyaiakan telak memperoleh bdn usaka berdasarkan undang-undang
ini.
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Pasal 56
Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 57
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaba dari Menteri
pada sast undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuatkan kegiatan
usghanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini,
selambat-lambatya dalam jangka wakto 1 (satu) tshun sejak mulai berlakunya
undang-undang ni.

Pasal 58

Bank Dess, Lumbung Desa, Bank Pusar, Bank Pegawsi, Lumbung Pitih Nagari
(LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan.
Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Kurya Produksi Desa (BKPD) dan/ateu
lembaga-lembaga lainmya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai
Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi
persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59
Peraturan perundang-undangan yang telsh dikeluarksn sebelwr berlakunya
Undang-Undang ini sepanjang tidak_bertentangan . dengan, undang-undang ini,
dia 13 - » Ed -
berlaku sampai dengan dicabut, diganti atan diperbahsrai.

Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyéhuatan Perbankan pang telah ada
sebelum berlakunya undang-undang int dinyaivkan tetap berlaki

BRAR'X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Dengan berlakunys Undang-undang ini maka :

a. Stastsblad Tahun 1929 Nomior 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-
-aturan mengenai’ Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa
dan Madura di Tudr wilayah kotapraja-kotapraja;

b. Undang-undsng Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta
{(Lembaran\Negara Talnm 1962 Nomor 58, Tambahan Lembavan Negara
Nomor 2489);

¢. Undang-tindang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal IT

1, Dengan berlakunya Undang-undang ini, Perofuran ieniang Usaha
Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Keluraban DI Daerah Kadipaten
Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku AlamanTahun 1937 Nomor
9), dinyatakan tidak berlaku

2. Undang-undang ini mulai berighu pada tanggal diundangkan, Agar setiap
orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

1, Ul No.7 Tahun 1992

Disahkan di Jakarta
pada tangeal 25 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
o SOEHARTO
Mml‘mﬁ‘ék}s NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ted.

MOERDIONOG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31
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2. UU No.10 Tahan 1998

Disahkan df Jakarts
pada tanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE
Dinndangkan di Jakarta
pada tanggsl 10 Nopember 1998
MENTERINEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
tid.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN-1998 NOMOR
182
Disalin sesuai dengan bunyinya
Direktur Direktorat Hukum
BANK INDONESIA
ted.
Yunus Husein, SH, LLM.
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Lampiran 2. Peraturan Bank Indonesia

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/27 /PBL/2011
) TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/1/PBI2009 TENTANG BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa peagelolaan kelembagsan beak merupakan salsh satu
fuktor penting dalam mewsjudicn terciptarya. industri perbankan
yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat;

b. bahwa. sctiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan,
perubabon status, pemindahan almmat den/atan penutupan kantor
bank perlu menerapkan fata kelola yang hmk (good empmtc

haruf b, disempaikan secam online melalui mcMsme laporan
-knntar pusst bank smum;
d. babwa: sebubungan dengan pertimbangan schagsimana dimaksud
pada hueuf a, huruf b dan hu:uf o, ‘maka perly dilakukan
perubahan: atas Peraturan Bank:- Indotiésic Nemor }1/L/PBE2009-
Mengingat: 1. Undang-lindang Nomaor 7 Tship” 1992 tentang Perbankan
{Lembaran Negara Republit Indosesis ‘Tshua 1992 Nomor 31,
Tambabap Lembaran Negara' Republik Indonesia Nomor 3472)
schagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran-Megars: Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tumbitmn Lembaan Negam Republik Indonesia
Nomaor 3790);

2. Undang-Uxdsny Mamar 23 Tabhua 1999 tentang Baak Indonesia
{Lembafan Megara Republik Indonesia Tabup 1996 Nomor 66,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
Undang Nomor ¢ Tebhun 2009 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tebun 2008
icnteng Perubahan Kedus atas Undang-Undang Nowar 23 Tabun
1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4962);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
14/1/PBI200% TENTANG BANK UMUM.

Pasal 1
Beberapa ketentunan dalam Perstrean Bank Indonesia Nomor iU/1/PBY2009
tentang Bank: Umum- (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun: 2009 Nomor.
27, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4976) disbah sebagai berfloat:
L. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakui angka 13 sehingga Pasal

Pasat 1

1. Bank adelah Bank Umum sebagaimsne dimaksud dalsm Pasal 1 engka 3
Undeng-Undang Nomor 7 Fahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
- diubah dengan . Undang-Iindang Nomor 10 Tabun 1998, yeng melakekan
kegiatan usaha secars konvensional.

2. Kantor Wilayah yang sclanjutnya discbut Kanwil adalab kantor Bapk yang
membatite kamtor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi
terhadap beberapa kantor cabang di soain wilaysh tertentu.

3. Kanter Cabang yang selanjutays disebut dengan KC adalah kantor Bank yang.

secara Jengsunp  bertanggemg jevab kepada kantor pesel Bank yang
Wmmmmmmmmwmm
melakukan usahanya.

4. mmmmwmmmmm
di baweh KC yang kegiatan usahanya menchanin KC induknys, dengan alamat
tempat usahn yang jeias dimana KCP tersebitt welakulan usahanya.

5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengsn KK adalabh kantor Bank yang
melakukan kegiatan pelayanan kas desiganm sdiamat tempat usaha yang jelas
dimana KK tersciwat melakukan usshanya, tormasuk memberikan pelayanan

6. Kantor Fungsional yang selanjiioya-discbut deogan KF adaish kantor Bank
yang melakukan kegiatan: operasional: atau: non:. cperasional secara- terbatas.
dalen 1 (satu) kegistan fungsional.

7. Kegiatan Pelayanan Ka< yang salanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan
i oy A Y tolth sl sl Bk, melpet
& Kas Keliling yaitu kegistan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan .

menggunakan alat. transportasi- atan. pada: lokasi- tertentu secara tidak
mmmmmmmmmbmknm

b. Pmm;amk@mmm&pehmmmm
percrimann pembayaran melalui kerjasama agtara Baok dengan pibsk lain
Mami%m%@m&ymﬁ@hmm%

¢. Perangkat Perbanksn Elektronis yang selanjutnya disebat dengan PPE yaitu
kegiatan pelayanan kas atan non kes yang dilakukan dengan menggunaken
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Anjupgan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini sdalab Autoenatic.
gga%gggggﬁbﬁu

b. bagi Bank berbentuk badan wg wﬁcmgw Daemah adslah dircksi
ggggﬁgggg
©. bagi Bank berbentuk badan hulcm Koperssi adalzh pengurus seb
dimaksud dalam Undang-lindang fentang Perkoperasian.
¢,§§§

b bagi E%ggggg
ggggggg
e. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagnimana
-dimaksud dalam Undang-Undang {tentang Perkopesasian.

10. gg%%wﬁwgggg

Direksi |atan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijokan

danfataw opezasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilaysh,

Kepala Kator Cabang, Kepbla Kantor Fengsional yang kedudukannya peling

kurang setaie \dengan Kepals Kamor Cabang, Kepala Satan Kerja

.Manajemen Risik®, Kenpala Ssman Kerja Kepatuhar, dan Kepala Satuan Kerja
Audit Intern dan/atén pejabat lainaya yang setara.

11. Pemegang Saham Pengendall yang selagiutayn dischut dengan PSP adalah

badan hukum, orang perstorangan dan/ataw kelompok usaha yang:

2. momitiki saham perusahasn atan Bank schesar 25% {dua puluh lima persen)

b. memiliki saham perusahsan stag Bank kurang dari 25% (dua pulsh lina
persen) dari jumlah saham yang dikelvarkean dan mempunyai hak suars
namuh yang bersanglutan dapat. dibuicikan welah meiakuken. pengendalian .
perasahaan atsn Bank, baik secura Imngsung mé@gam tidek lengsung.
12. Kelompok Usaha adalaly
a. perorangan dan badan bukum;
w.uag,gg‘
. beberapa badan hukum, yang memiliki keterkaitan - kepengurusan,
ggggggﬁ.
13. Tindak Pidana Tertentu adalnh tindak pidena asal yang _diselwd dalam
g yang mengatur mengenai  pencegahan dan . pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.
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2. Diantara BAB- [ dan BAB I[ disisipkan | (satu) BAB, yakni BAB IA schingga
berbunyi scbagai berikut:

BAB A
Manajemen Risiko
Pasal 3A
(I}Bmk.wajihmmpkanmmm risiko- terkait. dengan: Direksi, Dewan-
Komisaris dsn Pejabat Eksclaif, serta pembukean, perobahan status,
pemindahan alemat den/atau penntupan kentor Bank, yang paling kurang
mencakup:
. pengawasen aktif Dewss Komisaris des Dircksi;
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penctapan, limit;
e. keculmpan: proses: identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian:
risiko serta sistom informasi marmjomen risiko; dan
d. sistem pengendalinn inteen yang menyeluruh.
{2) Pelaksanaan manajemen risiko schagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
(risk profile).

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ dinbah, schingga Pasal 7 berbunyi sebagsi
berikut:

Pasal 7
{1) Permohonan untuk mendapatian persetujuan prinsip sohagasmana dimalasd
dalarn. Pasal: 4 ayat (2) hurnf a disjukan paling kurang oleh’ salah satu. calon
pemilik kepada Gebernur Bank Indonesia, disertai-dengai;
2. rmancangen akin pendirian badan hukum, terdiasuk rancangsn Anggaran
Dasar yang paling kurang menmuat:
1. nama dan tempat kedudokan;
2. kegiatan usaha sebagai Bank;
3. permodalan;
4. kepemiliken;
5. wewenang, tanggung (jawsli dan masa jebatan anggota Dewan
Komisaris serta anggta 1ireksi; dan
6. pergyaratan bshwa pengangkatan apggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi hanis raemperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih

kcmd&m@mhagxﬂmkymgmmkmmmm
Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar calon anggota berikut rincian jumish simpanan pokok dan
sitnpanan: wajib, serta daflar hibal bagi PBank yang berbentuk badan
tiokum Koperasi;

¢. dafiar calon anggote Dewan Komisaris dan anggofa Direksi disertai dengan:

1. pas foto terakhir.ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 {dua) lembar;

2. fotokopt tanda pengenal dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),
paspor dan/ateu KITAS {apabila menetap di Indonesia);
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bekerja scbelumnya mengenai pengalaman i bidang perbankan, bagi
calon yang telah berpengalaman;

4. surat pernyatsan bermeterai cukup yang menyatakan bshwa yang
bersangkutan:

a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundsng-undangan yang
berlakn khususnya di bidang perbankan:

b) tidak pernsh dihukum kavens terbukii melaloiken Tindek Pidana
Tertentu yang telah dipuius oleh pengadilan yang teinh mempunysi
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 {(dua
puluh} tahun terakhir sebehmn tanggal penganan permobonan;

c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk. dilarang menjadi.
anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggots Dewan Komisaris)
atay mngsota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi);

d) tidak memiliki kredit macet;

€) tidsk pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris stau
direksi - yang dinystakan bersalah menychabkan. suata persevoan.
dinyatakan. pailit. berdasarkan ketetapan pengadilan dalam wakiu 5
¢lima) talwin terakhir schelum tanpggal pengajuan permohonan; |
{) merupakan pihak yang independen terbadap pemilik Bank atau PSP
(khusus bagi Komisaris Independen);
perusshaan fain (bagt calon angpots Direkesi Bank):

h}mmmgwmmmm&mm
calon Dircktar Utams Bank); dan

i} tidak sedang menjaleni proses hukum dan/sien proses uji kemampuan
dan kepeatutan pada suati-bank.

5. bukti telah memiliki sertifikat magajesien risiko schegaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesisimenpcnai sertifikaci manajemen risiko
bagi pengunus dan pejabat bank wnun

d. rencana sustnan den strukiur or@anisasi, serta personaling
e. rencana bisnis (business plan) uniuk 3 (tiga) tshun pertama yang paling

2. rencana kegiatan( vsnha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran
dans serta langkahiangkseh-langkah kegiatan vang akan dilaknkan dalxm
mewajuilon séncena dimaksud; dan

3. proyeksi ‘neacs, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama
12 -(dna\belas) bolan yang dimulai sejak Bank melaknkan kegiatan

operasional;
f. rendana strategis jangke menengah dan panjang (corporate plan);
&WWMWWWMM

h. sistem dan prosedur ketja;
i. bukti- setoran modal paling kerang 30% (liga puluh persen) dari modal
disctor minimum sebagaimena dimeksud dalam Pasal 3, daism bentuk
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fotokopi bilyet deposito pada Bank di indonesia dan atas nama “Dewan
Gubernur Baak Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian
Bank yang bersangkutan™, dengan mencantumkan keterangan bahwa
pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

j. surat pernyatasn dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk
baden bukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Deerah atau dari calom
angpiia bapi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran
modal sebagaimana dimaksud dalam horuf i:

1. tidak berasal dari pinjanan atsu fasilitas pembiayaan dalam beatok apapun
2. tidak herasal dari dan untuk tujuan pencucian usang (money lanndering).
(2) Daftar calon pemegang sabam wtau. daflar calon anggots scbagaimana

dimmksud pada ayat (1) buraf b

a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:

1. dokuanen schagnimana dimaksnd pada ayat (1) huaref ¢ angka | sampai
dengan angka 5;

2. dokumen dan/sisu surat pernyatasn lainnyn yang diperiukan oleh Bank

Indonesia;

bmmmmmbmmm

1. ahapmdmxnbamlmklnn,ymgmwﬁngmm}}ambeﬂhn
mwwwmmmwmmv
bedahxéxmgxaasalbadmhthmm,

Z.. dokumen: schagaimana. dimaksud pada ayat (1) boruf © angka 1 sampai
dengan angka 5;

3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara nsal bagi badan bukum asing;

4. mwmmmmmngmmg
kepemilikan saham bagi badan bhulunt Perseroan Terbatas/Perusahaan
Mmmmwmmnm;mhmpwmk&m
simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukura Koperasi;
5. laporun keuangan bedan hukum veng ielah disudit olch skuntan publik
deagan posisi paling lama 6 (epamn) bulan sebelum tsuggal pengajuan
permohonan persetijuan prisipg

6. seluroh struktur kelompok usabs yang terkait dengas Bank dan badan
hukum pemilik Bank sermpai dengan pemilik terakhir; dan

7. dokomen dan/atan” surat’pemyatann laisoyn yang diperiukan oleh Bank

c. dalam hal pemerinteb, baik pusat atan daersh, wajib disertai dengan:
Daerah hagi Permnerintah Daerah;

2. dokuiten-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 1 sampai
dengan sngka 5. dari pejabat yang berwenang mewakili pemnerintab;

3. Anggzran Peadapatan dan Belanja; dan

4. dokumen dan/stan surat pernyataan lainnya yang diperiukan oleh Bank
Indonesia.

4, Ketentoan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 11
(1) Persctujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurnf b diberikan paling lama 60 (gnam
puluh) hari kerja setelgh dokumen permohonan diterima secara. lengksp.
(2) Dalam rangka memberikan persenijuan atau penolaksn atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rank Indonesia melakukan:
-a penelitian stas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesf) dalam hal terdapat
penggantinn atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atan anggota
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) burof a dan huruf ¢ diobah, sehingga Pasal 17

Pazal 17
(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi synrat:

a. memiliki akbisk don moral yang baik, sstara lain ditunjukkan dengan sikap
mematuhi ketentusn yang -berlaku, termasuk tidak pernaly dibukum karena
t«buknmemmﬁmdskhdamTamdalnmwnkaO(mpu}uh}
tabun tezekhir;

b.. mcﬁ%km@wm;mmlmmdanymdm 'yang
beriaku;

.. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank vang schat;
dan

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidek Lulus.

{2y Dalam hal pemilik Benk berbentuk badan hikum/ meke persyaratan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakn bagi pemilik manpun pengurus

dari badan hukum tersebut.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, s¢hingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:

Pelsal 18
-{1) Pihak-pibak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan:

a. Integritas, yeng paling kurang mencakup:

1. memiliki akhiak dan moal vang haik, antara [ain ditunjukkan dengan sikap
mematuhi ketentuan (vang berlaku, termasuk tidak pernab- dihukum karena
terbukti melakokdn) Tindak Pidana Tertentu dalam wakiu 20 (énapu!uh}
tabun terakhie sebetum dicalonkan;

2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan . perundang-undangsn yang
berlaki; '

3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yapg sehat;

4. tidak tTermpsuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (6t
end proper test); dan
danfatan tindakan tertentu, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat
Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa

ksi

b. Kelayakan kevangan, yang paling kurang mencakup. :
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1. memiliki. kemampuan. keuangan yang dapat mendukung perkembangun.
bisnis Bank;

2. tidak memiliki kredit macet;

3. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;

4. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham,
anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bergalah
menyebablean sustu perseroan. dinyatakan pailit bendasarkan ketetapan:
pengadilan dalam wakin 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;dan

5. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang

wmmmﬂmmmm

pA] Plhak-pihak schagaimana dimsksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
dokumen-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayet (2) huraf a-angha 2, Pasal
7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf ¢ angka 4.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenvhan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)..

7. Ketentuan Pasal 27 dinbah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
{1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan:

a. Integritas, yang paling kurang mengakugr

1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkin dengan sikap
memainhi ketentuan yang berlakn, termasuk tidsk pernab.dibokum karens
terhukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam wakin 20 (dua puluh)
tahun terakhir sebelum dicalonkan;

2. memiliki komitmen untuk mematubi persturan permdang-undangan yang

3. memiliki komitmen terbadap pengemban@an operasional Bank yang sehat;

4. tidak termasnk dalam dafiar tidsk luliss uji‘kemampuan dan kepatutan (fit
and proper test); dan

5. memiliki komitmen untuk tidak welakukan dan/stan mengulangi perbusten
dan/atay tindskan tertentu, bagi-calon Dewan Komisaris atau calon anggota
Direksi vang peeash merailiks predikst tidak lnius delam uji kemampuan
dan kepatutan dan telabrmenjalani sanksi.

b. Kompetensi, yang palimg kurang mencakup:

1. Bagi calon.anggotd Dewsn Komiseris:
a) pengetahunn i bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan

Jabmya,dm/

sngaloman 41 bidang perbankan dan/atau bidang keyangan.
2, Bagxcataua&ggml)arcksn
a)mmdtmgmnmmgmmmdmmlevwd&w

<) kemampusn untuk melakukan pemgelolasn strategis dalam rangka
pengembangan Bank yang schat.
¢. Reputasi kevangan, yang paling kurang mencakup:
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1. tidak memiliki kredit macet; dan-

2. tidak pernah dinyastakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menycbabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktv 5 (Jirga)
tahun terakhir sebelum dicalonkan, -

(2) Persyarstan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemsmpuan dan kepatten {fit and
- proper test),

8. Ketentoan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28-

(1) Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fimgsi kepatuhan.

(2} Keientusn. mengenai dircktyr yang membewshkon fungsi kepatuban
sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentvan Bank Indonesia
mengenai pelaksanasn fungsi kepatuhan benk wmum.

9. Ketentuan Pasal 30 ayst (1), ayat {4), dan ayat (7) diubah serts ayat (8) dibapus,
sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30
(1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib mempercieh

_jabatannya.

(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimans dimaksud pada ayst
{1} diajukan olch Bank kepada Gubemur Bank Indonesia, dan wajib disertai
dengan dokumen sebagaimana dimaksnd dalam Pasal, 10 buref ¢, huruf b,
haruf i, huraf §j, dan heruf'k.

(3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calod snggota Dewan Komisaris
atan anpgota Direksi schagaimann dimakseld pads ayat (1) wajib memenuhi
persyeratan ketentman perundang-undangin yang berlaku.

(4) Dalam rangka memberikan persetujfian szt penolakan atas permohonzn
sebagaimans. dimeksud pada ayat (2} /Bank ladomesia melakukan uji
keimampuan dan kepatutan (it and proper test).

(5) Persctujuan ateu penolakan aias pengajuan calon anggota Dewan Komisaris
atan anggota Direksi dibestikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejsk
seluruli persyaratan terperuhi

(6) Persetujuan Benk Indonesia sebagaimana dimeksud pada ayat (S) berlaku
untuk jengka wakhi ¢ (enam) bulan.

{7) Peagangkatun znkgots Dewnan Komisaris atan anggota Direksi oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dinystakan belum efektif sebelum mendapat
persetujuan dagi Bank Indonesia.

(%) Dalam had Rapat Unnn Pemegang Saham atan Rapat Anggota membatalkan
penginigkaten calon anggota Dewan Komisaris atau calon enggota Direksi
yang \telah- disetujui- oleh: Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan.
pemnbatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan nofulen Rapat
Umum Pemegang Sabam atau nctulen Rapat Anggota.

(%) Penpgangkatan snggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib
dilaporken olch Benk kepada Bank Indonesia palimg lama 10 (sepuluh) hari
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kerja setefah tanggal pengangkatan efekiif, disertai dengan notulen Rapat
Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.
10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A

sehingga herbunyi schagai berikan:

Pasal 31A
Bank wajib melakuken penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum
melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

1.mmmszmmmyiwm

Pasal 32

(1) Pengangkatan, pemberbentian, atanr penggantian Pejabat Ekselamif wajib
dilaporken oleh Bank kepada Bank Indonesia melaluni mekanisme pelaporan
sebagaimana distue dalam ketertuas Bank Indonesis mengenai laporan kantor.
pusat bank umuam,

(2) Bank Indonesis berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan

Pejabat Fkselutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian

MW&WWWWMW(U

¢3)- Bank wajib: membatatken. pengangkatan. Pejabat Eksekutif yang mesnitiki
rekam jejak negatif sebagaimana dimaksod pads ayat (2).paling lama 10
{sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

(4)mmmmfmwmmmmwmmmm

o termasuk dalem daftar tidak lulus uji kemampuan-dan kepatutan (fit and

b. memiliki kredit macet; dan/atan

¢. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia
yang berasal dari hasil pengawasay Rank Jadonesia atan sumber lainnya.

{5) Bank wajib menatausshakan dokumen pengangkstan, pemberhentian, atau
penggantian Pejabat Eksekutif scbagni berikut:

a. Surat keputusan Direksi Eank ‘atan pejabat yang berwenang mengenai
pengangkatan, pembertientian, atau pengpantian Pejabat Eksekutif, berita
acara serah terime inbatan sebagni Pejabat Eksekutif, dan/atan dokumen
mmmmmm
dukmnen yang 'mefryatakan  identitss Pejabst  Eksekotif yang barg

diinaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ angka 1, angka 2,
angka 3 deti®asul 10 huruf ¢ angke 1; dan.

¢. dolamnen.dalamn rangka penelitian calon Pegawai Eksehkufif sebagaimaina
dimaksid dalam Pasal 31A.

12. Ketentwt Pasal 33 diubah schinggs berbunyi sehagai berikut:

Pasal 33
(1) Bank dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif dalam hal :
a. adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif ; atau
b. Pejabat Eksekutif yang ada tidek dapat menjalamkan tugas selama lebih dari
3 (tiga) bulan.
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Pasal 34B
Bank Indoncsia berwenang memerintahkan -Bank -untuk memmda rencana
pembukaan, perubahan status dan/atau pemindaban alamat Bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) apabila menurut pernilaian Bank Indonesia
antara lain terdapat penurunan tingkat keschatan, kondisi keuangan Bank,
dan/atau

peningkatan profil risiko Bank.

Pasal 34C
(1) Bank wajib mensatuusahakan dokumen pendukung:
8. pembukaan kentor Bank scbagaimana dimaksud <dalam Pasal 35 aynt (2),
Pasal 38 ayat (1), Pesal 40 ayat (5) dan avat {6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42
ayut (6), Pasal 43 ayat (3);
b. peruhshan status kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
£)
¢. pemindahan alamat kantor Bank schagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (4}, Pasal 50 ayat.(3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 syat {3), Pasal 52
ayat (4), Pasat 53 ayat (1); dan/ateu
d. Penutupan kantor Bank sebegaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),
Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4),
Pasal 70 ayat (6).
{2} Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu unntuk meminta dolumen
penduking  pembukaan, perubshan status, pemindahan alamat dan/atau
périttupany kantor Bank sebagaimana dimakosud pada ayar(1):

15. Ketentuan Bab V. diubah sehingga berbunyt sehagai heriliut:

BABYV
PEMBUKAAN KANTOR BANK
Bagian Kesatu
Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri
Paragiaf 1
Pembukagn Kantor Cabang
\Pasal 35

(1} Pembuksan KC wa;ibmempmbleh izin Piropinan Bank Indonesia.

(2) Untuk memperoleh (izin ‘schagaimana dimaksud pada ayat (1), selain
mengajukan rencaia) pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A,
Bank jugn wajib mengajukan pormohonan pembukasan KC kepada Bank
Indonesia, disertai dengan: h
a. yencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC;

b. hasil sundi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang
Jumlah Bank; dan
o. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belss) bulan,

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud. padn ayat (2) diajukan. oleh. Direksi atan
pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam ketentuan intemnal
Bank mengenai pendelegasian wewenang Bank.
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{4) Dalam rangka memberikan persetujuan. atau- penolakan. atas permohonan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. -analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank
sebagaimana diraksud pada ayat (2) huruf b;
c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesebatan, kecukupan
permodalan dan profil risiko; -
d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2).
(5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{(2) diberikan paling lama 20 {dva puiuh) hari kerja sctelah dokumen
permohonan diferima secara lengkap.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksuod dalam Pasal 35 wajib
dilakukesn paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank
Indonesis diterbitkan.

(2} Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
d&pﬁma@ﬂﬁkwﬁa%h&m&ammmmhm
pusatbmkmnum _

(3) Apsbila setelah jangka wakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak
melaksanskan pembunksan KC, izin yang telah diterbitken menjadi tidak
berlaku.

Paragraf 2.
Pembukaan Xantor Cabang Pembante
Pasal 37

{1) Pembukaan KCP hanyn dapat dilakukan spabila-rencana pembukaan telah
dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.

{2) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada’ayat (1) hanya dapat dilakukan
dalam saty wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali
dengan persetujuan Bank Indonesia.

(3) Laporan keuangan KCP wajib Gignbunghon dengan laporan keusngan kentor
induknya pada hari yang samia.

Pasal 38

(1) Bank wajib menyamipaikat rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia
paling: lama 30/(tga poluh) hari. kerja sebelum. pelaksanaan. pembuksan.
lantor, disertal dengan:
a. daftar pemenubian persyaratan (compliance check list) atas kesiapan

operasional yang telah dipastikar oleh satuan kerja kepatuhan; dan

b. hasil'sindi Kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumish Bank.

{2} Delam\ rengke memberikan persctujuan simz penolakan ams permohonan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilekukan dengan mempertimbangkan:.
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. analisis hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumiah benk;
¢. analisis atas kajian scbagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2).
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(3) Penegasan dari Bank [ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
paling lama 20 (dua puluh) hani kerja seielah dokumen permohonan diterima
secara lengkap.

(4) Pelaksanasn pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelab tanggal pencgasan
dari Bank Indonssia.

(5)- Pelaksanaan pembukaan KCP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dileporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalni mekanisme pelaporan
sebagaimana diatur dalem ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor

Paragraf 3
Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas
Pasal 39

{1) Pembukaan XK atan KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja
kantor Bank Indoncsia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank

(2} Laporan kevangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan kevangan
kantor induknys pada heri yang sama, kecuali uotuk kegiatan FPE.

(3) Tidak. termasuk. sehagmpembukml(ﬂ{ adalsh kegjatan pameran ysng
dilakuken dalam rangka pumw, tictak bersifal permanen dan  hanya
menerima  setoran awalfitipan kas sesnai persyaratan setorsn minimal
pembukaan rekening.

{(4) Pelaksanaan pembukaan KK atau XPK wajib dilaporkan - Bayk kepada Bank
Indonesia meialui mekanisme pelaporan sehagaimana diatur dalam ketertuan
Bank Indonesia mengenai laparan. kantor. pusat basikc umgm.

Paragraf 4
Pembukaan Kantor Furigsional
Pasal 40

(1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila rzncanambukaantclah
dilaporkan dan mendapat penegadan Bank ladonesta.

€2} Jenis KF terdiri dari:

a. KF yang meiakukan kegidtan operasional; atau
b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional.

(3) KF scbagaimana divhakswd pada ayst {2) huruf a wajib menggabungkan
laporan keuangannya dengan laporan kevangan: -

a. KC Bank vang burada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia;

b. KC Bank (ordekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalamn wilayah kerja
kuntor Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank,
dengan persemjuan Bank Indonesia.

(4) Lapotan-kewangan KF sebagaimana dimaksud peda ayat (2) huruf b wajib
digabungkan dengan laporan kenangan kantor pusat Bank.

(5) Bank’wajib menyampaikan rencana pembuksan KF kepada Bank Indonesis
paling lama 30 (tiga puluh). hari kerja sebelum pelaksanagn pembukaan
kantor, disertai dengan daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list)
ates kesiapan operasional yang telah dipastiken oleh satuan kerja kepatuhan,
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{6) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk
pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan
pemberian kredit pada sckior produktif.

(7) Pelaksanaan pembukasn KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)
bari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

(8) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan
paling lama 20 {dua puluh) hari kerja setelsh dokumen permohonan diterima
secara .

(9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bapk wmnum.

Paragraf 5
"Pembukann Kantor Wilsyah
Pasal 41

{1) Pembuksan Kanwil hanya dapat dilakukan spabila rencans pembuksan telah
dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia.

(2) Bank wajib melaporkan rencana pembukasn Kanwil kepada Bank Indonesia
paling lama. 30 (tiga. pulub}. hari. kerja. sebelum pelaksanaun pembukaan
kantor, paling korang disertai dengan dokumen yang memunt:

a. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan
b. tugas dan kewensngan Kanwil.

(3) Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebageimana® KC dengan
kewenangan yang lebih loas selain waiih memenuhi kotentuan pada ayat (1)
dan.am.(ﬁ),jugax berlaku. prosedur. pembukaan KC sebugaimana dimaksud
datam Pasad 35 dan Pasal 36.

(4) Pelnksanaan pembukaan Kenwil wajib dilaporksn ol¢h Bank kepada Bank
Bank Indlonesia mengenai laporan kantor $usat bank umum.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Loar Negeri
Pasal 42

{1) Pembukaan KC, kantor peswakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang
bersifat operasional maupun: yang non operasional di luar negeri wajib
memperoleh izin Pimpinan Bank Indonosia.

Q}Kngm&hMMKCWMMMU)
paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran,

(3) Kegiatan yang dépet dilakukan oleh kantor perwakilan sebegaimana dimsksud
pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran.

(4) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam wakta 1
(satu) tahun torhitmg sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan,
dan dapat’ diperpanjang paling lama | (sat) tabun berdasarkan alasan yang
dapet dipertanggungjawabkan.

(5) Pmbman izin sebagaimans dimaksud pada ayst (1) hanya dapat diberikan
a. tehah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua pulah empat) bulan;
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b. telah mencantamkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-
jenis kantor lainnya- di luar negeri dafare Rencana Bisnis Bank;

¢. memenuhi persyaratan tingkat keschatan, kecukupan modal dan profil
risiko;

4. mempunyai alamat ataw tempat kedudukar kantor operasional vang jelas.

(6) Permohonan izin membuka KC dan jenisjenis kantor lainnya yang bersifat
operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan olch Bank kepada Bank
Indonesia den wajib disertai dokumen sebagaimuna dimaksod dalam Passl 35
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

(7) Permohonan izin membuks kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya
vang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh
Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen alasan pembukasn
kantor.

(S)mmmmmmmmmmehm
pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenisjenis kantor lainnyzs sebagrimana
dimaksud pada ayat (1), Bask Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokimnen; dan
b. analisis yang mencaknp anmtara lain kemampuan Bank termasnk tingkat
kesehatan dan hasil smdi

(Q)memmmemmmmmmkmﬂpadam
Qdanayat(?}ﬁbmkanpahnglambat%{dmpmuh)hmkma

dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 43

(1} Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalum Pasal 42 wajib
memperoleh izim dari otoritas di Negara setempat.

(2) Pelaksanasn pembukaan kantor sebagaimana dindaksud pada ayat {1) wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonecsia melaimi mekanisme pelaporan
schagaimana diatur datam ketentuan Bank Indoncsia mengenai laporan kantor
pusat bank umurn.

(3} Bank wajib menyampaikan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari
otoritas di negara seteropat paling buna 10 (seputuby) hari kexja seteloh tanggal
pembukaan kantor dari otoritas negara setempat.

Bugian ket
Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank

Pasal 44
Bank wajib mencintimian secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-
masing kamtor.

16. Ketefituas Pasal 47 diubah schingga berbunyi sebagai berikui:
Pasal 47

(1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib
memperoleh izin terlebib dahulu dari Bank Indonesia.
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(2} Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib
-dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh} hari kerja
sebelum pelaksanaan dan mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

(3} Permohonan persetujuan penurunan status kantor scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disjukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan:

a. langkah-lengkah yang ditempuh dalam rangka penyclesaian selurvh
kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lzinnya; dan

b. surat pernyatsan dari Direksi Bank ysng menystakan bahwa apebila
terclapat tuntitan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank.

(4) Persctujuan atas permchonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari keria setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Pelsksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atsu
penegasan _wbayimm dnnuksnd pada ayat (4) wajib_dilaksmam peling
Jama 30 (tiga puluh) bari kerja setelah tanggal perscinjusn atan pencgasan
perubahan status.

(6) Pelaksanaan perubhahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

17. Ketenman BAB VII dinbah sehingga berbunyi sehagai berikut:

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 49
(1) Pemindaban alamat Kantor Pusat dan/atan/KC wajib memperoleh izin
(2) Permohonan izin schagaimana dimaksud péda ayat (1) diajukan oleh Bank
kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga pulub) heri kevja sebelum
pemindahan alamat dilaksanakan.
(3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
a. daftar pemenuhan persyarsian . (compliance check list) atas kesiapsn
operasional yang felah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan;
b. rencana penyek:Saian-gtau pengalihan tagiban dan kewnjiben Bank; dan
e.. hasil: smdi kelaydican di tempat kedndukan bam yang paling kurang memuat
potensi ekogtomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang schat antar Bank,
dan tingket kejenuban jumlsh Bank.
(4) Pemindahan alamat KC yang dilakukan:
a. dalamr-satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia, namun berada di lokasi
yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksad
pada ayat (3) luguf a;
b. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama, namun berada

di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyarstan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) buruf a dan huruf b;
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¢. di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat KC awal berkedudukan,
wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, serta Pasal
35 dan Pasal 36.

(5) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke lokasi yang baru diikuti dengan pembuksan KC di lokasi lama kantor
pusat, maka pembukasn KC dimaksud berlaku ketentuan pembukasn KC
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 50
(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin
pemindahan alamat kantor pusai dan/atap KC sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat {1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas
kesiapan operasional yang telah dipastikun cleh satuan kerja kepatuban;
Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemeratasn pembangunsn
{2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor
pusat aten KC diberikan Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kesja
setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
(3) Pemindahan alamst kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diumumkan oleh Bank dalam:
a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasionzl, bagi pemindaban alamat
kantor pusat; atan
b. surat kabar yang mempunyai peredaran lups di tempat kedudukean Kantor
Cabang, bagi pemindshan alamat Ksuter.Cahang, paling lama 10
{sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberisn izin dari Pimpinan Bank
Indonesia.

(4) Pemindaban alamat kantor pusst dan/atza XC yang telah mendapat izin
schagaimana dimaksud pada ayat (2} wejib dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tunggal pemberian izin dari Pimpinen Bank Indonesia.

(5} Apabila sctelah jangka wakiu scbagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank tidak
melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atan KC, izin yang telah
diterbitkan menjadi tidak-berlaku,

{6). Pelakssmasn pemicdiahan slamat kantor pusat dan/atau KC wajib dilaporkan
oleb Bank kepada Hank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimane
distur dalam, ketentuan Bank Indonesia mengenai lapomn kantor pusat bank
unum.

Pasal 51
(1) Rencana pemindahan alamat:
a. Kaowil, KCP dan KF di dalam negeri; atau b. KC, kantor perwakilan, dan
jenis-ienis kantor lainnya di fuar negeri, wajib dilaporkan olch Bank kepada
Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan
pemindahan alamat kantor.
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{2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a wajib disertai dengan:
a daftar pemenuban persyaratan (compliance check list) atas kesiapan
operasional yang telah dipastikan oleh satuan kevja kepatuhan;
b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan
c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat
tingkat kejenuhan jumlah Bank.

Pasal 52
(I)WWﬂK&m!W&W&MMSI ayat (1)

ayat (2) huruf a.
(2) Pemindahan alamﬂ Kanwil yang melakukan kegiatan operasional
sebagaimana. K - memenuhi. persyaratan. pemindaban alamat KC

sebagaimana dimaksud datam Pasal 49 dan Pasal 50,

(3) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

-huruf a, yang dilakukan:

a. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang berdekatan wajib
memennhi persyaratan schagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
hurufa;

b. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan
wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalzns Pusal 51 ayat

- £2) hymif a dan bawuf b;

c. di luar kota’kabupaten sebelumnya wajib memenuhi keténtuan penutupan

KCPWWMM@%WMKCP
(4)Pemmdahwalmﬂw‘bmemenuhpexsymmmmﬁhm

a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayut (2) huruf a:

l}waﬁbmemmuh;pezsyammnsebagmmnadmxrpadaayat(s)humfadaa
huruf b; atan

2) wajib memenuhi persyaratai-sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 68.dan
Pasal 40 dalam hal pemisdahign XF di nar kotamadya/kabupaten
sebelumnya.
dimaksud dalancPasal 40 ayat (2) huruf b, persyaratan yang waijib
disampaikan beripa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2)
buruf a.

Pasal 33
(1) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (3) ztau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud
dalar Pasal 52 ayat (4) hurof a wajib dinmumkan oleh Bank dalam surat
kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kentor induknya
patmslama 10 (sepulub) hari kerja sejak tangpal penegasan dari Bank
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(2) Bank waijib melaksanakan pemindahan alamat KCP atau KF paling cepat 10
(sepulub) hari keria sejak tanggal pengumuman rencanz pemindshan alamat
dalam surat kabar dan paling lama 30 (tiga pulub) hari kerja sejak tanggal
penegasan Bank Indonesia.

(3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib divmumkan oleh Bank
di lokasi lama paling lama 30 (tigs puluh) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK.

(4) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK atan KPK wajib
dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan
pusat bank ymum.

(5) Pelaksanaan pemindshan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantoe
lainnya di luar negeni sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 51 ayat (1) buruf b
wajib dilaporkan oleh Bank kepads Bank Indonesia melalii mekanisme
pelaporan sehagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesin mengenai
laporan kantor pusat bank wmum.

(6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan/fotokopi izin
otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindaban alamat KC, kantor
perwakilan, dan jenis-jenis kaptor. laionya  di lnar negeri schagaimuna .
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b paling Jama 10 (sepulub) hari kerja
setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah schingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 60.

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip penibzban bentuk badan
hukum Bank sehagaimana dimaksud dalam Pasal’59 aydt (2) buruf a disjukan
oleh Bank kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan:

a. notlen Rapat Umurn Pemegang Sshanmi asau Rapat Anggota yang
menyetujui perubahan bentuk hukum dan perdbubaran badan hukum lama;

b. alasan perubahan bentuk badan hukum;

c. rancangan akta pendirian badan hulaim baru termasuk Anggaran Dasar;

d. rencana pengahiban seluruh hek dan kewsjiben dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru;

¢. dafiar anggota Dewan. Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan
dokumen sebagaimans dimeksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 10
huref ¢ angka } din angia 3, dalam. hal terjadi perobahan anggota Dewan
Komisaris dan sggota Direksi; dan

f data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayast (1) huruf b
disertai detigan dokumen scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
dalam halerjadi perubahan.

(2) Dalamv rengks” memberiken persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan:

a, penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadsp calon PSP,
calon anggota Dewan Komisaris dan/stau calon anggota Direksi, dalam hal
terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
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20. Ketentuan Bab X diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PENUTUPAN KANTOR BANK
Pasal 65
Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pasail 66
(1) Pemberian izin penutopan KC sebagaimana dimsksud daelam Pasal 65
mmmm
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melaimkan persiapaty
pemutupan KC; dan
b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan pentapan KC.
(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimena dimaksud
pada ayat (1) huruf a diajuken oleh Bank kepads Bank Indonesia dan wajib
disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langksh ysng akan ditempuh
dalam rangks penyelesaian selurah kewajiban KC kepada nasabah dan pihak

lainnya.

(3) Permohonsn umiuk memperoleh  perselujuan. penutupan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan olch Bank kepada Bank Indonesia
paling iama 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujues prinsip, dan
wajib disertat dengan:

‘a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewsjibau-Bank kepada
nasabah den pihak lain baik dari sisi aktiva maovpun pesiva telah
disclesaikan; dan

b. surat pemmyataan dari Direksi Bank bahwa langkahlongkah penyelesaian
seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pikak lainnya telah disclesaikan
dan apabila terdapat tuntutan di kemudisn han menjadi tanggung jawsb
Bank.

{4) Benk Indonesia dapat melekuken pemeriksasn kepada Bank terksit dengen
penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup,

(5) Persetujuan atau penolakan permchofiat persetujuan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atdn perohonan persetujuan pemutupan KC
sebagaimana dimaksud pada‘ayat {3) diberikan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja setelah dokunien permohonan diterima secars lengkap termasok
apabiia dilakukan pemériksaan sebagaimans dimaksud pada ayst (4).

Pasal 67

(1) Pelaksanasn penutupan KC yang telab mendapat persetujusn penutupan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib dilakukan paling lama
30 (tiga pulih kari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

(2) Pelaksandap pemitupan KO sebagaimana dimaksud pada ayst (1) wajib
diumumkah oleh Bank dalam. surat kabar yang mempunyai perederan tuas di
tempat kedudukan kantor Bank paling lama 10 {(sepuluh) hari kerja setelah
tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indopesia.

(3) Pelaksanaan penuntupan KC yang telah mendapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
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melaiui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

{(4) Apabila dalam jangka wakt schagaimana dimaksud dalamn Pasal 66 ayat (3)
Bank tidak mengajukan permohovan persetujuan penutupan KC, maka
persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

(5) Apabila daiam jangke wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak
diberikan menjadi tidak berlaku.

Pasal 68

{1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan
penutupan kendor dimaksud, dmﬂndmgnnmchmmmlmgkah-
KF kepada nasabah dan pihak lainnya.

(2) Pelaksanaan permitupan KCP atsu KF wajib dilakukan paling lama 30 (tiga
pulsh) hari keria setelah tanggal sumt penegasan dari Pank Indonesia.

(3) Pelaksansan penutupan KCP atmu KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada
Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporsn scbagnimana distur dalam
ketentuan Bank hsdonesia mengenai laporan kantor pusat bank vmum.

(4) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCP atau KF paling lama 10
(scpuluh) hari kerja sctelah tanggal penutupen, yaitu:

a dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada
nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telsh
disclesaikan; dan

b. surat pemyataan dari. Direksi Bapk bahwa langkeblangkah penvelesaian
selumh kcwajsban KCP atay KF kepadanasahah dnn ;nimk lainnya telah
disclesaikan dan apabila terdapat tuntuten di “emudisn hari menjadi

tanggung jawab Baok.

Pasal 684
Pelaksansan penutupan KK atan KPK wajib dilaporken oleh Bank kepads Bank
Indonesia melalui meksnisme pelaporin-Sebagaimana distur dalam ketentuan.
Bank Indonesia mengenai laporan kaifior pusat bank umunm.

Pasal 69

{1) Rencana penutupan Kéanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepeda Bank
Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) heri kerja sebelum tanggal penutupan.

(2) Pelaksanaan penpiupin Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
Indonesia melalul thekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank wnum.

(3) Pemutupan‘Xenwil yang melakukan kegiatan operasions] sebagaimana KC
dilakukan dengan mengikuti prosedur penutupan KC sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67.

Pasal 70
(1) Penutupan KC, kantor perwakilan, den jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat
operasional maupun non operasional di Iuar negeri wajib memperoleh izin
Pimpinan Bank Indonesia.
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(2) Permohonan wntuk memperoleh izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan penjelasan
mengenai:

a. langkah-langkah yang ditempuh dalam mngks penyelesaian selprub
kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan/atau pihak lainnya; dan

b. langkah-langksh yang ditempuh dalam rangks memperoleh izin penutupan
dari otoritas di Negara setempat.
(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen
permohonan diterima secara lengkap.
(4) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperoleh izin dari otoritas di Negara setempat.
(5) Pelaksanaan. pematupan. kantor sebagaimana. dimnaksud pada ayat (1) wajib
ditaporkan olch Bank kepada Bank indonesia mefalui mekunisme pelaporan
pusat bank . wnum.
(6) Dalam rangka penutupan KC dan jenisjenis kantor lainnya yang bersifat
operasiona!, Bank wajib menyampeikan dolammen kepada Bank Indonesia
paling lama 10 (sepuluhb) hari ketja. setelah tunggal pelaksanasn penutupan
sebagai berikut:
mmmgmwmmmmmmm
nasabsh dan pihak lain baik dari sisi aktiva mavpun.pasiva telsh
diselesaikan;

b. surat pernyatasn dari Direksi Bank bahwa Ingkahiangiab penyelesaian
diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di Kemwdian hari menjadi
tanggung jawab Bank;

2). Diantara Bab XI dan Bab X1 disisipkan 4 (satu) bab, yakni

Bab XTA schingga berbanyi sebagai berikut:
BAB.XiA
FELAPORAN

Pasal 78A
Tata cara penyampaian laporan mengenai pengangkatan, pemberhentian, atsu
penggantian Pejabat Ekséiautif Sérta pembukaan, pemindahan alemat, perubahan
status, dan/stau penutupan kantor Bank, dan sanksi terhadap pelaporan, mengacn
kepada ketentuan Bank Indonesia mengerai laporan kantor pusat bank umum,

Pasal 788
(1) Bank wajit imenyampaikan laporan umtuk posisi tanggal 31 Desember 2011
yang metnuat:
a. selurun Pejabat Eksekutif yang masih menjabat; dan
b. semus jenis kamtor Bank bemmpa KC, KCP, XKanwil, KF, KK dan XPK,
paling lambet tanggal § Februari 2012.
.{2)memdmkaﬁpadam{l}mgawpadafmntmg
ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.
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22, Ketentuan Bab XI{ diubah sehingga berbunyi scbagai berikut:

Bab X1I
SANKSI

Pasal 79

- (1} Bank yang melanggar Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayst (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
31A, Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayst (4) dan ayat (5), Pasal 34, Pasal 344,
Pasal 34C ayat (1), Pasal 3% ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan avat (3),
Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayai (1).dan ayat (2). Pasal 40 ayat (1),
ayat (3), syt (4), dyat (5), ayat (6), dan dyat (7), Pasal 41 ayst (1), ayst (2)
dan ayst (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan aynt (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal
44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 syat (1), ayat (2), dan ayat (5), Passl 48, Pasal
49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayst (3), Pasal 51 ayat (I}, Pasal 33
ayat (1), ayat (2}, dan ayut (3), Pasal 54 ayst (2), ayat (4), dan ayst (5), Pasal
55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58
ayut (1), Pasal 59 ayst (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayut (5), Pasal 63 aynat
(1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal
70 ayat (1) dan:ayat (4), Pasal 78A ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal
87, Pasal 87A dan Pasal 878 dikenakan sanksi administratif sesusi dengan
Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahum 1992  festang” Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
(2) Bank yang melanggar Pasal 3A dikenakan sanksi penilaian tingkat keschatan
Bank khusisnya fektor profile risiko (risk, pofile) ysng metode

penilaian tingkat keschatan bank umum.
(3) Bank yang melanppar kewsjiban pelaporan kepada Bank indonesia
sebagaimana dimaksud dalame Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1),

Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan@yat (2), Pasal 30 ayut (8) dan syat (9),
Pusal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal '43ayzt (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 55 ayst
(4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayut (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 51 ayat (5),

Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pusal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 syat

{6), Pasal 84, Pasal 85, dan)Pasal 86 dikenekan sanksi administratif sesuai

Pasal 52 Undang-Undang” Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan

sebagaimans telah”dnihah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,

berupa:

a. teguran tertolis dax kewsjiban membayar sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta
rupiah) “per. hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atan
pemuaian pengumuman untuk setiap laporan dan/sten pengumumean;

b. tepuran tertulis den kewajiban. membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluitjats rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atan tidak
melaksanaksn pengrmuman.

{4) Bank disyatakan tidak menyampaikan laporan dan/stau tidak melaksanakan
pengumuman schagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b apabils Bank
belum menyampaikan laporan atru Bank tidek menyampaikan laporan secara
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lengkap, dan/atan belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan
pengumuman,

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku
untuk laporan terkait pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat
Eksskutif serta laporan pelakssnaan pembukaan, perubahan status,

pemindahan alamat dan/atan penitupan kantor Bank.

(6) Pengenaan sanksi tegoran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan
tidak menyampaikan iaporan dan/aten pelaksansan pengumuman sebagaimana
dimeksud pada ayat (3) tidak menghapus kewgjiban bank untuk
menyampaikan Iaporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.

(7) Dalam hal penyampeian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan
pada ayat (3), samksi dimaksud dihitung per jumiah laporan dan/atan
pengumuman schagaimana tercantum dalam laporan/pengumumean gabungan.

23. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakai

Pasal §7A dan Pasal 87B.schingga. berbunyi scbagai berikut:

Pasal 87A

(1) Penyampaian laporan penpangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat
Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembuksan, perubdhen status,
pemindahan alamat dan/stau penutupen kantor Bank melalii-laporan kantor
pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

(2) Selama belum. dimungkinkan. peleporan melalui kiporan Kantor pusat bank
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank ‘ajib menyampaikan
laporan secarn offline setiap bulan, paling lamibsi pada tanggal 5 bulan

(3) Penyampaian laporan pengangkatan, periberhedtian atay penggantian Pejabat
Eksekutif sertza Japoran pelaksansan pembukaan, perubahan status,
pemindshan alamat dan/ainu penutipsn ksmtor. Bank sebagaimana. dimaksud.
pads ayat (2) untuk pertama kali disampaikan bersamaan dengan laporan
sehagaimana dimaksod dalam/Pasal 788 ayat (1).

Pasal 87B
Kewajiban untuk menysmipaiksan kajian yang menupekan lampiran Rencana Bisnis
Bank sebagaimana dishakud dalam Pasal 34A. disampaikan. pertama kali paling.
iama tanggal 30 Maret2012.

Pasal 11
Peraturan Rank Tiidonesia ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundsngsan Peraturan Bank
Indonesia.
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A. Komumiloasi ¢

1. Bagrimans pemyeharan imformasi tentang implementasi- kebijakan FT. Bank
Rakyat Indonesta (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI
(it dsm Teras BRI di wilayah Bapak/ Ibu berternpat tinggal? Kapan dilakulan,
nya?

2. Apakak penyebarsy informasi tentang pernbokzar Kantor BRF Unit dar Feras
BR1 di dacrah ini merata disemua wilayah?

3. Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
kepada masyarskat meliputi apa saga ? Twjuan, prosedur, pelaysnasn dan tempat
pemberian pelayanan 7

4. Menurut Bapak/ Tbu, jenis-jenis informasi tentang perobukaan Kantor BRI Unit
dan Teras BRL, apakaly dapat memberikan pemahéman kepada masyarakat di
dagrah ini 7 Pemabaman apa sajs yang diperoieh oléh saseran implementasi
kebijakan tersebat 7

5. MWWWMWWW

ndapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di dacrah

insi?-

6. ﬁmwm Mmmaﬁam&mmke&m
‘PT. Bank Rakyat Indonesia {perséro) Thk. Cabang Sintang, apakah sesuei dengan
konyataan kctika pelayanan porbankan diberikan 7
kebijakan PT. Bank Rakyat-liidonesia (persero) Thbk. Cabang Sintang tersebut
membantn masyarakst di‘daerah ini dalam pelayanan perhankan 7

B. SumberDaya :

1. Menurat Bapok/ fon, dalam implermentast kebijakan PT. Bank Rakyat fodonesia
(persezo}'l‘bk{fabmg Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRT
pibak manzjemen dan pekerja serta adminisirasi memiliki kemampuan dan
pengetahuan yang memadat 7

2. Kalau memadai, pelayanan yang diberikan apakah sangat optimal (baik) kepada
masyarakat 7
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3. Apekal kelubas Bagak / Ibo terhndap pelayanan pekerja di kantor PT.. Bank .
Rakyat Indonesia (persero)} Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan
dan administrasi 7 A

4. Apakah pelayaman perbankan di daersh ini ditangani oleh pekerja yang, ramah
cekatan dan cepat dalam melayani nasabah ?

ThE. Cabang Si kah ada kendals dalam pela bankan

C. Digposisi/Sikap

kebgakanm" BankRnkyatIndonesm(Pm)Tbk.CabmgSmng’

2. Apaksk: ads kebebasan bertindak stan melaknian inywovisast dalem implementasi
kebtjakan?'i‘ Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.CabangSmtang?jxkaada
mmmkehsbamﬁn&m&ﬂ

Implementasi kebijakan PT. Bank R&ky&i Iml'oncsia (Fersero} Tbk.
Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmesn itu dituangkan?

4. Bagaimana pengetaliuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi

kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah

sudah dipahami dengan haik?

D. Struktue Birokmsi . -

1. Bapaimana mekanisme dalam pembukaan Kaotod BRI Unit dan Teras BRI di
MW_MWM{PM)MCWW
smkﬁmorgm:masaxéiKmorBRIUmtdanTmBm?

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero} Tok?

4. Menunat Bapak/ Tbu apakah dalam, pelaksanaan atau prosedur operasi kerja yang

didapat dari Kantor Cabang mudah dipshami dan dimengerti oleh pekerja?

E. Kapabilitas Sumber Daya dan Organisasi

1. Memaret Bapak/\Tbu gpakakr setiap peningkatan karir karyawan untuk menduduki
jabatan terfenty dipilai  berdasarkan kemampuan dan konpentensi yang
m?
karimyadil’r.ﬁankRakyatindone&ia(Persam)MCahangSintang?

3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah SDM di Kantor Cabang simtang sudah dikelola
dengan baik 7
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4. Memwot Bapak/ T apskalr organisesss perusshaan Kantor Cabang Sintang

‘'merapakan orgagisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan
kemampua pekerja 7
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Jenis Kelamin
Nasabah Unit kerja
Alamat

A. XKomunikasi

Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI
siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasaran
gga‘?

2. %mhm&mﬁmmgmmm%mmmem
BRI di daerah ini merata di semua wilayah?

3. Informasi tensng pembukaan Keamtor BRI Unit dau Teras BRI yang disanspaiken
kepada masyarskat meliputi apa saja 7 Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat
pemberian pelayanan ?

4. Menurat Bapsk/ thu, infotmasi tentang pembukazn Kantor BRY Uit dan Teras
BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada Bapakiiha ¢ Pemahaman apa
yang Bapak/Tou peroleh dari implementasi kebijakan tersebut '/

5. Apakah dengan mengertinya Bapak/ Ibu akan progfam, implementasi kebijakan
tersobwt Bapak/ Ibu mendapatkan kemudahan dalan/pelayenan perbankan di
daerah ini?
kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?
membantu Bapak/Tbu di daerah ini'dalam pelayanan perbankan ?

B. %unfbeﬂ}aya:

1. Menurut Bapak/ fbuydalem implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia
W}MMMWWMBR{{M&QWM
pxhak managemen, pekeqa dan administrasi memiliki kemampuan dan

2. Amkamm;mm@mymmammﬂ Bank

Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan
dan adsimistrasi 7
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3. Apaksl pelayapan I'F. Bapk Rakyat Indonesia (Persers) Tbk, Cabarg Sintang &
daersh ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani
nasabab ?

4. Bagi para pasabah yang dilayani ‘di Kartor BRI Unit dan Teras BRI di wilaysh
PT. Bank Rakyat Indonesia (perserc) Tbk. Cabang Sintang apaksh adas kendala
dalam pelayanan perbankan ?

C. Disposisi/Stkap :

Bagaimana sikap atau taaggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?

2. Apakah Bapak/ Ibu mengetalni ada kebebasan bertindak atam melakukasn
improvisasi dafam implementasi kebijukan PY. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

3. Menurut Bapak/ Tbu apakah ada komitmen atan kesepakatan para pelaksana
kebijakan dalam mendukung Tmplementasi kebijakan PT. Bank Rakyst Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Sintang?

4. Bagaimana pengetahuan. dan pemahaman para pefaksana mengenai implementasi

kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang? Apaksh

substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran ksbijaken tersebu

D. Birokrasi

}. Bagaimana mekanisme dalam pembukaan. Kantor DRE Unit: dan: Teras BRE di
wilayah Kantor Cabang Sintang?

2. Bagaimana pembagian kerja dn fegas masing-aiasing pekerja berdasarkan struktur
wrganisasai ¢ Eantor BRT Unit dan Teras BRI?

3. Apakah dalam pelaksanaan atau prosedur.operasi kerja yang didapat dari Kantor
€Cabang mudah didapat dan dimengerti oloiy pekerja?

4. Apakah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Stntang juga
membuat peraturan pelaksanaan mengenai pembukaan Kantar BRI Unit dan Teras
BRI?

E. Kapabilitas sumber daya dap organisasi

1. Menurat peadapait-Bapal/Tha apakah sumber daya manusia dan ergamisast di BRF
Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang telah dikelola dengan baik
o

2. "Menurnt Bapek/ Thu, apakah sumber daya manusia & BRI Unit dan Teras BRI &1
wilayah Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik ?

3. Mwmwmmmer&msmg
merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan
kemampuan pekerja?
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Lampiran Wawancars Dengan Bapak Moharnad Djafart

PEDOMAN WAWANCARA
Identitas Informan:
Nama : Mohamad Djapari
Jertls Xelamir » Laki-Eaki

Iabatan/ unit kerja  : Mantri Unit/ Unit Bata Buil
Alamat :J1. Propinsi Batu Buil

A. Komunikasi ;

1. Dagaimans penyebaran imformasi tentang implementasi kebijakanm PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI di wilaysh Bapaky Ibu bertenspat tingpal? Kapan dilakniom,
m;mmm‘&mmm Toengganskan media apa dan siapa sasaran
nya
Jawab : _
harapan sasaran kebijakan, sebagian besar informasi hanya mengenalkan
informasi yang disampaikan melali orang lain. Tnformasi yang terpasang pada
Kantor BRI unit dan Teras BR} bagi masyarakat masih kurinig-informatif,

2. Apakah penycharan: informass tentang pembukasne Ko BRI Unit dan: Teras
Jawsab :
Penychacan informasi toatang pembukamn Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak
merata di semua wilaysh karena ada bebérapa wilayah yang keadaanya alamnya
olel jalnr tefekomunikasi (Telepon. sinyal Hp)

3, Informasi icntang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
pemberian pelayanan ?
Jawabh :
Informasi tentang pordbukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
kepada masyarakat meliputi tanggal pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI
dan produk-peodvk yang dilaveni, tujuannya mendekatkan pelayanan perbaskan
kepada masyarakat dan mendapatkan nasabab lebih banyak, prosedur pelayanan
dan tenipat pelayanan menjadi lebih dekat dengan tempat tinggal nasabah,

4, Mieourat Bapak/ Tbu, informasi tentang pembukaan Kamtor BRI Unit dan Teras
BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di dacrsh ini ?
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Esmahwmmsqiamg diperolehr-oleh sasaran implementast kebijakarn tersebut
.iawab
Informasi tentang pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan

pemahaznankepadamasyarakatéda%tcrseﬁutbahwadmgama&nya
pembukaan perbankan di daerah tersebut akan memndabkan mereka mendapatkan

pelayanan perbankan dengan baik,

5. Apakah dengan mengeriinys masyarakat akan program implementasi kebijakan
tersebut mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan: perbankan di daerah
ini?

Jawab

Masyarakat -akan mendapatkan kemudshan dalam -mengelola ‘kevangan mereka,
kemudahan dalam bertransaksi perbankan, dan dapat meningkatkan taraf hidup
‘masyarskat disckitamya

6. Memmut Bapak/ Tbu, informasi yang ads pada program implementasi kebijakan
PT. Bank Rakyal Indonesia (perseroy Thk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan
kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?

Jarwab -

Informasi yang ada pada program implementasi kebiiskan P1. Bapk Rakyat
Indonesia(Persero)Tbk. Cabang Sintang, sesuai dengan —kenyatsan ketika
-baik, seperti masth seringnya gangguan jaringan yang-menyebabkan fambatnya
pelayanan yang diberikan.

7. Menurut Bapak/ Tbu, apaksh informasi yang(ada pada program implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia {perserc) Tbk. Cabang Sintang tersebut
membanty masyarskat di-daerah int dalam pelayanan perbankan ?

Jawab :

Indonesia {Persero) Thk. Cabang Siatang sangat membantu masyarakat dalam
pelayayan perbankan, masysrakat akan semakin mengerti tentang perbenkan,
produk-produknys, fasilitas ,teknologi yeng digunakan dan prosedur yang dapat
dimamfaatkan untuk mieningkatkan taraf ekonomi dan kesejehateraannya,

B. Sumber Daya :

. Menurut Bapak/ Tbu, datam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyet Indonesia
)TbkCabangSmtmgdalmmhﬂmeBRiUmtmemBm
pengetahmymgnmadm?
Jawab :

Yl
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Bﬁmaﬁpiemmkehmw Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk.
Csbang Sintang pihak “manajemen, ‘pekerja dan administrasi sudah memiliki
kemampuan dan penpetabuan yang memadai, mamun belum sepenvhnya
mencapai apa yang diharapkan, oleh karena it perlu ditingkatkan pelatiban dan
pengembangan karyawan secara kontinyu dan terus menerus.

2. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank
Rakyat Indonesia (persero) Thk, Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan
dan adnvinistrasi ?

Jawab :
Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang
-namun toasih barus terus ditingkatkan

3. Apskah pelayaman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero} Thk, Cabang Sintany i
daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani
nasabah ?

Jawab -
Pelayanan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sudah ditangsmi
olch pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah, nammm

4. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
awab
Tbk. Cabang Sintang, sudah dilayani dengan baik. Kendala dalam pelayanan
perbankan, masih banysk daerah yang jarakniya jach, dan infrastroktut jalan yang
pelayanan kepada nassbab.

C. DhAsposisi/Sikap

1. Bagsimana sikap atau tatpgapan staf pelaksana dafan mendukung implernentasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
Jawab :
Sikap atau tanggapen staf pelaksana dalam mendukung mplementasi kebijakan
PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Thk. Cabang Sintang belum sepenuhnya
mencapai ape yang diharapkan oleh pihak manajemen.

kebijakan PT. Mwmmm)mcmngsm?jmm
daiam bentuk apa kehebasan itu diberikan?
Jawab :
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Pikak IFF. MW&WM}% Cabamyg Sintang memberikan
kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, namun
harus tetap sesuni dengan ketentuan yanp berdaku. Kebebasan tersebut seperti
kebebasan dalam mengosufkan ke pihek Kamtor Wilaysh BRI Jakasta berapa
banyak Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang akan dibuka di wilayah Kantor
Cabang Sintang

3. Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam
mendukung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen ita diteangkm?

Jawab ;

Komitmen atan kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam  mendukung

implementasi kebijakan PT. Bank Rakyaf Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Sintang, adalah dengan menandatangani secara bersama-sama kesepakatan

untuk dilaksanakan,

4. .Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pefaksana mengenal implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. Cabang Sintang? Apakah
substansi kebijakan seperti tjuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut
sudah dipahami dengan baik?

Jawab

Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai impiensentasi kebijakan
arah den sasaran, belum semuanya pelaksana /memdbami kebijokan tersebut
dengan baik.

D. Strukiur Birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam- pembukasn Kantor BRE Unit dan Teras BRI di
wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang?
Jawab :
Pihak PT. Bank Rakyat/inidonesia ( Persero) Tbk. Cabang Sintang mengusulkan
kep:hakaWﬂayahBRIénIakaﬂaﬁmtangmcmpemblMmerBRI
(RBM) untuk sgiu.fahun ke depan. Setelah disetujni oleh pihak Kantor Wilayah
BRI di Jakarta, pihsk BRI Cabang Sintang segera melengkapi syarat-syarat yang
telah ditestikan ke pihak Bank Indonesia, unmtuk mendapaitkan persetujusn
pembukian.

2. Bagaimana pembagian kerja- dan fungsi masing-masing pekerja berdasarkan
straktur organisasai di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?
Jawab :
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Fermasi pekerje- di- BRI Unit minimal-terdizi dari | orang Kepala Unit, | orang
Mantri Komersil, | orang Mantri Kredit Usaha Rakyat, 1 orang teller, 1 orang
Custornner Servis, 1 QOrang Petugas Adninistrasi Kredit Usaha Rakyat, Formasi
untuk Teras BRI terdiri dari 1 orang Mantr Teras, | orang Teller, 1 orang
Customer Servis.

3. Apa fingsi-fimgsi pekerja berdasarkan jabatan pekeria yang telah ditentukan oleh
pihek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk?
Jawab :
Kepala Unit bertugas sebagal pemimpin unit kerja, Mantri Unit sebagai petugas
pemasaranan, Teller bertugas menerima uang dan menyerahkan uang ke nasabah

4. Menurut Bapak/ Thu apakah dalam pelaksansan atau prosedur operssi kerja yang
didapat dari Kentor Cabang mudah dipahami dan dimengerti oleh pekerja?
Jawab :

Mkeﬁaming«ms&ngpckeﬁamwmmgdﬂmwﬁmfm
Pekerja telah ditentukam oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk
dan. waiib dibaca, dipabemi, di : dan ditand i oleh pekeria va
menduduki jabatan tersebut, untuk dilaksanakan dengan penuh tenggung jawab

5. ‘Bagaimana pengawasan atan monitoring terhadap perkembengan BRI-Unit dan
Teras BRI dilakukan?
Jawab :
Perkembangan BRI Unit dan Teras BRI yang tolah dibuka akan dilihat
keragaannya apabila tidak berkembang atau tidak menghasilkan keunfungan atau
laba dalam beberapa tahun, maka dipertimbangkad untuk di relokasi/dipindabkan
atau ditutup. Untuk pengawasan atair monitoring secara berkala setiap bulanmys
dilakukan oleh Kepala Unit sebagai pémimpin unit kerja, Asisten Masnager Unit

1. Memmut Bapak/ Ibuapakah setiap peningkatan karir pekerja untuk mendudulki
jabatan tertentu ‘diilai” berdasarkan kemampuan dan konpentensi yang
il Oxﬂﬂ ?
Peningkatan _karir, pekerja uniuk menduduki jabatan terfentu, didasarkan atas
kemampuan dan kompetznsi pekerja terhadap pekerjaan yang akan dijabatmya.

2. Apakah setiap pekera diberi kesempatan yang sama dalam mengembanghan
karimya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang 7
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Smwmkmmmm dalam mengembangkan karitnys
di BRI Cabang Sintang sepanjang pekerja tersebut memenuhi kriteria yang telah
«htentiskan oleh pilak BRI Cabang Sintang,

3. Menurut Bapak/ Ibu, apakah sumber daya manusia di Kamtor Cabang Sintang
suwdah dikelola dengan baik ?
Javwab:;
Sumber daya manusia i Kantor PRI Cabang Sintang perlu ditingkstkan
perhatian, seperti kenaikan grade pekerja, pengusuian pekerja untok mengikuti
Job Opening. Pihak mamajemen perlu secara berkala melakukan pembukaan/
penerimamn  pekerja-pekerja baru, agar BRI Unit yang ada- tidak kekwrangan.
tenngs kerja, karena pekenja Iainnya naik jabatan/promosi, pindah ke Kamtor
4, Menurut Bapak/ Tba apakah orgamsasai perusabasn Kantor Cabang Sintang
merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan
kenmmpmpekena?

(}z:gamml perusahaan Xanior BRI Cabang Sintang selalu mendarong pekerjanyn
dalam meningkatkan kemampuan pekerjanya
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Identitas Informan:

Nama : Oktavianus As

Jenits Kelamin : Laki-Eaky

Jabatan/ enit kerja  : Kepala Unit/ BRI Unit Tebelian

Alamat :J1. Sintang — Pontianak Simpang Nanga Pinoh
A. Komunikasi :

8. Bagzimana penycbaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ ibu berteropat tinggal? Kapan ditskulcn,
nya?

Yawabr -

Tidak semua pelaksana di lapangan memberikan ketcrangan yang jelas
kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur memperoleh pelayanan
perbankan. Informasi yang disampaikan sebagian besar dilakukan oleh petugas
pemasaran/ mantri yang menyampaikannya kepada masyarekat atau nasabsh.
Pengunaan media komunikesi lainnya pertu dilakoken secsra kontinyu seperti
pengunaan: brosur, iklan di radio: dan surat kabar setempat.

9. Apsksh penyebaran informasi tentang pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras
BRI di daerah ini merata disemua wilayah?
Jawab :
Penyebaran informasi tentang permbukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak
merata di semua wilayah karena ada beberapa wilayah vang keadaanya alamnya
oleh jalur telekomumikasi (Telepon, sinyal Hp)

10. Informasi tentang pernbrakaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
kepada masyarakat meliputi apa saja ? Tujuan, prosedur pelayanan dun tempat
pemberian pelayanan?

Jawab :

Informasi tenfang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
kepada masyarakat meliputi tanggal pembukaan Xantor BRI Unit dan Teras BRI
dan produk-produk yang dilayani, tujuannya mendekatkan pelayanan perbankan
kopada masyareket dan mendapatkan nasabah lebih banyek, prosedur pelayanan
dan tempat pelayanan menjadi lebih dekat dengan tempat tinggal nasabsh,
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11. Menurut Bapak/ Thu, informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras

BRI, apakah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di dacrah ini ?
Pemahaman apa saja yang diperoleh oleh sasaran implementasi kebijakan tersebut
7
Jawabh :
Informasi tentang pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan
pemahaman kepada masyarakat di dacrah terscbut babwa dempgam adanya
pembukaan perbankan di daerah tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan
pelayanan perbankan dengan baik.

12, Apakali dengan mengerfinya masyarakat akan program implementasi kebijakan
tersebut mereka mendapatkan kemudahan dalam pelayanan perbankan di daerah
ini?

Jawab <

Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola kevuangan mereka,
kemudshan dalam bertransaksi perbankan, dan dapst meningkatkan taraf hidup
masyarakat disekitarnya

13. Menurut Bapak/ Ibu, informasi yang ada pada program implementasi kebijaken
PT. Bank Rakyat Indonesia (perseroy Thk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan
kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan ?

Yewnb-

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat
indonesia (Persero)Tbk. Cabang Sintang, sesuni dengan kenyataan ketika
pelayanan perbankan diberikan, meskipun beluim) sepesuhnya berjalan dengan
baik, seperti masih seringnya gangguan jaringan yang menyebabkan lambatnya
pelayanan yang diberikan

14. Mepurut Bapak/ Tbu, apakah informasi. yang ada pada program implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang tersebut
_membantn masyarakat di daerabin dalam pelayamsn perbankan 7
Jawab :

Indonesia(Persero) ThE Cabang Sinfang sangat membantu masyarakaf dalam
pelayanan perbankan; Kirens masyarakat dapat segera dengan mudah mengelola
kenangannya, serts dapat ‘meningkatkan taraf ckonomi dan kesejchateraanmya.

B. Sumber Daya :

(persero) Tbk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan Teras BRI
o . dan peked Iministrasi Hiki ) dan
pengetahuan yang memadai 7
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Jawab :

Dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
CabmgSuﬁmgphakmmmm&madma&anmmﬁabmmﬂm
kemapuan dan pengetahuan yang memadai, namun belum sepenuhnya mencapm
apa yang dibarapkan, oleh karena itu perlu ditingkatkan pelatihan dan
pengembangan karyawan secara kontinyu dan terus menerus.

6. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank
Rakysat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan
dan administrasi 7
Jawab :

Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat hndonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang
namun masih harus terus ditingkatkan

7. ‘Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia {Persero) Thk, Cabang Sintang di
daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayam
nasabah 7
Jawab :

Pelayansan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk, Sudah ditangani
oleh pekerja yang ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabsh, namun
belum sepenuhnya mencapat apa yang diharapkan oleh pthak roanajemen.

8. Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
Thk. Cabang Sintang apakah ada kendala daiam peiayarén perbankan ?
Jawab :
Bagi para nasabah yang dilayani di Kantor/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Csbang Sintang, sudah dilayani dengan baik. Kendala dalam pelayanan

C. Disposisi/Sil

5. Bagaimana sikap ateu tafggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang?
Jawab :
Sikap atsu tangpapan staf pelaksana dalam mendukung mplementasi kebijakan
PT. Bank\Rakyai Indonesia (Perseo) Tbk. Cabang Sintang belum sepenubmya
mencapai apa yang diharapkan oleh pithak manajemen.

6. Apakah ada kebebasan bertindak atau mejakukan improvisasi dalam implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Sintang ? jika ada
dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?
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Jawab-:

Pibak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabamg Sintang diberikan
kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan terscbut, namun
harus tetap sesuai dengan ketentnan yang berlaku. Kebebasan tersebut seperti
kebebasan dalam mengusulkan ke pihak Kantor Wilayah BRI Jakarta berapa
banyak Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang akan dibuka di wilayah Kantor
Cabang Sintang

7. Bagaimana komitmen aten kescpakatan para pelaksana kebijskan -dalam
mendikung Implementasi kebijakan PT. Bank Rakyst Indonesia (Persero) Thic
Cabang Sintang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?

Jawab :

implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesin (Persero) Tbk. Cabang
Sintang, adalah dengan menandatangani secars bersama-sama kesepakatan
tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan
untuk dilaksanakan,

kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang? Apakah
substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kébijakan tersebut
sudah dipahami dengan baik?

Jawab :

Pengetalinan dan pemahaman para pelaksana mengenal implementasi kebijakan
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabanig Sinfang, seperti tujuan, target,
dengan baik.

D. Struktur birokrasi

1. Bagaimana mekanisme dalam pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras BRI di
wilayah Kantor Cabang Sintang?
Jawab :
Pihak PT. Bank Rakya( Indonesia ( Persero) Tbk. Cabang Sintang mengajukan
usulan ke pihak Kantor Wilayah BRI di Jakarta tentang rencana membuks Kantor
BRI Unit dan Teras BRI berdasarkan data-data penelitian dan kelayakan untuk
pendirian unit-kerja. Setelah mendapat persetujuan oleh pihak Kantor Wilayah

BRI di Jakarta, pihak BRI Cabang Sintang segera melengkapi syarat-syarat yang
telah -ditentukan ‘oleh pihak Bank Indonesia, untuk mendapatkan persetujuan

pembukann,

2. Bagaimana pembagian kerja dan tugas masing-masing pekerja berdasarkan
struktur organisasai di Kantor BRI Unit dan Teras BRI?
Jawab :
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Formasi pekerja di BRI Unit minimal terdirt dari 1 orang Kepala Unit, 1 orang
Mantri, 1 orang teller, 1 orang Customner Servis. Formasi untuk Teras BRI terdiri
dari 1 orang Mantri Teras, } orang Teller, 1 orang Customer Servis. Untuk umit
-kerja yang potensial dan sudah berkerabang formasi untnk mantri, terdiri dari 1
orang manixi komersil, 1 orang mantri Kredit Usaha Rakyat. Untuk keamanan
kantor pibak BRI berkerjasama dengan Jembaga outsorsing menempatkan 1 orang
satpam schagai petugas keamanan

3. Apa fungsi-fungsi pekerja berdasarkan jabatan pekerja yang telah ditentuken oleh
pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok?
Jawab :
KMU%WWWWWWMWM
pemasaran yang menangai pinjaman, snmpanan, Teiierbemxgasmmmauang
Servive schagai petugas administarsi.

didapat dari Kantor Cabang mudah dipahami dan dimengerti oleh pekerja?
Jawab :

Prosedur kenja masing-masing pemegang jabatan sudah ditentukan oleh prthak
Kantor Cabang. Untuk peékerja yang menduduki jabatan fersebut harus
melaksanakan sespai dengan ketentuan dan uraian jabatan yang-telah ditentukan

5. Bagaimana pengawasan atau mounitoring terhadap peskenibangan BRI Unit dan
Teras BRI dilakukan di Kantor Cabang Sintang?
Jaweab :
Perkembangan BRI Unit dan Teras BRI\(vang telah dibuka akan dilihat
perkembangannya apakah dapat menghasiikan jaba setelah jangka waktu yang
telah  ditentukan, apabila tidak berkémbang maka dipertimbangkan pntuk di
relokasi/dipindahkan atay ditutup.

E. Kapabilitas Sumber Daya danOrgantsasi

}. Menurut Bapak/ Ibu apdkeb. setinp peningkatan karir pekerja untuk menduduki
jabatan tertentu dintlai bérdasarkan kemampuan dan konpetensi vang dimilikinya
?
Jawab :
Untuk menduduki jabatan tertentu, pekerja harus memiliki kemampuan dan
konpentensi\ di bidang tersebut, persyaratan-persyaraten yang harus dipermhi
atasan.

2. Apakah setiap pekerja -diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan
karimya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang ?
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Jawab-:

Setiap pekerja diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karirnya
sepanjang memiliki kemampuan dan sanggup dalam melaksanakan pekerjaan di
jabatan tersebut

3. Menurat Bapak/ Tou; apakah smmber daya manusia di Kantor Cabang Sintang
sudah dikelola dengan baik ?
Jawab :
Sumber daya manusia di Kemtor BRI Cabang Sintang, perln mendapat
pembinaan, pengembangan dan pelatiban agar berkuelitas, Pibak manajemen -
harus terus meningkat dan memperhatikan sumber daya manusia yang ada, baik
kewajiban dan hak-hak pekerja.

4. Menurut ‘Bapak/ Tbu apakah organisasai perusahaan Kantor Cabang Simtang
qumw\mmmm.mm
Jawab : ’

a
WWW%M&WSMWMWW
cara meningkatkan Ruslitas sumber daya manusianya, kemampuan pekerja untuk
meningkatkan kemajuan organisasi perusshaan
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PEDOMAN WAWANCARA
Identitas Informan:
Nama : Khairad
Jenis Kelamin: : Laki-Laki 4
Nasabah Unitkerja  : Nasabah Teras BRI Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinoh
Alamat : Jalan Propinsi Sintang — Ng.Pinoh, Desa Labang Kecamatan
Belimbing, Kabupaten Melawi,
A. Komunikasi

1. Bagaimana penyebaran informasi tentang implementasi kebijakan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI
Unit dan Teras BRI di wilayah Bapak/ Tbu bertempat tinggal? Kapan dilakukan,
siapa yang memberikan informasi, menggunakan media apa dan siapa sasaran
nya?

Jawab :

Informasi tentang pembukaan Kantor Teras Pasar Pagi BRI Unit Nanga Pinch

dkcetabui setelah Kantor Teras BRI di buka, informaai tersebul di peroleh dari

informasi masyarakat tentang telah dibukanya Teras BRI di-jokasi pasar pagi

Nanga Pinoh. Pihak Bank BRI masih kurang dalam menginformasikan ke
ok buksan | be

2. Apakah penyebaran informasi tentang pembukadn Kantor BRI Unit dan Teray
BRI di daerah ini merata di semua wilayah?
Jawab :
Penyebaran informasi tentang pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras BRI tidak
merata, karena tempat tinggal yang terpencar-pencar dan ada beberpa wilayah
yang jarak dan jangkauannya javwh deri BRI Unit dan Teras BRLE

3. Informasi tentang pembukdan-Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
kepada masyarakat melipiti-dpa saja 7 Tujuan, prosedur pelayanan dan tempat
pemberian petayanan’?

Jawab :
Informasi tentetig-pembukaan Kantor BRI Unit dan Teras BRI yang disampaikan
meliputi jenis-jenis pelayanan yang diberikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk mendapatican pelayanan dan lokasi dari BRI Unit dan Teras BRI yang baru
dibuka.

4. Menurut Bapak/ Ibu, informasi tentang pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras

BRI, apakab dapat memberikan pemahaman kepada Bapak/Tbu 7 Pemahaman apa
yang Bapak/Tbu peroleh dari implementas: kebijakan tersebut 7
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Jawab-:

Informasi tentang pembukasn Kantor BRI Unit dan Teras BRI memberikan
pemahaman kepada saya bahwa berhubungan dengan bank akan semakin mudah,
karena jaraknya yang dekat dengan tempat tinggal saya, schinnga memudahkan
saya dalam berttransaksi, selain ftu memudabkan saya dalam bermitra

mengembangkan kegiatan usaha yang saya jalani

5. Apakah dengan mengertinya Bapak/ Ibu akan program implementasi kebijakan
terscbut Bapak/ Tbu mendapatkan kemudshan dalam pelaysnan perbankan di
daerah ini?

Jawab :

Dengan mengertinys says akan program implementasi kebijakan tersebut, saya
dapet memfantkannya dalam mengelola keuangan dan usaha yang saya jalani, dan
, m fastkan fasilitas-fasili elah disedial : fasilites E
Chanel dan fasititas 4TM dalum melalukan transaksi perbankan

6. Menurut Bapak/ Jou, informasi yang ada pada program implementasi kebijakan
PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Thk. Cabang Sintang, apakah sesuai dengan
kenyataan ketika pelayanan perbankan diberikan 7
Jawsh :
W@m}mcmsmbehmmmyawyamm
pelaksana di lapangan belum memberikan keterangan ‘secars jelas dan
menyelurch kepada saya tentang bagaimema menipevoicht prosedur pelayanan
perbankan secara lebih lengkap

7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah informasi yung ads pada program implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (percero) Tbk. Cabang Sintang tersebut
membuntu Bapak/Tbu di daerah ini dalam pelayanan perbankan ?

Jawsah :

Informasi yang ada pada program implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat
Indonesia(Persero} Tbk. Cabang \Sintang sangat membant: saya mendapatkan
informasi bagaimana meniperolel’ pelayanan perbankan, mendapatkan fasilitas
yang ada sehingga memudahkan dan saya dalam bertansaksi,

B. Sumber Daya

1. Menurut Bapaly/ Thu, dalam implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia
{persere) Thk Cabang Sintang dalam membuka Kantor BRI Unit dan teras BRI,
pihak ‘manajemen, pekerja dan administrasi memiliki kemampuan dan
pengetahuan yang memadai 7
Jawab :
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Dalam implementasi kebxjaican PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)} Tbk.
Cabang Sintang pihak manajemen, pekerja dan administrasi sudah cukup
memiliki kemampunan dan pengetahuan yang memadai.

2. Apakah keluhan Bapak / Ibu terhadap pelayanan pekerja di kantor PT. Bank
Rakyat Indonesia {(persero) Tbk. Cabang Sintang terhadap pelayanan perbankan
dan administrasi ?

Jawab :

Pelayanan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sintang
‘terhadap pelayanan perbankan dan-administrasi sudah cukup baik, Namun belum
semua pekerja memberikan pelayanan perbankan dengan baik.

3. Apakah pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk, Cabang Sintang di
daerah ini ditangani oleh pekerja yang ramah, cckatan dan cepat dalam melayani
nasabah 7
Jawab -

Pelayansn perbankan PT. Bank Rakyat Indomesis (Persero) Thk. sudah ditangani
oleh pekerja yang cukup ramah, cekatan dan cepat dalam melayani nasabah,

4. Bagipmmsabahyﬁngdiiaymﬁ&iKanerRIUrﬁtmeerasBRIdiwﬂayah

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero} Tbk. Cabang Sintang apakah ada kendala
dalam pelayanan perhaokan 7
Jawab : ,
Kendala nasabsh yang dilayani di: Kantor BRI Unit dai Teras BRI di wilayah PT.
Bank Rakyat Indonesia (Perseroj Tbk Cabany Sintang dalam pelayanan
perbankan adalah sering terjadinya gangguan| jafingan internet, schingga
pelayanan menjadi lambat.

C. Dasposisi/Sikap

1. Bagaimana stkap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyatindonesia (Persero) Thk. Cabang Sintang?
Jawrab :
Belum semua staf pelaksana memahami dan medukung sepenvhnya implementasi
kebijakan yang dijalankan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Sintang.

2. Apakah Bapak/ Tbu mengetabui ada kebebasan bertindak atau melakukan
improviaasi daiam implementasi kebijakan PT. B&akﬁnkyatlndm:a(l’m)
Tbk. Cabang Sintang ? jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawab :
Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero} Thk. Cabamg Sintang diberikan
kebebasan melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti
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kebebasan untuk pengusulan lokasi tempat  pembukaan unit-unit kerja barn di
wilayah Kantor Cabang Sintang

3. Menurut Bapak/ Ibu apaksh ada komitmen atau kesepakatan para pelaksana
kebijakan dalam mendukung Implementasi kebijaken PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Thk. Cabang Sintang?

Jawab :

Komitmen atan kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung
implementasi kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabeng
membahas implementasi kebijakan tersebut.

4. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pars pelaksana mengenai implementasi
kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang? Apakah
substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut
sudah dipahami dengan baik?

Jawab :
Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai implementasi kebijakan
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk. Cabamg Sintang, seperti tujuan, target,

C. Birokrasi

1. Bagaimana mekanisme- dalam pembukasn Kantop BRI Unit dan Teras BRI di
wilayah Kantor Cabang Sintang?
Jawab :
Dalam pembukaan Kantor BRI Unit dar Teras BRI pihak BRI Cabang Sintang
tidak mendapat kesulitan, karena magyarakat merasa dengan pembukaan tersebut

2. Bagaimana pembagian kerja dn tigas masing-masing pekerja berdasarkan struktur
organisasai di Kantor BRI Upit daznt Teras BRI?
Jawab :
Petugas yang ada di’Ksintor BRI Unit dan Teras BRI sudah cukup jumlahnya,
narmun perlu ditingkatkan kemampusnoya agar lebih baik lagi dalam melayani
nasabah.

3. Apakah dalam pelaksanaan atan prosedur operasi kerja yang didapat dari Kantor
Cabang'mudah didapat dan dimengerti oleh pekerja?
Jawab :
Prosedur operasi kerja di BRI Unit dan Teras BRI sudah baik, agar terus
ditingkatkan untuk menjomin kenyamanan dan keamanan dalam bertansaksi
perbankan.
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4. Apakah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sintang juga
membuat peraturan pelaksanaan mengenai pembukaan Kantar BRI Unit dan Teras
BRI?

Jawab :

Pihak PT. Bank Rakyst Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sintang menerapkan
peraturan yang sama vntuk semuz Kamor BRI Unit dan Teras BRI di wilayah
Kantor Cabang Sintang,

D. Kapabilitas sumber daya dan organisasi

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah sumber daya manusia dan organisasi di BRI
Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang Sintang telah dikelola dengan baik
7
Jawab :
Sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di wilayah Kantor Cabang
Sintang telah cukup dikelola dengan baik, terhadap lingkungan sekitarnya
hub%rggnismi perusshasn dengan lingkungan masyarskat juga berialan:

2. Menurut Bapak/ Tha, apakah sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI di
wilayah Kantor Cabang Sintang sudah dikelola dengan baik 7
Jawab :
Sumber daya manusia di BRI Unit dan Teras BRI i wilayah Kantor Cabang
Sintang, perlu peningkatan kuantitas dan kualitaS pekéria agar mampu bersaing
dengan lembaga kevangan dan perbankan lainnya.

3. Menurut Bapak/ Tbu apakah organisasai perusahasn Kantor Cabang Sintang
merupakan organisasi yang baik, yang mendorong pekerja dalam meningkatkan
Jawab : pekene
a
Organisasi perusahaan Kantor Cahang Sintang termasuk organisagi yang ferus
berkembang, pihek Kantor BRI Cabang Sintang agar terus meningkatkan
kuantitas dan kualitas pekerjanya dan diharapkan membuka unit-unit baru agar
perbankan.
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Lampran 4. PEDOMAN OBSERVASE

No Fokus Penpamatan Ada | Tidak Keterangan

1 | Daerah dan wilayah yang potensial | v - | Lokasi strategis
(Terdapat perusahaan perkebunan | (terletak di pusat
dan industri serta banyak sektor ekonomi} dan mudeh
usaha masyarakat) untuk dijangkau masyarakat
pembukaan Kantor BRI Unit dan
- Teras BRI di wilayah Kantor
Cabang Sintang

2 | Apakah ada kendala teknis, dan v | =~ |Inftastruktur jalan yang
kemampuan / skil karyawan di rusak berat dan kuantitas
dalam pembukaan Kantor BRI Unit | dan kualitas sumber
dan Terss BRYdi wilayah Kantor ' - daya mmyasia YEOE
Cabang Sintang ! “belum memadai

3 | Apakah ada strategi dalam v - | Lokasi terletak di tempat
Teras BRI di wilayah Kabupaten usaha malyprakat {
Sintang dan Kabupaten Melaw: perdagangan,

perkebunan, pertanian, |
industti dan fasa
laihnya)

14 | Apakah kebijakan tersebut disertai v 4/ 1-Mereknit pegawai baru,
dengan adanya peningkatan mickaksanakan
komunikasi, sumber daya, pendidikan dan
disposisi/ sikap dan struktar pelatihan serta promosi |
birokrasi produk.(Pesta Rakyat

{ Simpedes, simpedes

{ badish lsngsung, panen
bulan:m simpedes,
Grebek Pasar )

5 [ Apaksh kebijakan tersébut-dapat v - { Mendekatkan dan
meningkatkan pelavanan dan meningkatkan pelayanan
kemajuan perusahaan dan kepuasan nasabsh.

Karena tempat tempat
pelayanan semakin
dekat dengan tempat:
tinggal nasabah

6 | Apakah ada kendala dalam - v | Kualitag sumber daya
penpembangan pembukaan Kantor manasia yang masih
BRI Unit dan Teras BRI kurang seperti

kemampuan,
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pengetahuan dan
pengalaman yang
ebatas,

7T 1 Apakah ada peneliian sebelum v - ] Untuk memastikan
dilakukan pembukaan Kantor BRI tempat tersebut strategis
Unit dan Teras BRY {terfetak di pusat f
' ekonomi} dan layak (
akan memberikan
8 | Apakah ada manfast bagt v « | Untuk mendekatkan
magyarakat dalam membuka pelayanan perbankan
Kartor BRI Unit dan Teras BRE pade mayyarakat
memudahkan dalam
menabung, meminjam
bank lainnya )
9 | Apakah adaupaya promost dan v ~ | Promosti lewat papan-
pemasaran dalam membuka Kantor i penguman di kantor,
BRI Unit dan Teras BRI pemberian  souvenir
10 | Apakah ada faktor-faktor yang v - 1 Tidak seraua desa dan
mempengaruhi datam pelaksanaan | kecamstan ads jaringan
pembukaan Kantor BRI Unitdan listrik, dan jaringan
Teras BRE ¢ jaringan IT, Jaringan | telekomunileasi)
Listrik, telopon)
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PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)}Tbk

KAMTOR CABANG SINTANG
i Sucipto No.2 Telp. (0565)21504 Facs (05665)22309 Sintang

SURAT KEPUTUSAN
Nokep : B. 95 /KC-XVIMKR/09/2012

Tentang

PENETAPAN REVISI RKA TAHUN 2012 -

UNTUK BRI UNIT
KANTOR CABANG BRI SINTANG

PEMIMPIN CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) SINTANG.

MENIMBANG- 1 lntuk memberkan arash pengembangan bisnis setiap BRI Unit di
-wilayah Kantor Cabang BR! Bintang maka dipandang periu ditetapkan
angka Rencana Kerja Anggaran { RKA ) untuk tahun 2012,

z. Unfuk memberikan ukuran dan penilaian terhadap kinerja para Kaunit
dan Maniri BR! Unit serta mengukur fingkat keberfhasilan pencapaian
xaragaan usaha masing-masing BRI Unit tahun 2012

3. Mendnrong kompetisi di BRI Urnit daiam Preogram Fenghargaan BRI Umit -
untuk memenangkan nadiah PPBL/SIPKC

-l

. Penetapan Revisi Breakdown RKA dar Kanwil BRI Jakarta 3 urtuk

Fanca BRI Sinjang sesual L irat Keputdsan Kanwil BRI Jakarta 3 Nokep
SN2 XVIGJIIUAMINICEL. S 12 tanggal 23 Agusius <012 seria dengan
mempertimbangkan potenst hishis i wilayah kerja unit masing-masing.

MEMGINGAT:

2. Surat Edaran Kanpus BR! Jakarta Nose: S.04-DIR/IMKR/02/2011 tanggal
28 Pebruan 2011 tentang Program Penghargaan BRI Unit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  Angka-Revisi RKA Tahun 2012 untuk Mikro dan masing-masing
BRI UnitKantor Cabang Sintang sebagaimana {ercantum dalam
lampitan Surat  Keputusan ini.

L2

Dangang .. 4....

R e 2 el

- | | )

SACCUNONE SEKTE Ve Daand Sesnor e Ddapiteaady
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I. Apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ni
akan diadakan ralal seperlunya, dan apabila terdapat perubahan
penetapan RKA tahun 2012 dan Kanwil BR! Jakaria 3 maka akan
dibuat Revisi

e

Setenmanya surat keputusan ini tentang breakdowrn RKA tahun 2012
agar segera dilakukan tindak fanjut perencanaan demi pencapsisn
yang maksimal dan menjadi motivasi dalam meraih keberhasilan seria
meryadi bahan evaiuas! ferhadap pencapaian setiap bulan.

3. Surat Kepuiusan ini diberikan kepada -

L. Sdr Kaunit BRI Sintang Kota
I Sdr Kaunit BRI Nanga Pinoh
1. Sdr. Kaunit BRt Sepauk

4. Sdr. Kaunit BRI Pasar Inpres
5. Sdr. Kaunit BRI Kelam Permai
4 Sdr Kaunit BRI Tebelian

7. Sdr Kaunit BR! Batu Buil

3. Sdr. Kaunit BRI Simpang Lima
2. Sdr. Kaunit BRI Manis Raya
1. Sdr. AMBM Kanca BRI Sintang.

Sura: Keputusan it dissmpaikan kepada saudara uniuk dipedomasn

dan dilaksanakan sehaik-baiknya dengan panuh tapggungiawab.

{mtetapkandy, - Smtang
Fadafanggal 03 September 2012

;PT BANE RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )
! KANTOR CABANG SINTANG

Pemimpin Cabang

R %dr P@mshk Kanca BR! Sintang.
2 Are: 1.

wE PN A KA ESR e Pemie Der Samer g e
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4 LABA
Noi  BRIUNIT 5 5576 T Des 2011 | Dea{A) | Des 3012 | Dela(A)
1|Nanga Pinoh 4917 4.859 (58] 5717 858
FlSimang Kota 3,312 3.665 353 4160 495
HSepauk 1,793 2,064 271 2400 306
4iPasar inpres 580 843 353 1175 232
BlKatam Permai 522 1,896 974 2900] 304
6{Tebelian 1005 1,597 557 F000] 403
7|Batu Buil 564 1,004 470 1,100 )
8/Simpang Lima 160y (223} (63} 711 o934
diiaris Raya - (185 {185) 0.10 185
otal 12,063 15 620 | 2,657 19,463 3,843

Sintang, 03 September :2012

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Thk

KANTOR CABANG SINTANG

ey /
7 v &
Wahvu Widatomo / Faisal Achmad
Pemimpint Cabang AMBM

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"




, | 41603
REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

PH
Noj  BRIUNIT Des 2010 | Des 2011 | Dewa{h) | Des2012 | Delta{A)
1jNanga Pinoh ; 406 406 350 (56|
21Sintang Kota 1 B9 88 157 68
3|Sepauk - Q4 a4 120 26
APasar Inpres &7 . 291 234 285 {8)
SlKalarn Permai BT 277 242 280 3
Sl ebelian 7 218 11 200 {18)
-7iBatu Buil - 35 35 75 40
BiSimpang Lima -~ 5 5 40 35
SManis Raya . - - - -
Total 100 1,415 1,315 1,607 az

Sintarg, 03 beplember im 2
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Tbk

KANTOR CAHANG SINTANG -

T

TN A

Wahyu Widotomo 7 Faisal Achmad
Pemimpin Cabang AMBM
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Nol BRI UNIT TAHUN 2611 RKA TAHUN 2012
KOMERSIL KUR BRIGUNA TOTAL  |[KOMERSILT RKyR | BRIGUNA | TOTAL |

1iNanga Pinch 10,431 2,253 L w7.he8 40082 15,300 5,430 35048 56 878
2Sintang Kots 8514 1.784 8,987 19,285 11,250, 4427 198431 27320
3jSepauk 6,796 2,004 8,750 15 550 7521 5014 8BGO| 23453
AlPasar Inpres 7029 2372 580 Y401 104371 5718 3007 18,153
SKelam Permai 7,928 2,245 2328 13,706 109001 5,533 8,050 £2.4831
[T ebelian 13,9051 3,099 87 14,391 14,5001 " 7.497 B0 22.047 )
7|Baty Buil 7,887 33771 9 11.083 12653] 6764 16] 19438
SiSirmpang Lima 3,847 3236 N 7,185 820C; 6091 e 14,291
Manis Rava - 31 - 31 37501 3,800 - 7,250
iroma 53,235 20,70° 17 368 131,305 96,442 | 45,980 62,700 209111}
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KANTOR CABANG SINTANG

‘{E‘a
Pamimpin Cabang

o

N

/" Eaigg) Achmad
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REVISI RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

Nol BRI UNIT NPL TAHUN 2011 {Rp) _RKA NPL TAHUN 2012 { Rp) : l
KOMERSIL KUR BRIGUNA TOTAL KOMERSIHL ] KUR BRIGUNA | TOTAL i
1|Nanga Pinoh ZEIN 52 g8 269 200 105 85 370 |
2iSintang Kota 159 28 129 314 80 80 44 214 |
JSepatlik 55 - . 55 100 45 10 1568
diFasar Inpres 70 I 101 90 20] - 110 ‘
SiKelam Permai . 96 Zr - 123 150 80 - 230 '
S|Tebelian 67 - R « 67 60 a0 - 100 ?
7iBatu Buil - 28 ’ - - 28 35 S8 ' . 125 1
8iSimpang Lima - . - - 47 ag . &7
IMeanis Raya - . - . - - .

Sintang, 03 September 2012

- !

iTotal 565 164 a7 | 956 772 500 119 1.391 ]
|

1

PT BANK RAKYAT INDONESIA {(FERSERC) Tk '

KANTOR CABANG SINTANG 4

»/ :

o |

o W e ; i

Wahyu Widotomg /’%ai;@gl Achmad g
Pemimpin Cabang AMBM
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REVISI RENCAND KERJA ANG/IARAN BRI UNIT TAHUN 2012
el BT UNIT T NPL TAHUN 2019 (%) T o RiA NPL TAHUN 3612{% ) 1
| KOMERSIL KUR BRIGUNA |  TOTAL,_  [HOMERSIL] KUR | BRIGUNA | TOTAL ;
tiNanga Pinoh | P74 080t 1 bk 1.31 193 018 055 ;
2i3intang Kota 157 0128 024 0.36 08CT " 181 0.38 0.78
ABepauk 187 - R 1,34 1031 0801 012 0.68 ‘
4iPasar Inpres 0.54 388 294 240 0.84 0.35 - 0.68
SiKsiam Permai . 233 1.0¢ " G771 138 1,45 I .02
GiTebelian 185 220 T AEY 187 C.41 0.53 . 45
7IBatu Buil 0.45] . 098 LT 118 0.28 133 - 3,64
8Simpang Lima 2811 dag) 080 1,19 087 766 - 0871
Siianes Raya 1.83 U, 34 Qid! 2,84 - - - -
Total 1385 o8\ Ded T "0z C80] 100 0.1¢ 067 |
Sintang, N3 September 20712 t
PT 3ANK RAKYAT INDONESIA (PERSERD) "ok ]
KANTOR CABANG SINTANG g
’ ;
-y
P 4 |
d ‘ ”;’ |
wighyy Widotome . Eaisal Aok mad |
Pamimpin Cabang ANt
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REVISI RENCANA KER) A ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2012

O T TAHUNZITT. "~ 77 ' RKA TAHUN 2017
e 1.Giro_ {Deposito] Simpedes | Britame |1 sonya | TOTAL | Girs Depositasimpades| Britama b ainnyg
Cdge bwon T TERTTRT03 | 684531 (LAUE | BIE] T 62.946] 1559] 156001 73428 12408| 1028
Ciltang Kow T T B948)  S1787 GAB] G7i]  S9BE3 — | 42257 3ES1G| 30581  BOC
Supak ¥ IToaeT 23,305 nms 1321 27 457 BT Ten] 2oaie] 98] 154
R I 4,479 a7 THB|_40.428 - 8301 11.470 2431 24%
s SlReiam Peromn, | . 351 14,345 dau| T 185: 157724 - 425} 13193 LA 197
C sl Tebelan (R 145 5 501 o] 2437, (0218 - 671 12104 egl 280
T 7 1Batu Bui - ABH G 558 12 8=l 117338 - 4607 121887 -~ anty 413
B[Simpang Lima - 75/ 5732)  20eu] 307 5675 - 800 54367 7080 123
SiManis Rays - 74 NS 101 - 149 2000 31w
_ fTetal w_s___sgmjh 70.323] 188@3eT 2090 L WO aBF 2240281 1504 ] 20957 220 90z| 0 EG4] TS

Smntang 03 Reptemrber 2013
BT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERD
KANTOR CABANG SINTANDG

¥
‘
et [
k PR

Y
s

- RaisaiAchoas
#am:mpm Caﬂanc ' L[S

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



- e - U e N

- T A1603

REVIST RENCANA KERJA ANG SARAN BRI UNIT TAHUN 2012

, FEE BASED INCOME

Nol  BRIUNIT s 55761 Des 2011 [ Delta{A) | Des2012 | Ueita(A)

T anes Piach 853 005 a2 1,420 515

VS ereng Kot £03 4 40 BOG 251
S enaik 574 g 55 430 109

CiPased tnpres a8 Rz 457 190 45

- SiKalam Pon 155 [52 4E ZEE 73
BiTaebelian B4 117 53 175 58
7iBatu Buil g a0 41 140 50
HSimpang Lima - 50 50 126 76
G9iMaris Raya _ - 5 5 45 40

TN DN ) AN} MO O . T

Sintang, 03 Septembaer 2012
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERG) Thi
KANTOR CABANG SINTANG
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¢ Fasal Achmad
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REVIEI RENCANA RERJA ANGOARAN BRI UNIT TAHUN 2812

e e S 12 e+ o 4o e ey 5

T DEMABUKANDH
Das 20140 Des 2011 | Delta{ A} Des 2012 Dela{ A}

A AL 3 S
104 91§ {133 55 4

PR Xy 28C !
il £ 104 .
154 170 5

i
T M

Tt

ok s - - -

i “~ i ,“‘:‘?G e mnw_ﬁ,
R T e i = :
ABatu But ) 41 A3 77 eal

 BlSimpang Lima | R - N -
0 LTS T A S S B
Shidarsg 05 Saptember 2010
DT BANK FIALYAT INDONFSIA (PERSERD) Thic
KANTO CABANG SINTANG ;
¥

5
F
VA

Wahyu Widotome * Faisal Achmad
Paraminn Sahing AN
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- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Thk
‘i‘ KANTOR CABANG SINTANG

Ji. ACL Sucipto No.2 Telp. {8565}2‘1594 Facs.i(JSﬁS}m Sintang

SURATKEPUTUSAN

Tenwlg

| "-PEHET'A'PAN RKA TAiﬂun 2013
UNTUK BRUUNIT
KANTOR CABANG BRI SINTANG

" wilayah Kantor E:abmg BRI rmaka dipanding periu mpkan n
angkakencam Kequn@garan(RKA)mmmmmw ‘

2. Untuk membenkan ukuraﬁ dan parﬁ!amﬂ tQt‘hadaQ Jsmmmra Kaupit: . -~

dan Mantri BRI Unit serta mengukur tingkat keberhasilan ;:»sencapaian: |
keragaan usaha masing-masing BRF Uit tahun 2013,

L

3 Momng kompehs: ¢i BRI Uriit dalam Progfam Penghargaa&ﬁm Umt
! *PBLYS

MENGINGAT: 1- Pmn Rﬁ& dart ¥ ket
sasuai  Surat i(epumsan K&nm! BRi Jaxarta 3 Nokeg A
XVIQJUAMKIC 12013 Aanggal 18 Januar 2013 serta dengsn
mempertimbangkan pofensi bisnis di wilayah kmmﬁnmng—nm

2. Surat Edaran Kanpus BRI Jakaria Nose: s.mmwxmmzmww
28 Pebruarh, 2011 tentang Program Penghargaan BRI Unit.

MENETAPKAN: Angka RKA Tahun 2013 untuk Mikro dmn asing i Leit -
" Kantor Cabang Sintang sebagaamanatercamum ' larnpieees Burst

Keputusan ini.

e

SKTFH, K RNASK Hhrna Sowsss San Lampirondoc

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Dengan Catatan

. Apabila dikermnudian hari terdapat kekeliruan dalam surat
akan diadakan ralat sepedunya, dan apabila terdap
penetapan RKA tahun 2013 dari Kanwal BR{'-
dibuat Rewvisi . ‘ '

: m segera dmm tncak. lenjul perencanaan . dems. penw‘ R
yang maksimal dan menjadi motivasi.datam. meraih keberhasilan serta
menjadi bahan avaluasi temadap pancagatan satiap bulan,

3. Surat Keputusan ini dlbenkan kepada

Sdr. Kaunit BRI Sirtang Kota
Sdr. Kaunit BR! Nanga Pinoh
Sdr. Kaunit BR! Sepauk

Sdr. Kaunit BR! Pasar Inpres
Sdr Kaunit BRI Keiam Pem

Sdr Kaunit BRJ Sunpang Ltma
Sdr. Kaunit BRI Manis Raya
1(} Sdr. AMBM Kanca BRI Sintang.

«wﬁﬁwﬁwwﬁ

Surat Keputusan ini disampaikan kepada (saudara - unftuk dmedt:mm : s
dan ﬁlaksanakan mac»baiknya dengan penu

!}ifet'apkan di  : Sintang
% Pada langgal . 28 Januari 2013

P7. BANK RAKYAT | BONESiA(PEmi

Tindasan :
1. Bagian Mikro £/ B&L W
2Ar51p www” PO .
i
g
SK T SK KKK, e Promox 3;;,:;. Lasmpranem. dix: 4
M—M MW«.W/H N S e
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RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013
vd e [ABA
o7 No| BRIUNIT | Bes3077 | Des 2072 | DeWia(A) | KA Dos 2013] Doita (4]
i Pinch 4,850 6,610 1,751 7710 1,100}
intang Kota 3,605 4,069 4041 4,521 852
' %paw 7 064 2581 $17 3,633 852
AlPagar inpres 943 1,773 B30 - 2,378 602
SlKelam Permai 1,896 2,603 707 34057 802
8[Tebelian ~1.597 | 2,706 1 T.308 35581 . 883}
' 7,32] 1 A %) A ) B
BT 6,363

Sintang, 21 Januari 2013
PT BANK RAKYAT INDDNESIA [PERSERQ} Tk
ANTOR CABANG SINTANG
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RENCANA KERIA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

41603

NO BRI UNIT PH
Des 1011, | Des 2012 Deita (A} Des 2013 Delta {8)
1|Nanga Pinch A6 3 {36}} 430 60
2)Sintang Kota 89 178§ 88} 208! 3&3'
3isepauk 34 ; 26 345 2%
A{Pasar inpros 291 285 {6) 315 30
Sikelam Permal 2771 13 115 25
SiTebelan - 2004 {18} 225 257
7|Baty Buil 35 150] 115 175 25
SUMPIG Lirna 7 ”’g{“ 40 35| sa{ 10
FManis Rava o of 0 20 20|
TOTAL 1415 1,632 218 1,883 2501
T Sintg Januan 2113
&m':; BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERD) Tbk
KANTOR CAHANG SINTANG
P //’7
//y
Wahyu Widotorno 7 Eaisal Aghmad
Pemimpin Cabang / AMEBM

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAHUN 2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

‘ “TAHUN 2012 : ~ TR
No| BRIUNIT 'ROMERSIL] _KUR_ | BRIGONA | TOTAL |KOMERSIL] DELTA | KOR
TiNenga Finon 6078  B68] 257441  b044B| 21267 5189| 11652| § 502
3F:mtajf3gxm 25921 8775  23Bas] 1814|4438 56181 B02
33«;@% 3.158 o531, T3570] 3.789] B.18%
( 4118 33 303 3 “““’? 141] .3
4,188 4110 ‘
T e Y
3,008] ]
86,1381 - 53011 BA «:mzs: 7001
XY G 25001 51501 . 3.08] 1 11,628
A e X G T 1274401 35324 *ag:g‘_gr?m. 8357 f"““&fw gy 255403
T Sirteng) 21 Jernee AF
PT smt A (PERSERQ) ‘?‘bﬁ
; BINTANG
%
V ]
pmmpgncmng &&8&4
F=5 . {
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*:*"%:gw
RENCANA KERJA ANGGARAN BRI UNIT TAMUN §013
| NPL TAHUN 2072 [Rpl | -
N N [RoWeRSL T [ BRIGUNA T TOTAL | | T [BELTA | TOTAL |
_TJNanga Finoh 580 2% 3 916 ~45D {14n:1 80| (144} B8] s6( 688
. 2iSintang Kota 218 §71 131 406 250 b 85 >8 gE [45)| 430
3Sepauk 10 L) &4 2181 140 70 80 15 1 304
4¥Pasar Inpres 19] -1 03 1841 T 110 70 81 - - _254
~Kelam “omna) &7 : (12 1 SRR ) DR NG I 1 N 1) N
gg phellat - R R T R L I B ST 778
7\Baty Bull - 188 2000 B9 79 e - 279
8iSimpang Lima - 83 1 180 701 91 - I 254
3iManis Raya . I N . - 5 - - _Jj%
otal 1,487 636 18 1,970 B 198Y 31 2917
~ Sintang, 28 Jenuayi 2013
' PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) Thk
mwa CABANG SINTANG
PNy

Pemimpin Cabang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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_ NPL TAHUN 2047 (%]
No| BRIUNIT | yoWERSIL T KUK ﬁﬁu‘ NA 1 TOTAL
1INanga Pinoh 3677 dq1] ol 7 482
2i8intang Kota 1.90 2201 ‘4.3%1 1.70
38 072] 9.32 007 0.44
4Pasar inpres . 078 0.46 - C 08
Kalam Permai D87 2.DRT : 5.9
TiBaw Bul 109 283 - 7.50
B Lima D.28 04 - G4 ] ]
Slfkanis Raya - 1 : i 0.06 - 5.6
“Yotal 1.27 1,08 0. 1.02 112 0.31 114
8intang, 28 Jaruart 2013
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERD) Tbk
KANTOR CABANG SINTANG
, /w/””j;>
i"'-/ /"//;)
f’fffiféj
Pamimpin Cabang 4 ANMBM
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e Rt e e A l

N e e T e T TR ——— T -
. Qiryy | De g eyt Toia ¢ ThHMi T{}'L%L @giro | %_ﬂ_‘&o Dalta | W Delis 2 M Thku | Th Holi | Lolta .E.{){EL )

Mangs Pingh 1.80% 13,908 F Baroa] 124834 w7 7901  gpa7sl 1510 o0l N ToM0l  7oys5]  soE aps2l (2730 3 146G ol s77u
ee—— - ast0l  seom] 240 . 7851  B1810 - S0 €20] . 60033 5982 The6] (tasal - | 750 qasl  E674ks
w ; 27 1,7 R ) IR A 34,064 4,000 THi v I T I T
P iopres | 8] fosesf 416 ot 9] 11815] - 1 g4 el 14assl 4000 30 BT T R
- 581 18,958 2] use 29 meze| o I\ emo| 280l T 228s6| 4000 Tae % L e

-1 ok 10.284 304 2 I D e W R B T R Comagt o s7L @) 1588

~ 2 logeoy 184 Wl 2l ; 2r8] 188 14620] 4000 Task|  (sa - 1. 1 @ul 1sie

Smpangma |-V~ ezl wary zaesl 1 cwr] viam] T o4 Yos[T 2l T waieo} dese] aged] @y f i @7 1sd0
e ; . T | W , g8l ol M2l W4 4143] 2000 1ol anl 2] el _asw
otel 15%2] za32] osvi] 22698] el 2279] swavi] 15320  oseve| 3386] pavde0] Ieon| ie7iR] (Seasy 21, 2020 (250 20561

ﬁimﬁ,ng. 21 Januari 2013
PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ: Tbk
KANTOR CABANG SINTANG
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Pamimpin Cabang

BRI UNIT FEE BASED INCOME
Des 2011 Des 2012 Dedta [A) Des 2013 Delta [4)
1 rianga Pinoh 0% 1,050 145 1,208 158
1]Sintang Kota 549 605 56 696 91
3 Sepauk 329 335 i 385 501
4|Pasar lnpres 144 151 7 174 23
SiKelam Permai 182 205 33 233 28
HTobeolian 1317 1473 26 iba 21
7iBatu Bull o0 110 0 120 10
8{Simpang Lima 501 74 r3 8% 11
" 3Manis Raya g a5 a0} ~ 60 ﬁ
TOTAL 2371 2,715 344 3,122 412
T T Sinang, 21 danuart 2013
T'{ BANK RAKYAT INDONESIA [PERSERC}} Tbik
" KANTOR CABANG SINTANG ——
W idotorfio ¢ Faigal Achmad
"L@ AMBM
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RENCANA KERGA ANGGARANM BRY UMIT TAHUN 2013

NO BRI UNIT PEMASUKAN DH
Des 2011 | Des2012 | Delta{d] | Des2013 | Deita{A}
1|Nanga Pinoh e 91 130 39 175 45
2[Sintang Kota 276 255 {21} 150 95
31Sepauk 101 14 3 175 71
4}Pasar inpres el 170 6 215 45
51Kelam Permai 252 260 8 335 75
6{Tebelian 276 238 {38 278 A0
7|Batu Buil 63 65 2 104 39
B|Simpang Lima 4] 4] 0 25} 25
9{Manis Raya ] 0 () 0 of . O
TOTAL 1,223 1,222 {1) 1,657 435
Sintang, 21 Januari 2013
PT.BANYK RAXVAT INDOMEMA {PERSERQ) Thi
KANTOR CABANG SINTANG
. A
1o gk, w Fawal i hood
Ses e ARATIM
Pranmes : :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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